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Status Ekologi, Sosial Pemanfaatan dan Tata Kelola Sumber Daya Laut Kabupaten Maluku Barat Daya
Perairan laut Kabupaten Maluku Barat Daya terletak di daerah Segitiga 
Karang Dunia (Coral Triangle), memiliki keanekaragaman hayati laut 
yang tinggi serta memiliki ekosistem perairan laut dalam dan daerah 
kepulauan. Wilayah ini berbatasan dengan negara Australia dan Timor 
Leste, sehingga mempunyai arti strategis bagi pengembangan wilayah 
di Indonesia bagian timur. Di lain pihak, sampai dengan saat ini belum 
banyak kegiatan penelitian perikanan yang dilakukan di daerah tersebut.  

Pemanfaatan sumberdaya laut secara optimal dan berkelanjutan baik 
secara biologi maupun ekonomi perlu memperhatikan kondisi ekologi,

sosial dan tata kelola disertai dengan tindakan pengelolaan dan konservasinya berdasarkan kepada 
hasil-hasil penelitian terkini. Buku “Status Ekologi, Sosial, Pemanfaatan Dan Tata Kelola Sumberdaya 
Laut Kabupaten Maluku Barat Daya” yang disusun berdasarkan kajian ilmiah ini merupakan salah 
satu langkah awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada.  Peluang itu 
sangat besar sejak dicanangkan oleh  Pemerintah melalui program Percepatan Ekonomi dan program 
Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Kabupaten Maluku Barat Daya.  
     
Harapan saya, data dan informasi dalam buku yang merupakan hasil dari kerjasama antara Pusat 
Riset Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan WWF-Indonesia ini  dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam pembangunan Perikanan di Indonesia khususnya di Kabupaten Maluku Barat 
Daya. Saya juga menyampaikan perhargaan yang tinggi dan ucapan Selamat kepada tim survei 
yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dari Pusat Riset Perikanan, WWF-Indonesia, Pemerintah 
Kabupaten Maluku Barat Daya, Wildlife Conservation Society (WCS), Institut Pertanian Bogor dan 
Universitas Pattimura Ambon.

Jakarta, April 2017

Toni Ruchimat
Kepala Pusat Riset Perikanan
Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
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Dalam tiga dekade terakhir, pemerintah Indonesia secara konsisten 
terus memperkuat dan meningkatkan upaya-upaya perlindungan dan 
pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk 
menekan intensitas pemanfaatan sumber daya laut yang berlebihan dan 
merusak, sekaligus melindungi habitat pesisir dan keanekaragaman 
hayati laut dari dampak negatif aktivitas manusia. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah membangun Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

Sampai dengan Desember 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KemenKP) telah membentuk 165 KKP dengan total luasan hampir
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mencapai 18 juta hektar. Upaya pembentukan KKP akan terus berlanjut hingga target 20 juta hektar 
KKP tercapai paling lambat pada tahun 2020. Dalam membantu pemerintah provinsi dan nasional 
dalam mencapai target pembentukan KKP, WWF-Indonesia bekerjasama dengan Pusat Riset 
Perikanan  Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengidentifikasi lokasi potensial untuk 
pembentukan KKP baru di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya.
 
Provinsi Maluku ditargetkan sebagai Lumbung Ikan Nasional karena potensi sumber daya ikannya 
yang tinggi. Untuk mengimbangi tingginya intensitas perikanan yang mungkin terjadi di masa depan, 
pembentukan simpul-simpul KKP di Provinsi Maluku menjadi krusial untuk melindungi lokasi-lokasi 
pemijahan ikan dan habitat pesisir penting agar lokasi-lokasi ini bisa terus mensuplai ikan dan larva 
ikan ke daerah penangkapan ikan.
 
Laporan ini mendeskripsikan kondisi ekologi, sosial dan ekonomi di Kabupaten Maluku Barat Daya, 
serta rekomendasi desain KKP yang potensial dibentuk. Desain KKP yang direkomendasi merupakan 
hasil dari kajian ilmiah yang melibatkan 15 peneliti dari berbagai bidang dan institusi, serta telah 
melalui proses diskusi hasil untuk mempertajam hasil rekomendasi. Hasil rekomendasi dari laporan 
ini dapat digunakan dan diadopsi oleh pemerintah provinsi maupun nasional untuk membentuk KKP 
atau membangun strategi perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut di Kabupaten Maluku 
Barat Daya.
 
Jakarta, April 2017
 
 
Wawan Ridwan
Direktur Program Coral Triangle
WWF-Indonesia

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya selama itu telah berupaya untuk 
meningkatkan pembangunan terutama sektor kelautan dan perikanan baik bantuan sarana prasrana 
dasar dan sarana prasarana perikanan maupun peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan. 
Namun dirasakan hingga kini pembangunan sektor kelautan dan perikanan belum maksimal 
sehingga kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Barat 
Daya belum bisa dirasakan dengan baik. Berbagai keterbatasan menjadi kendala pembangunan 
sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya, salah satu permasalahan tersebut 
yakni keterbatasan data dan informasi yang semestinya menjadi landasan pengambilan kebijakan 
pembangunan ke depan.

Untuk mengimplementasi pembangunan itu diperlukan adanya data dan informasi yang lengkap, 
terkini dan akurat tentang kondisi kelautan dan perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai 
dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu 
upaya dalam mendukung tersedianya data dan informasi adalah dengan disusunnya buku Status 
Ekologi, Sosial, Pemanfaatan dan Tata kelola Sumberdaya Laut Kabupaten Maluku Barat Daya yang 
digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten 
Maluku Barat Daya, Universitas Pattimura, Institut Pertanian Bogor, WWF Indonesia, dan Wildlife 
Conservation Society (WCS).

Harapan kita tentunya, dengan diterbitkannya buku ini akan semakin melengkapi data dan informasi 
terkait pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Semoga 
dengan adanya buku ini tidak terhenti hanya sebagai data tertulis tetapi dapat menjadi acuan, 
sekaligus mempu menjadi inspirasi bagi kita bersama untuk mengembangkan sektor kelautan dan 
perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya secara berkesinambungan.

Sekian dan Terimakasih.

Ir. Johny James Kay
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Maluku Barat Daya

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan kabupaten yang dimekarkan 
pada tahun 2008 dengan luas wilayah 72.423,58 km2 dimana luas lautan 
88,06 % lebih besar dari luas daratan. Kondisi tersebut menjadikan 
Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai salah satu wilayah dengan potensi 
perikanan yang melimpah. Selain itu Kabupaten Maluku Barat Daya 
juga merupakan beranda terdepan di bentang selatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan memiliki 6 pulau terluar berpenghuni yang 
berbatasan dengan Australia dan Republik Demokrat Timor Leste. 
Mempertimbangkan potensi dan posisi strategis Kabupaten Maluku 
Barat Daya maka pembangunan secara berkesinambungan di segala 
bidang harus diupayakan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada perseorangan dan institusi dibawah atas kontribusinya 
dalam implementasi kegiatan survei cepat dan pembuatan laporan:

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pusat Riset Perikanan: Prof. Dr. Hari Eko Irianto; 
Ignatius Tri Hargiyatno, S.St. dan Berbudi Wibowo, S.St. Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan: Hakim Miftakhul Huda, S.Pi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya: Ir. Johny James Kay

WWF Indonesia: Wawan Ridwan, M. Ridha Hakim, Noverica Widjojo, Khaifin, Taufik Abdillah, 
Desita Anggraeni, Lida Pet-Soede, Veda Santiadji, Imam Musthofa, Anton Wijonarno, Abdullah 
Habibi, Muhammad Yusuf dan juga seluruh staf dari Direktorat Coral Triangle. WWF US: Gabby 
Ahmadia dan Jill Harris.

Wildlife Conservation Society – Indonesia Program : Stuart Campbell, Sukmaraharja 
Tarigan, dan Shinta Pardede. 

University of Queensland : Peter Mumby dan Nils Krueck.

Selain itu, kami juga ingin memperluas ucapan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak, 
yaitu kepada Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Kantor Kecamatan dan UPTD DKP Kabupaten 
MBD, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wonreli, Kepala Desa Ustutun, Kepala Desa Jerusu, 
Kepala Desa Yawuru, Kepala Desa Nuwewang, Kepala Desa Tomra, Kepala Desa Kaiwatu, Kepala 
Desa Wakarleli, Kepala Desa Luang Barat, Kepala Desa Luang Timur, Kepala Desa Elo, Kepala 
Desa Wasarili, Kepala Desa Latola Besar dan Kepala Desa Watuwei, Kantor Kecamatan dan UPTD 
DKP Kabupaten MBD, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wonreli, Kementerian Pertahanan, 
Kementerian Riset dan Teknologi, Universitas Pattimura, Institut Pertanian Bogor, serta kapten 
dan kru kapal Sevenseas.

Terakhir, keseluruhan kegiatan survei cepat dan pembuatan laporan kajian ini dapat terlaksana 
karena didukung oleh pendanaan penuh dari Yayasan Margareth A. Cargill.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Maluku Barat Daya - kawasan dengan banyak kesempatan
Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terletak 
dibagian paling selatan dari Segitiga Karang 
–kawasan yang disebut sebagai jantung 
keanekaragaman hayati laut dunia – dan 
berbatasan langsung dengan Timor Leste dan 
Australia. Letaknya yang strategis ini membuat 
Kabupaten MBD memegang banyak peranan 
penting termasuk diantaranya melindungi 
ekosistem pesisir, menyediakan sumber daya 
ikan secara berkelanjutan, menjaga ketahanan 
pangan untuk lokasi lain di Indonesia dan 
mendukung perekonomian perbatasan nasional.

Konservasi, termasuk perlindungan dan 
pengelolaan kawasan penting dan stok ikan, 
saat ini telah menjadi tuntutan yang harus 
dipenuhi sebagai jembatan atas kebutuhan 
ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus 
melestarikan sumber daya yang ada bagi generasi 
selanjutnya.

Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan 
(KKP) secara formal di MBD membuka peluang 
lebih besar untuk menjaga dan melestarikan 
lingkungan laut serta mengoptimalkan 
pemanfaatan SDL secara lestari untuk 

mendukung   kesejahteraan masyarakat. Inisiasi 
pembentukan KKP di MBD juga sejalan dengan 
rencana pemerintah provinsi untuk membangun 
KKP seluas 1 juta hektar di Provinsi Maluku dan 
mendukung program Maluku sebagai Lumbung 
Ikan Nasional (LIN). 

Berdasarkan alasan tersebut, tim peneliti 
gabungan dari Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Maluku Barat Daya, Universitas 
Pattimura, Institut Pertanian Bogor, WWF-
Indonesia, dan Wildlife Conservation Society 
– Indonesia Program berkolaborasi untuk 
melaksanakan survei cepat di Kabupaten MBD. 
Tujuan utama dari survei cepat ini adalah untuk: 
(1) menyediakan masukan untuk model ilmiah 
dalam mengidentifikasi kawasan prioritas untuk 
produktivitas perikanan; (2) mendukung upaya 
perencanaan spasial laut yang komprehensif 
berdasarkan data terbaik yang tersedia; (3) 
melengkapi data yang sudah ada sebelumnya 
untuk menyediakan resolusi yang lebih detil 
terkait kondisi di kawasan ini, dan untuk mengisi 
kekurangan data EAFM di WPP 714 dan 718. 

Ekosistem pesisir dan spesies panji
Ekosistem pesisir, terutama ekosistem terumbu karang, di Kabupaten MBD masih baik. 
Survei ini mencatat 57 genus karang keras dan 216 spesies dari 16 famili ikan karang ditemukan 
dalam transek. Substrat dasar didominasi oleh karang keras (rata-rata: 37,3%±2,1%) dan karang lunak 
(rata-rata: 26,8%±2,3%). Sebagian besar karang keras (89,1%) kondisinya sehat. Rerata kelimpahan 
ikan relatif tinggi mencapai 11.602±1.495 ind/ha dengan biomassa sejumlah 2.584±334 kg/ha. 
Spesies panji dapat ditemukan di banyak lokasi dan Kabupaten MBD disinyalir merupakan jalur 
migrasi mamalia laut. Meski saat ini kondisinya masih baik, tekanan terhadap ekosistem terumbu 
karang terjadi di seluruh Kabupaten. Degradasi ekosistem pesisir  telah terjadi dalam 10 
tahun belakangan dan berdampak pada penurunan jumlah dan ukuran biota, khususnya biota 
target perikanan.
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Kesejahteraan sosial masyarakat
Kegiatan bercocok tanam, berkebun dan menangkap ikan sudah dilakukan oleh 
masyarakat MBD sejak dahulu yang diajarkan secara turun temurun. Sebagian besar 
masyarakat masih mempertahankan budaya yang telah dipegang secara turun-temurun, 
salah satunya yang berkaitan dengan sistem tata kelola berupa sasi. Dalam kekuasaan 
adat, terdapat sasi yang dibangun oleh hukum adat.

Bertani adalah mata pencaharian utama masyarakat MBD. Sementara, pemanfaatan 
sumber daya laut (SDL) masih bersifat subsisten untuk kebutuhan sehari-hari, 
jika ada kelebihan hasil baru dijual. Hasil perikanan yang utama adalah ikan pelagis dan 
ikan demersal.

Dalam 10 tahun terakhir, masyarakat merasakan peningkatan ekonomi terutama 
akibat adanya pemekaran menjadi Kabupaten MBD, sehingga banyak dibangun 
infrastruktur/fasilitas pendukung. Terjadi juga peningkatan jenjang kelulusan 
pendidikan di MBD. Hal ini mungkin disebabkan oleh semakin baiknya akses 
pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain 
itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah kapal di seluruh desa contoh, terutama 
di Pulau Luang dimana seluruh masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai 
nelayan.

Terdapat dua jenis kegiatan pemanfaatan SDL di Kabupaten MBD, yaitu 
(1) pemanfaatan langsung berupa perikanan tangkap, perikanan budidaya, sasi, 
bameti, penambangan pasir dan batu karang, serta penambangan garam; dan (2) 
pemanfaatan tidak langsung seperti transportasi laut, penelitian dan perlindungan 
pantai.

Masyarakat memanfaatkan berbagai jenis SDL, yang terbagi menjadi tiga 
kategori, yaitu (1) ikan seperti ekor kuning, kerapu, kuwe, kakap, layang, lencam, 
tongkol dan cakalang; (2) non-ikan termasuk teripang, lola, bia, penyu hijau, 
batulaga dan kima; serta (3) budidaya rumput laut Eucheuma cotonii. Komposisi 
hasil tangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh jenis alat tangkap yang digunakan 
serta lokasi penangkapan ikan.

Sebagian besar pemanfaatan SDL terfokus di daerah intertidal (meti) karena 
keterbatasan armada berupa perahu dayung. Meski kegiatan melaut dan budidaya 
dilakukan setiap hari, terdapat fase musim puncak dan paceklik. Umumnya 
musim puncak terjadi sekitar bulan September – Oktober, sementara musim 
packelik terjadi pada bulan Januari – Maret. Tiap desa contoh memiliki sedikit 
variasi musim karena dipengaruhi oleh letak geografis dan faktor oseanografi. 

Masyarakat umumnya melakukan aktivitas perikanan tangkap dengan 
menggunakan lebih dari satu jenis alat tangkap. Alat tangkap yang paling sering 
adalah jaring insang, jaring bobo dan jaring insang. Armada tangkap yang 
paling dominan adalah sampan/jukung dan katinting. Kehadiran speedboat 
dan perahu motor tempel dengan jumlah yang tidak jauh beda dengan sampan dan 
katinting, menunjukkan bahwa armada penangkapan telah berkembang di MBD.

Pemanfaatan sumber daya laut
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Tata kelola sumber daya laut

Peraturan terkait pengelolaan terdiri dari peraturan formal 
dan informal. Sebanyak 8 dari 14 desa contoh yang memiliki 
peraturan formal yang didominasi oleh bentuk Peraturan 
Desa (Perdes). Peraturan informal dibagi menjadi dua, yaitu 
sasi dan non-sasi.

Kelompok masyarakat dibagi menjadi tiga kategori, 
yaitu: (1) Kelompok nelayan dan pembudidaya yang dibentuk 
karena insentif pemerintah; (2) Kelompok masyarakat 
pengelola SDA (saniri) yang menjaga lingkungan hidup; dan 
(3) Kelompok masyarakat berdasarkan kekerabatan keluarga, 
marga, atau soa. Selain itu Kelompok Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) bentukan pemerintah ditemui di 3 desa 
contoh, walaupun belum berfungsi optimal.

Proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDL 
pada umumnya melibatkan beberapa elemen masyarakat, 
termasuk masyarakat, pemerintah desa, pemerintah 
kabupaten, gereja, kepala adat, pemilik petuanan, dan kepala 
soa.

Konflik pemanfaatan SDL secara internal antar warga 
jarang terjadi dan biasanya diakibatkan kesalahpahaman. 
Konflik eksternal dengan pihak luar lebih umum terjadi, 
melibatkan pencurian komoditas sasi dan pemboman ikan 
oleh nelayan andon. Penyelesaian secara adat dan agama 
dilakukan untuk konflik internal, sementara hukum desa 
dan hukum negara berlaku untuk konflik eksternal. Tiga tipe 
sanksi yang berlaku adalah sanksi ekonomi, sanksi adat/dosa, 
dan sanksi hukum.

Sasi di Kabupaten MBD

Di Kabupaten MBD, sasi 
merupakan praktek yang telah 
ada dari jaman dahulu dan masih 
berlaku hingga saat ini, dan sangat 
dihormati oleh masyarakat.

Secara umum, periode tutup dan 
buka sasi berkisar antara 6 bulan 
hingga 4 tahun, walaupun di 
kebanyakan desa berkisar antara 
1-2 tahun. Ketika dibuka, periode 
buka sasi berkisar antara 1-2 
minggu. Hampir seluruh lokasi 
laut yang sasi berada di depan atau 
bersebelahan dengan desa dimana 
masyarakat tinggal. 

Tiap desa memberlakukan sasi 
pada komoditas yang berbeda-
beda. Secara keseluruhan, 
Komoditas yang di-sasi termasuk: 
lola, teripang, batulaga, kima, mata 
tujuh dan lobster.

Terdapat tiga pola proses 
pengambilan keputusan buka tutup 
sasi, yaitu (1) desa yang memiliki 
soa, (2) desa yang tidak memiliki 
soa, dan (3) desa di Pulau Luang.

Pengelolaan dan konservasi perairan laut MBD

Mengacu kepada PerMen 02/2009 tentang Tata Cara Penetapan 
KKP, maka jenis KKP yang paling sesuai untuk diterapkan di MBD 
adalah Suaka Pulau Kecil (SPK) dalam urutan pertama, diikuti 
oleh Taman Pulau Kecil (TPK). Selain itu, Daerah Perlindungan 
Adat Maritim (DPAM) dibawah kategori Kawasan Konservasi 
Maritim juga menjadi jenis KKP yang sesuai untuk didorongkan di 
MBD.

Berdasarkan hasil analisa spasial, lokasi dengan nilai konservasi 
tinggi ditemukan cukup menyebar di Kabupaten, termasuk 
diantaranya Pulau Wetar bagian Selatan, P. Romang, P. Damar 
bagian Selatan, Atol Meatimiarang & P. Luang, dan perairan di 
antara P. Babar dengan P. Masela. Total luasan lokasi dengan nilai 
konservasi tinggi mencapai lebih dari 700.000 ha.

Pembentukan kawasan konservasi perairan
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Tantangan dan Kesempatan

Produksi perikanan di Kabupaten MBD berpotensi untuk ditingkatkan namun dengan prinsip 
kehati-hatian. Beberapa intervensi dapat dilakukan secara berkesinambungan, yaitu (1) melakukan 
pengaturan alat tangkap dan alat bantu penangkapan melalui mekanisme harvest control rules (HCR) 
dan harvest strategy; (2) diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, dan peningkatan 
jumlah personil pengelola untuk memberantas IUU fishing; (3) pemerintah perlu bekerja sama dengan 
pihak swasta untuk membuka akses dan mengelola pasar agar masyarakat mendapatkan keuntungan 
ekonomi yang lebih baik dari sektor perikanan; dan (4) melalukan perlindungan terhadap kawasan 
penting dimana ikan melakukan pemijahan melalui pembentukan KKP merupakan hal krusial agar 
pasokan larva ikan terus tersedia untuk daerah penangkapan ikan.

Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya

Pembangunan KKP di Kabupaten MBD menjadi
krusial, tidak hanya untuk melindungi 
keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, 
namun juga untuk menjaga kedaulatan dan 
keamanan negara serta pengawasan terhadap 
SDL. Namun hal ini juga menjadi tantangan bagi 
pemerintah adalah bagaimana mengelola wilayah 
lautnya tidak hanya sekedar sebagai beranda 
negara, namun juga sebagai wilayah konservasi 
yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh 
karena itu, diperlukan komitmen bersama antara 
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat 
Daya serta mitra lainnya untuk mempercepat 
pembangunan KKP dan sebagai katalis dalam 
mendorong percepatan pembangunan wilayah 
sehingga menjadikan Kabupaten MBD sebagai 
pusat ekonomi baru untuk berbagai investasi 
ekonomi. Melihat urgensinya, maka KKP yang 
akan dibangun lebih baik dikelola di tingkat 
nasional.

Pengembangan KKP dan percepatan ekonomi di
Kabupaten MBD harus dilakukan secara seimbang 
dengan mensinergikan aspek hukum adat berupa 
sasi dan petuanan laut yang telah dijalankan oleh 
masyarakat secara turun temurun. Masyarakat 
mengelola lingkungan laut melalui hukum adat 
tidak hanya untuk diri sendiri, namun untuk 
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, 
pembangunan KKP dan pengelolaan perikanan 
tidak hanya sekedar untuk melindungi kawasan 
penting dan sumber daya ikan di Kabupaten 
MBD saja, namun juga berkaitan erat dengan 
keberlanjutan kehidupan lokal masyarakat yang 
mendiaminya. Apabila unsur kearifan lokal tidak 
diintegrasi kepada pengelolaan ‘modern’, maka 
baik KKP dan pengelolaan perikanan yang akan 
dikembangkan di Kabupaten MBD akan sulit 
mencapai tujuannya karena masyarakat lebih 
mematuhi peraturan adat.

Kawasan strategis nasional dan pusat
ekonomi perbatasan

Sinergitas antara pengelolaan formal
dan informal (sasi)
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EXECUTIVE SUMMARY
Maluku Barat Daya -  a land of opportunities

Southwest Maluku District (Maluku Barat 
Daya or MBD) is located in the southernmost 
part of the Coral Triangle – the global center 
of marine biodiversity – and borders Timor 
Leste and Australia. The coastal resources of 
MBD are important for the protection of coastal 
ecosystems, fisheries, ensuring food security for 
communities across Indonesia, and supporting 
the national economy.

One way to conserve the marine environment, 
optimize the sustainable use of marine resources, 
and support the welfare of surrounding hous 
holds is to formally establish a Marine Prorected 
Area (MPA) in the MBD. Establishing an MPA is 
in line with Maluku provincial government’s plan 
of increasing MPA coverage to 1 million hectares 
in support of a national fish production initiative. 

To support the design and implementation of 
marine conservation efforts in MBD, a joint 
research team from the Ministry of Marine 
Affairs and Fisheries, Department of Marine and 
Fisheries Southwest Maluku District, Pattimura 
University, Bogor Agricultural University, WWF-
Indonesia and the Wildlife Conservation Society 
– Indonesia Program collaborated to conduct a 
rapid assessment of MBD.

The rapid assessment was intended to: (1) provide 
insights for a scientific model to identify priority 
areas for fisheries productivity; (2) support 
efforts to conduct comprehensive marine spatial 
planning based on the best available data; (3) 
complement existing data by providing greater 
resolution of the marine and social conditions in 
the region.

Coastal ecosystems and species of conservation concern

Coastal ecosystems, especially coral reef ecosystem, in MBD are relatively in good condition. The 
assessment recorded a total of 57 genus of hard corals and 216 species from 16 family of reef fishes 
found within the surveyed transects. The bottom substrate is dominated by hard coral covers (mean 
37,3%±2,1%) and soft corals (mean 26,8%±2,3%). The majority (89,1%) of hard coral condition is 
healthy. Mean abundance of reef fish (EKKP3K families) was 11.602±1.495 ind/ha with mean biomass 
of 2.584±334 kg/ha. Species of conservation concern is widespread in MBD and the overall region is 
part of the migration route of marine mammals. Despite the coastal ecosystems are still in relatively 
good condition, the respondents in settlements observed there has been a degradation of ecosystems 
in the last 10 years which believed has impacted to the decrease of catch size and the size of the 
commercial fish target.
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Social conditions
Agriculture and fishing have been practiced in MBD since the arrival of the 
earliest inhabitants of the islands and through generations. Most people still 
maintain traditional cultural practices. One of these traditional practices, sasi, 
is related to the governance of common pool resources. Customary rules govern 
sasi.

Agriculture is the main livelihood for MBD community. Meanwhile, marine 
resource utilization is still for subsistence needs for the majority of MBD 
people. Only if they have surplus catch, they will sell them. Marine capture fisheries 
target a wide variety of species, including pelagic species and demersal species.

Over the past decade, the respondents of the settlements describe there is an 
improvement in economic conditions due to investments in infrastructure 
and community services. There is also an increase in the number of vessels in 
many settlements in the last 10 years. This was especially true on the island of 
Luang, where all people earn a living as fishers. Furthermore, an increase in 
education level in the past 10 years is also noted by the community. This may be 
due to improvements in access to education, as well as increasing public awarenss 
of the importance of education. 

There are two types of marine resource uses in MBD district, i.e. (1) direct 
use such as capture fisheries, aquaculture, harvesting of shellfish and octopus at 
low tide (bameti), mining of sand, rock, and salt; and (2) indirect use such as 
maritime transport, research and coastal protection.

Community of MBD utilize various types of commercial marine resources, 
i.e. (1) fish including fusilier, grouper, grunts, jacks, snappers, scads, emperors, 
mackerels and tunas; (2) non-fish including sea cucumbers, commercial shells, 
sea snats, green turbo shells, giant clams, green turtles; and (3) aquaculture 
product of seaweed Eucheuma cotonii. Fish catch composition is tied to specific 
fishing gears used and fishing grounds. 

Most fishers operate in the intertidal zones (meti) or near shore areas 
because they rely on traditional boats without motors. Although fishing and 
aquaculture activities are carried out daily, there are peak and low fishing 
seasons. Generally, peak season is from September to October, while low season 
is from January to March. Fishing season varies between settlements due to 
oceanographic factors.

Fishing fleets in all settlements use more than one type of fishing gears. 
The most common gears are gill nets, seine nets and intertidal gill nets. 
The most dominant fishing fleets include a mix of canoes and motorized boats. 
Speedboats and boats with outboard motors are about as prevalent as canoes and 
traditional paddleboats, indicating that the fishing fleet has grown and continued 
to modernize in MBD.

Marine resource use
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Governance of marine resources
Marine resource management consists of both formal and 
informal rules. More than 57% of settlements have formal 
regulations, although most formal regulations remain in draft 
form. Informal rules includes sasi (regulating land leases, 
ownership rights, and the right to harvest marine resources) 
and non-sasi.

Community groups are divided into three categories: (1) 
community fisher groups established under government 
incentive schemes; (2) community groups (saniri) that manage
natural resources within their settlements; and (3) groups 
based on famili, kinship and clan affiliations (soa). In addition, 
23% of settlements had community monitoring groups 
established by the local district government (Kelompok 
Masyarakat Pengawas/POKMASWAS), although these groups 
are not fully functional in marine resource governance.

Decision-making in marine resource management involves 
multiple groups and parties in the community, which 
include public deliberation, settlement government, district 
government, church, community leaders, private owners and 
heads of soa. 

Conflict surrounding marine resource use between 
residents is rare, but not unknown. Conflicts with outsiders are 
much more common. For example, ships from outside MBD 
often harvest species that are protected under sasi regulations 
or engage in blast fishing, a practice that has been banned. 
For internal conflicts, it is customary for religious and local 
leaders to settle disputes, but conflicts with external fishers 
are typically addressed by local or state laws.

Overview of sasi in MBD
district

In MBD, sasi has existed for gen-
erations and is highly respected by 
the community. 

In general, sasi is periods of open 
and closed fishing seasons that 
range from 6 months to 4 years, al-
though in most settlements te man-
agement cycle is between 1-2 years. 
The open sasi period is typically 1-2 
weeks. Almost all marine sasi loca-
tions are in front or adjacent to set-
tlements.

Each settlement imposes sasi for 
more than one type of commodi-
ties. Overall, the targeted species 
for sasi in MBD are sea cucumbers, 
commercial shells, sea snats, green 
turbon shells, giant clams, and lob-
sters.

There are three types of decision 
making process for opening and 
closing sasi, i.e. (1) settlements 
without soa (sasi is regulated by 
the church), (2) settlements with 
soa (sasi is regulated by tradition-
al leaders), and (3) sasi practices in 
Luang Island.

Management and conservation in MBD

Refering to the Ministry Regulation No. 02/2009 on the procedures for MPA 
establishment, the type of MPA that is potential to be established in MBD 
is Suaka Pulau Kecil (Small Island Sanctuary) or Taman Pulau Kecil (Small 
Island Park). Besides that, Daerah Perlindungan Adat Maritim (Customary 
Maritime Protected Area) is also potential for the another type of MPA that 
can be promoted in MBD.

According to marine spatial analysis, areas with high conservation val-
ues identified are widespread in the district, e.g. in the sourthern part 
of Wetar Islands, Romang Island, Sourthern part of Damar Island, Meatimi-
arang Atoll & Luang Island, and waters between Babar Island and Masela 
Island. The total area reaches up to 700.000 ha.

Marine Protected Areas and Ecological Prioritization
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Challenges and Opportunities

Moving forward, there is potential for an increase in fish production in MBD, but this will require 
careful management to avoid over-exploitation. Management interventions can be implemented       
incrementally under these steps: (1) regulations should be instituted which restrict destructive fishing 
gears through the use of harvest control rules based on knowledge of resource scarcity; (2) marine 
resouce use monitoring and law enforcement can be strengthened by increasing the number of fisheries 
management personnel to reduce blast fishing and other harmful techniques; (3) the government can 
collaborate with the private sector in providing better access to markets so local residents receive 
greater economic benefits from fisheries; and (4) by using MPAs to protect important ecological areas, 
such as spawning aggregations, is crucial for maintaining high fish population growth and contributing 
to the abundance of nearby fish populations in local fishing grounds.

Fisheries management and aquaculture

Development of MPAs in MBD is crucial, not only
to protect biodiversity and marine ecosystems, but 
also to promote national security and enhance the 
governance of marine resources. The government 
faces many challenges in developing such a large 
seascape while balancing conservation of the 
region’s abundant marine resources with the 
well-being of local communities. Thus, a shared 
commitment is required between the Ministry 
of Marine Affairs and Fisheries, Department 
of Marine Affairs and Fisheries of Southwest 
Maluku and other local partners to incorporate 
environmental conservation into accelerated 
development. Considering the ecological 
importance of the region, it is recommended that 
MPAs be supported by the national government. 
Through collaboration, the MBD can be 
empowered to become a center for economic 
investment and attract national attention. 

MPA development and economic development 
acceleration in MBD should incorporate                         
customary laws in the form of sasi which have 
been run by the community for generations. 
Communities manage the marine environment 
not only to receive benefits for themselves, 
but also to receive benefits for the whole 
communities. Thus, the fisheries management 
strategies should both protect fish resources 
and support local livelihoods. If local ecological 
knowledge and traditions are not integrated into 
‘moden’ management plans, it may be difficult to 
achieve both conservation prioroties and fisheries 
management objectives.

Strategies for balancing conservation
and development

Synergy between formal and informal
management (sasi)
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”...Ekspedisi yang dilakukan ini akan menjadi acuan dan landasan 
ilmiah yang kuat untuk mempercepat kesiapan dalam merumuskan 
bentuk pengelolaan sumber daya perikanan dan pemanfaatan sumber 

daya laut secara berkelanjutan di perairan Maluku Barat Daya”
(Bambang Sumiono, press release 2015)

BAB 1 PENDAHULUAN
Amkieltiela, Ignatia Dyahapsari, Bambang Sumiono & Adrys Calvin Kiklily

1.1  LATAR BELAKANG
Indonesia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara) karena terletak di antara Benua Asia 
dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Hindia. Luas perairan laut Indonesia mencapai 
5,8 juta km2 atau dua pertiga dari luas wilayah Indonesia yang mencakup lebih dari 17.000 pulau 
membuatnya terkenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Kementerian Sekretariat Negara 
Republik Indonesia 2010, Bawole and Apituley 2011, Badan Informasi Geospasial 2015). Selain 
itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang tertinggi di dunia karena masuk dalam 
kawasan Segitiga Karang (Coral Triangle), dimana 76% spesies terumbu karang dan 37% spesies 
ikan karang dunia dapat ditemukan di kawasan ini (Burke, et al. 2012). Garis pantai Indonesia diisi 
oleh beragam ekosistem pesisir dan laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Dengan nilai 
potensi sumber daya laut (SDL) yang tinggi, mencapai Rp 7.200 triliun per tahun, laut Indonesia 
berperan penting dalam menjamin ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir 
(Pusaka Indonesia 2014).

Meski kaya akan SDL dan memiliki nilai potensi yang tinggi, sayangnya laut Indonesia masih belum 
dikelola dengan baik dan secara merata. Sekitar 95% terumbu karang Indonesia berada dalam 
kategori terancam terutama oleh tekanan manusia, diantaranya akibat praktek perikanan yang 
berlebihan dan merusak (overfishing and destructive), Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berpolusi 
tinggi, serta pembangunan pesisir tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan (Burke, 
et al. 2012). Pada tahun 2015, terumbu karang Indonesia yang masih dalam kategori sangat baik, 
berdasarkan nilai tutupan karang keras tinggal 5% (Suharsono 2015). Padahal, lebih dari 60 juta 
penduduk Indonesia bertempat tinggal di pesisir dan menggantungkan hidupnya pada SDL ini (CTI-
CFF Indonesia 2009, Burke, et al. 2012, Pusaka Indonesia 2014, Badan Informasi Geospasial 2015).

Untuk mencegah kerusakan dan melindungi terumbu karang untuk generasi selanjutnya, Pemerintah 
Indonesia berkomitmen untuk menetapkan dan mengelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP)1 
seluas 20 juta hektar sampai dengan tahun 2020. Komitmen ini disampaikan oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono pada Forum Conference of the Parties Convention on Biological Diversity 
(COP-CBD) di Brazil tahun 2006 dan dipertegas pada World Ocean Conference (WOC) tahun 2009 
di Manado (Antara 2013). Komitmen ini lebih lanjut dituangkan kedalam Rencana Aksi Nasional 
Indonesia (Indonesia National Plan of Action) melalui strategi konservasi terumbu karang untuk 
perikanan berkelanjutan dan ketahanan pangan (CTI-CFF Indonesia 2009).

1 Kawasan Konservasi Perairan (KKP) didefinisikan sebagai area atau kawasan intertidal atau subtidal, termasuk perairan 
dan flora, fauna, benda sejarah atau budaya yang berasosiasi di dalamnya, yang telah dilindungi oleh hukum atau bentuk 
lainnya, untuk melindungi sebagian atau keseluruhan ekosistem (Pomeroy, Parks and Watson 2004). Istilah KKP yang 
dipakai dalam laporan kajian ini menggambarkan semua bentuk perlindungan dan pengelolaan kawasan perairan, termasuk 
diantaranya Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K), Taman Nasional, Suaka Alam Perairan, 
dll. 
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1.2  KONTRIBUSI PROVINSI MALUKU DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN KAWASAN DAN PERIKANAN

Sampai dengan tahun 2015, ditetapkan sebanyak 154 KKP yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 
total luasan mencapai 17,3 juta hektar (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015). Tidak hanya 
membangun KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) juga harus meningkatkan 
efektifitas pengelolaan dari setiap KKP tersebut, dimana peningkatannya dapat dipantau melalui 
perangkat Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil (EKKP3K)2. Dibandingkan dengan tahun 2013, pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah 
KKP di setiap tingkatan pengelolaan. Hal ini berarti terjadi peningkatan efektivitas pengelolaan untuk 
sebagian besar KKP yang telah dibentuk. Meski target pemerintah untuk menetapkan KKP hampir 
tercapai sepenuhnya, namun belum dikelola secara optimum dan bekelanjutan. Berdasarkan kategori 
EKKP3K, baru 17% KKP di Indonesia yang berhasil mencapai target pengelolaannya (Susanto, Suraji 
and Tokeshi 2015).

Dalam hal pengelolaan perikanan, KemenKP membagi wilayah Indonesia menjadi 11 Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan 
dan Perikanan No. 47/KepMenKP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang 
Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia, menunjukkan tingkat eksploitasi sebagian besar sumber daya ikan di 
setiap WPP-RI berada dalam kategori over exploited yang berarti pemanfaatannya melebihi jumlah 
yang direkomendasikan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan. 
Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan secara berkelanjutan menjadi krusial sebelum 
sumber daya ikan semakin menipis.

Integrasi pengelolaan perikanan dalam KKP merupakan salah satu solusi terbaik untuk melindungi 
habitat kritis dan penting melalui pengaturan pemanfaatan SDL yang terbatas. Integrasi ini telah 
banyak diterapkan dalam pengelolaan KKP yang ada di Indonesia, dan perlu dijaga agar pengelolaan. 
keduanya tidak menimbulkan konflik dan tetap berfungsi secara optimal.

2 Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (EKKP3K) merupakan 
panduan untuk mengevaluasi efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi berdasarkan indikator pengelolaan yang 
telah ditetapkan. Terdapat 5 tingkatan dalam EKKP3K, yaitu Merah (KKP diinisiasi), Kuning (KKP ditetapkan), Hijau (KKP 
dikelola minimum), Biru (KKP dikelola optimum), dan Emas (KKP dikelola secara berkelanjutan) (Kementerian Kelautan 
dan Perikanan 2012).

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan laut yang 
besar sehingga memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Perairan di Provinsi Maluku meliputi 4 
WPP-RI, yaitu WPP-RI 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda), sebagian WPP-RI 715 (Teluk Tomini, Laut 
Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau), sebagian WPP-RI 717 (Teluk Cenderawasih 
dan Samudera Pasifik), dan sebagian WPP-RI 718 (Laut Aru, Laut Arafuru dan sebagian Laut Timor 
bagian Timur). Produksi perikanan laut di Provinsi Maluku pada tahun 2013 sebesar 551.812 ton atau 
9,6% dari produksi perikanan Laut di Indonesia yang besarnya 5.707.013 ton (Direktorat Jendral 
Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014).

Pada tahun 2010 Provinsi Maluku ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Pemerintah 
masih perlu meningkatkan pemanfaatan SDL yang relatif masih rendah saat ini agar program LIN 
dapat berjalan efektif. Kawasan Maluku mempunyai arti strategis untuk pengembangan di bidang
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ekonomi, perdagangan dan investasi, karena disamping masih memiliki sumber daya laut yang 
potensial juga merupakan jalur lalu lintas internasional yang dilalui oleh 3 (tiga) Alur Laut.
 
Kepulauan Indonesia (ALKI). Di lain pihak, perairan Laut Banda juga merupakan bagian penting 
dari sistem dinamika arus lintas Indonesia (ARLINDO) atau Indonesian through flow, yang 
menghubungkan massa air dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia. Turbulensi dan penaikan 
massa air (upwelling) di Laut Banda diyakini sebagai salah satu penyebab perairan ini kaya nutrien 
dan sumber daya ikan (Nontji 2007). 

Di daerah sebelah selatan dari Laut Banda yang juga termasuk perairan Maluku Barat Daya (MBD) 
diduga merupakan daerah asuhan untuk jenis-jenis ikan tuna dan cakalang dan memegang peranan 
penting sebagai basis penambahan stok baru (recruitment) ke perairan sekitarnya. Dengan kondisi 
perairan seperti tersebut maka pemanfaatan sumber daya ikan tuna dan cakalang di perairan laut 
Banda merupakan lapangan usaha yang potensial dalam mendukung perekonomian daerah maupun 
devisa negara. Penangkapan sumber daya ikan demersal khususnya ikan karang ekonomis penting, 
lobster, teripang dan rumput laut terdapat di sekitar pulau-pulau kecil seperti Pulau Wetar, Leti, Moa 
dan sekitar Saumlaki.

Tekanan penangkapan terhadap perikanan di perairan Maluku diduga cukup tinggi, terutama berasal 
dari praktek illegal fishing, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan pencurian ikan yang 
dilakukan oleh nelayan dari luar kawasan (Berita Maluku 2013, Kompasiana 2014). Perairan Laut 
di Provinsi MBD yang termasuk kedalam WPP-RI. 714 Teluk Tolo dan Laut Banda, merupakan laut 
dalam serta gugusan karang yang berada di dekat pulau atau kepulauan di sekitarnya (Morgan and 
Valencia 1986). Dengan demikian maka sumber daya ikan yang memiliki potensi untuk dikembangkan 
adalah sumber daya ikan pelagis dan beberapa komoditas ekonomi penting yang berasosiasi dengan 
ekosistem karang.

Potensi sumber daya ikan di WPP-RI 714 sudah dimanfaatkan secara berlebih (over fishing). Sumber 
daya ikan tersebut adalah kelompok jenis pelagis kecil dan cumi-cumi, kelompok jenis pelagis besar 
dan tongkol dalam kondisi sedang. Sementara kelompok jenis ikan demersal, ikan karang, lobster 
dan udang dalam kondisi belum melebihi potensi lestarinya atau masih bisa ditingkatkan sampai 
dengan upaya optimum.

Melihat hanya 10 persen terumbu karang di Provinsi Maluku yang masih dalam keadaan baik 
(Pemerintah Kota Ambon 2013, Ambon Ekspres 2015, Kompasiana 2015), maka perlu adanya 
pengelolaan dan perlindungan habitat, pengaturan perikanan tangkap termasuk pembatasan 
perizinan, ukuran alat tangkap, jumlah tangkapan serta pengembangan infrastruktur dengan 
mempertimbangkan aspek lingkungan (Bawole and Apituley 2011, Badan Penanaman Modal Provinsi 
Maluku 2012).

Pada tahun 2015, KemenKP sudah menetapkan tujuh KKP di Provinsi Maluku dengan total luasan 
sebesar 173,172 ha (Tabel 1.1). Jumlah dan luasan tersebut relatif minim, karena baru mewakili 
kurang dari 1% dari luas lautan Provinsi Maluku. Minimnya jumlah dan luasan KKP, serta letaknya 
yang saling berjauhan tersebut belum sepenuhnya berfungsi optimal dalam melindungi habitat kritis 
dan spesies penting yang ada di provinsi Maluku (Handayani, et al. 2016). Oleh karena itu, upaya 
perlindungan kawasan menjadi hal yang penting agar masyarakat di sekitarnya dapat memanfaatkan 
sumber daya laut secara terus menerus. 
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Tabel 1.1. Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Maluku tahun 2015.

No Kabupaten Nama Kawasan Dasar Hukum
Konservasi 

Perairan Jenis 
Kawasan

Luas 
(Hektar)

1 Maluku Tengah Pulau Kassa

Kep MenHut No.653/Kpts/
Um/10/78. Tgl 25 Okt 1978 
(Kementerian Kehutanan 

1978)

Taman Wisata Alam 
Laut 1100

2 Maluku Tengah Pulau Marsegu

Kep MenHut No.144/Kpts-
II/1999. Tgl 5 Maret 1999 
(Kementerian Kehutanan 

1999)

Taman Wisata Alam 
Laut 11000

3 Maluku Tengah Pulau Pombo

Kep Menhut No. 329/Kpts-
II/1996. Tgl. 30 Juli 1996 
(Kementerian Kehutanan 

1996)

Taman Wisata Alam 
Laut 998

4 Maluku Tenggara Kabupaten Maluku 
Tenggara

SK Bupati No.162 Tahun 
2012 (Pemerintah Kabupat-
en Maluku Tenggara 2012)

Kawasan Konservasi 
Perairan Daerah 148000

5 Seram Bagian 
Timur

Kabupaten Seram 
Bagian Timur

Kep Bupati No. 523/189/
KEP/2011 (Pemerintah 

Kabupaten Seram Bagian 
Timur 2011)

Kawasan Konservasi 
Perairan Daerah 8130

6 Maluku Tengah Taman Laut Banda

Kep MenKP No.69/
Men/2009. Tgl 3 September 
2009 (Kementerian Kelau-
tan dan Perikanan 2009)

Taman Wisata Perai-
ran 2500

7 Kepulauan Aru Kepulauan Aru 
Tenggara

Kep MenKP No. 63/
Men/2009. Tgl 3 September 
2009 (Kementerian Kelau-
tan dan Perikanan 2009)

Suaka Alam Perairan 144

1.3  PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MBD
MBD ditetapkan sebagai Kabupaten baru pada tahun 2008. Berdasarkan lokasi yang strategis, 
topografi yang unik, kondisi ekosistem pesisir yang masih baik serta kebudayaan masyarakat lokal 
yang khas, Kabupaten MBD memiliki banyak keunggulan untuk pengembangan sektor perikanan, 
pariwisata dan perdagangan. Meski kondisi infrastruktur di Kabupaten MBD saat ini masih belum 
memadai dan akses menuju pasar sangat minim sehingga tidak ada rantai ekonomi yang baik dalam 
distribusi sumber daya alam, kegiatan perekonomian di Kabupaten MBD semakin meningkat seiring 
dengan perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

Meningkatnya perekonomian ini bisa bermakna positif dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten MBD melalui insentif yang diterima. Namun, dalam jangka panjang, 
kondisi ini bisa berdampak negatif apabila tidak ada kontrol yang baik dalam pemanfaatan SDL. 
Meski terdapat beberapa jenis peraturan terkait pengelolaan SDL di MBD, peraturan yang paling 
kuat adalah sasi 3 yang masih dijalankan hampir di tiap desa. Namun, sasi saja tidak cukup untuk 
mengontrol keseluruhan sumber daya yang dimanfaatkan, karena sasi hanya mengatur pemanfaatan 
untuk beberapa jenis biota dasar saja (lihat Bab 7). Melihat urgensinya, Kabupaten MBD memiliki 
potensi tinggi untuk dikembangkan KKP dan/atau bentuk pengelolaan kawasan dan perikanan 
formal lainnya. Hal ini
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juga mendukung pencapaian target pemerintah nasional dalam penetapan 20 juta hektar KKP sampai 
dengan tahun 2020 dan pemerintah provinsi dalam program Lumbung Ikan Nasional.

Untuk mengidentifikasi secara menyeluruh tentang potensi serta bentuk pengelolaan yang paling 
sesuai di Kabupaten MBD, maka survei cepat dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 dan November 
2015 oleh tim peneliti gabungan dari di KemenKP, DKP Maluku Barat Daya, Universitas Pattimura 
Ambon, Institut Pertanian Bogor, WWF Ind0nesia, dan Wildlife Conservation Society-Indonesia 
Program. Pengumpulan data dilaksanakan di 14 desa dalam 10 kecamatan dan 46 titik penyelaman. 
Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang: (1) kondisi ekosistem pesisir 
dan spesies panji; (2) kondisi sosial dan ekonomi; (3) pemanfaatan SDL; dan (4) tata kelola SDL. Data 
dan informasi yang dihasilkan berguna sebagai dasar ilmiah dalam menentukan kebijakan terkait 
pengelolaan SDL di Kabupaten MBD.

3 Sasi adalah bentuk peraturan yang melibatkan sistem buka-tutup secara temporal pemanfaatan komoditas SDL (atau 
sumber daya alam lainnya) yang ditemukan di wilayah desa (Harkes 1999, Kusapy, Lay and Kaho 2005, Pannell 1997).
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Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) memiliki perairan laut-dalam terdiri dari bagian Laut Banda 
dan Laut Arafura. Menurut Morgan & Valencia (1986), landas kontinen laut Arafura dan sebagian 
Laut Timor mempunyai kedalaman antara 200 - 3000 m terdiri dari lereng benua dan punggung 
benua dengan beberapa bagian yang mendatar (flat). Perairan ini juga berhubungan langsung 
dengan perairan utara Australia dan Timor Leste. Perairan daerah Arafura and Timor Sea (ATS) 
merupakan bagian dari Coral Triangle Zone, mengandung banyak sumber daya hayati dan non hayati 
dari laut termasuk sumber daya perikanan serta cadangan gas dan minyak. Wagey & Arifin (2008) 
menyebutkan perairan ini memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, dimana lingkungan 
perairannya sangat mendukung untuk kehidupan plankton, ikan, udang, penyu dan mamalia laut.

Mata pencaharian utama dari sebagian besar masyarakat MBD adalah berkebun. Namun, hampir 
seluruh masyarakat dewasa di MBD umumnya terlibat dalam kegiatan perikanan melalui penangkapan 
ikan dan/atau budidaya. Dari keseluruhan masyarakat di MBD, hanya masyarakat di Pulau Luang 
saja yang hanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan penuh dan lainnya umumnya sebagai 
nelayan sambilan (BPS Maluku Barat Daya 2014). 

Pemerintah Provinsi Maluku memberi prioritas bagi wilayah Kabupaten MBD yang dalam 
pembangunan kelautan. Diharapkan dari survei cepat yang dilakukan akan menghasilkan dampak 
terhadap upaya konservasi sumber daya dan lingkungannya serta pemanfaatan sumber daya 
perikanan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
Ignatia Dyahapsari, Estradivari, Bambang Sumiono & Dirga Daniel

2.1  PENDAHULUAN

2.2  GAMBARAN UMUM KABUPATEN MBD

Kabupaten MBD merupakan Kabupaten baru yang secara resmi dibentuk pada tahun 2008, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008. Kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi 
Maluku dengan ibukota kabupaten Tiakur yang terletak di Pulau Moa. Kabupaten MBD terdiri dari 
tiga kepulauan, yaitu Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Kepulauan Lemola dan Gugus Kepulauan 
Babar. Terdapat 17 kecamatan yang tersebar di 48 pulau di Kabupaten ini. Tidak semua pulau di 
Kabupaten MBD berpenghuni, dari jumlah 48 pulau hanya 16 pulau yang berpenghuni dan 32 pulau 
lainnya tidak memiliki penghuni serta terdapat enam pulau terluar yang semuanya berpenghuni 
yakni Pulau Liran, Wetar, Kisar, Letti, Meatimiarang dan Pulau Masela. Luas wilayah Kabupaten 
MBD adalah seluas 72.427 km2, dimana 88% nya adalah laut dan 12% adalah daratan (BPS Maluku 
Barat Daya 2014).

Secara geografis, Kabupaten MBD terletak antara 07°06’55” - 08°28’15” LS dan 125°71’85” - 130°08’87” 
BT. Wilayah Kabupaten MBD berbatasan dengan Laut Banda di sebelah Utara, Laut Timor dan Selat 
Wetar di sebelah Selatan, Kepulauan Alor di sebelah Barat dan Kepulauan Tanimbar di sebelah 
Timur. Selain batas wilayah sebagai kabupetan, kawasan MBD juga merupakan pulau-pulau terdepan 
Indonesia yang berbatasan dengan negara lain yaitu Timor Leste dan Australia di sebelah Selatan.

2.2.1  Batas Administratif dan Geografi
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Berdasarkan Badan Pusat Statistik Maluku Barat Daya (2015), Kabupaten MBD memiliki jumlah 
penduduk 72.010 orang dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang, masing 
masing 50,4% dan 49,6%. Pada tahun 2014, penduduk didominasi oleh anak-anak berumur antara 
0-14 tahun. Penyebaran penduduk paling banyak adalah di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan 
dengan jumlah 11.281 orang.

Masyarakat MBD terdiri dari berbagai suku dan ras. Masyakarat lokal umumnya berasal dari pula 
pulau setempat yang didominasi oleh ras Melanesia Pasifik (Soplanit 2011). Pada masa penjajahan, 
banyak masyarakat MBD yang kawin dengan bangsa Eropa terutama Belanda dan Portugis (Kompas 
2013), sehingga membuat adanya percampuran ras. Selain itu, banyak juga masyarakat setempat 
yang mengalami kontak dan kawin dengan masyarakat pendatang dari luar Maluku yaitu dengan 
masyarakat Jawa, Sulawesi, dan Timor.

Setiap suku bangsa memiliki bahasa tersendiri, begitu pula sub-suku bangsa yang ada di MBD. 
Bahasa yang digunakan berbeda-beda berdasarkan kelompok masyarakatnya. Bahasa penduduk di 
Maluku bagian selatan termasuk MBD adalah Proto-Timor yang memiliki kemiripan dengan wilayah 
Timor (Taber 1993, Engelenhoven 2002). Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang umum 
digunakan, namun untuk bahasa sehari-hari lebih banyak digunakan bahasa lokal. Bahasa Indonesia 
yang digunakan pun memiliki logat Melayu Ambon seperti masyarakat Maluku pada umumnya.

2.2.2  Penduduk, Suku dan Bahasa

Seperti di lokasi lain di Indonesia, Kabupaten MBD memiliki empat musim yang mempengaruhi iklim, 
yaitu musim timur/kemarau yang berlangsung dari bulan Juni-Agustus, musim barat/hujan yang 
berlangsung dari Desember – Februari, dan dua musim pancaroba yang berlangsung di antara musim 
timur dan musim barat. Pada musim barat dan timur, biasanya terjadi hujan deras dan gelombang 
laut yang tinggi, sehingga nelayan sulit melakukan aktivitas di laut lepas. Sebagian besar pulau di 
Kabupaten MBD dikelilingi oleh laut-dalam (antara 200 – 4.835 meter), beberapa lokasi merupakan 
laut dangkal (kurang dari 200 meter). Kabupaten MBD memiliki dua atol yang ukurannya relatif 
besar, memanjang dari Timur-Barat dan dari Barat Laut-Tenggara, serta memiliki karakteristik pulau 
dan batimetri yang sangat berbeda dengan pulau-pulau lainnya. Setiap atol diisi oleh beberapa pulau 
kecil dan laguna yang sangat luas. Pulau-pulau yang berada di dalam atol ini memiliki kedalaman laut 
yang dangkal, yaitu antara 2 meter hingga puluhan meter.

Tipe pasang surut yang terjadi di Kabupaten MBD termasuk pasang campuran mirip harian ganda 
(predominantly semi diurnal tide), yaitu terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari 
dimana pasang pertama selalu lebih besar dari pasang kedua. Tunggang air (tidal range) maksimum 
berkisar antara 0,9-2,4 meter dan kejadian surut terendah terjadi pada bulan Oktober/November, 
dimana semua bagian perairan yang sangat dangkal akan muncul ke permukaan dan mengakibatkan 
dampak kekeringan bagi sebagian biota intertidal. 

Pola pergerakan angin muson sangat mempengaruhi arah dan kekuatan arus serta gelombang. 
Angin yang bertiup akan menyeret massa air permukaan sehingga membentuk pola arus tertentu 
di Kabupaten MBD (Gambar 2.1). Berdasarkan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Maluku Barat Daya tahun 2010, rata-rata kecepatan arus relatif tenang pada saat musim pancaroba 
(0,13-0,18 m/det), dan meningkat pada musim barat (0,16-1,20 m/det) dan musim timur (0,21-1,31 
m/det). Gelombang tertinggi umumnya terjadi pada musim timur dengan ketinggian mencapai 4 
meter.

2.2.3  Kondisi Meteorologi dan Oseanografi
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Gambar 2.1. Arus permukaan perairan Kabupaten MBD pada bulan Februari, April, Juli dan Oktober
          2010 (Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya (2010)).

Keseluruhan Kabupaten MBD berada dalam lintasan arus yang membawa massa air hangat dari lautan 
Pasifik ke Lautan Hindia yang relatif lebih dingin yang sering disebut sebagai Arus Lintas Indonesia 
(ARLINDO) (Fieux, et al. 1996). Di Indonesia, Arlindo berperan dalam mendorong terjadinya 
upwelling pada saat El-Nino karena terjadi penurunan volume massa air yang bergerak dari Samudra 
Pasifik menuju Samudra Hindia akibat melemahnya transport Arlindo. Fenomena upwelling ini 
meningkatkan jumlah klorofil-a di perairan dan memicu terjadinya peningkatan populasi ikan.

Pengamatan oleh Suku Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya, menunjukkan 
suhu permukaan air laut mengalami fluktuasi setiap bulannya. Gambar 2.2 menjelaskan adanya 
kecenderungan suhu permukaan laut lebih tinggi pada musim Barat dan pancaroba I, dibandingkan 
pada musim Timur dan pancaroba II. Hangatnya atau dinginnya massa air sangat dipengaruhi oleh 
angin yang bertiup dan fenomena upwelling yang terjadi di Laut Banda.

Secara umum salinitas perairan relatif sama, berada pada kisaran antara 34,5-34,9 PSU (Gambar 
2.3). Meski beberapa pulau memiliki sungai, namun pengenceran air laut oleh massa air tawar dari 
sungai tergolong kecil pengaruhnya terhadap salinitas perairan Kabupaten MBD.

11 | Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya



Gambar 2.2. Rerata suhu permukaan laut bulanan di Kabupaten MBD (Sumber :Dinas Kelautan dan
           Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya (2010)).

Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya | 12

G
am

ba
r 

2.
3.

 R
at

a-
ra

ta
 s

al
in

it
as

 (P
SU

) d
i K

ab
up

at
en

 M
B

D
 (S

um
be

r:
 s

bs
at

la
s.

re
ef

ba
se

.o
rg

).

13 | Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya



Kawasan pesisir Kabupaten MBD mempunyai tiga ekosistem utama, yaitu ekosistem mangrove, 
lamun dan terumbu karang. Ekosistem mangrove menyebar tidak merata dan hanya ditemukan di 
beberapa lokasi. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya (2010), 
secara keseluruhan Kabupaten MBD memiliki 26 jenis mangrove dan vegetasi pantai dengan kisaran 
antara 2-14 jenis mangrove dan vegetasi pantai di setiap lokasi pengamatan (Lampiran 1, Gambar 
2.4). Jenis mangrove yang paling dominan berasal dari genus Rhizophora dan Sonneratia. 

Lebih lanjut dalam basis data Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Maluku Barat Daya (2010), ekosistem lamun ditemukan merata terdapat di keseluruhan Kabupaten. 
Terdapat 11 jenis lamun, dimana kisaran 2-6 jenis dapat ditemukan di setiap lokasi pengamatan 
(Lampiran 2, Gambar 2.5). Kerapatan lamun bervariasi, dan sangat ditentukan oleh luasan lamun di 
setiap lokasi pengamatan, yaitu antara 72,2 - 385,7 tegakan/m2.

Ekosistem terumbu karang dapat dijumpai membentengi seluruh pulau-pulau di kawasan MBD. 
Kekayaan jenis karang keras berkisar antara 60-122 di setiap lokasi pengamatan dengan rata-rata 
tutupan karang keras mencapai 45,9 ± 17,7% (kisaran antara 25,7- 83,6%). Selain itu, kekayaan jenis 
ikan karang di Kabupaten MBD berada dalam kisaran antara 93 - 165 di setiap lokasi pengamatan 
(Lampiran 3, Gambar 2.6).

2.2.4  Ekosistem Pesisir dan Spesies Panji
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Kawasan MBD diduga sebagai jalur migrasi sebagian mamalia laut, khususnya paus biru yang 
berenang dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia atau sebaliknya, melalui selat Timor 
dan sekitarnya. Pengamatan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya 
(2010), setidaknya ada 15 spesies panji yang ditemukan di sekitar Kabupaten MBD, termasuk paus: 
Balaenoplera borealis (Sei whale), Balaenoplera musculatus (Blue whale), Balaenoplera physalis 
(Fin whale), Megaptera novaeangliae (Humpback whale), Orcinus orca (Killer whale), Physeter 
catodon (Sperm whale), dan Physeter sp.; lumba-lumba: Delphinus delphis, Delphinus capensis, 
Globicephala macrorhynchus, Pseudorca crassidens, dan Tursiops truncatus (lumba-lumba hidung 
botol); Dugong (dugong dugon); dan penyu: Chelonia mydas (penyu hijau) dan Eretmochelys 
imbricata (penyu sisik).

Kehadiran paus pembunuh (Orcinus orca) yang habitat aslinya berada di kutub Selatan atau sekitar 
Australia, di Kabupaten MBD terjadi secara temporal paska fenomena upwelling di Laut Banda. Pada 
saat tersebut, suhu perairan cenderung dingin dan umumnya terjadi peningkatan populasi cumi-
cumi dan ikan pelagis kecil di Laut Banda dan perairan Kabupaten MBD yang merupakan salah satu 
makanan paus biru. Keseluruhan spesies panji yang ditemukan di kawasan MBD masuk kedalam 
jenis yang dilindungi secara nasional maupun internasional, sehingga kelestariannya patut dijaga.

Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya | 18

2.2.5  Perikanan
Sebagian besar masyarakat MBD memiliki mata pencaharian utama dari berkebun. Namun, hampir 
seluruh masyarakat dewasa di MBD umumnya terlibat dalam kegiatan perikanan melalui penangkapan 
ikan dan/atau budidaya. Keterlibatan dalam perikanan tangkap tidak penuh, umumnya dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila terdapat kelebihan tangkapan, masyarakat baru 
menjualnya. Dari keseluruhan masyarakat di MBD, hanya masyarakat di Pulau Luang saja yang 
hanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap dan budidaya. Jumlah nelayan 
di MBD relatif kecil, yaitu kurang dari 14% dari jumlah penduduk. Meski jumlah nelayan masih relatif 
sedikit, namun angka ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2011 hingga 2013 (Tabel 2.1). 
Tidak hanya jumlah nelayan yang meningkat, namun jumlah rumah tangga perikanan dan jumlah 
kelompok nelayan juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak 
masyarakat MBD yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan menjadikan sektor perikanan 
sebagai mata pencaharian utama.

Tabel 2.1. Jumlah rumah tangga perikanan, nelayan dan kelompok nelayan di Kabupaten MBD tahun 
      2011-2014.

Tahun Rumah Tangga
Perikanan Nelayan (orang) Kelompok Nelayan Tangkap 

dan Budidaya
2011 1.574 9.366 281
2012 1.798 9.564 360
2013 2.004 9.901 504
2014 2.172 10.004 884

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya dalam Maluku Barat Daya Dalam Angka (2015)).

Seluruh perairan di MBD dapat dimanfaatkan 
masyarakat setempat untuk kegiatan perikanan. 
Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya (2010), 
potensi perikanan di Kabupaten MBD adalah 2.893 
ton untuk pelagis kecil, 606 ton untuk pelagis besar 
dan 3.939 ton untuk ikan demersal. Penyebaran 
potensi perikanan pelagis kecil yang paling tinggi 
terdapat di Pulau Moa Lakor, yaitu 7.859 ton. 
Sementara, potensi perikanan paling besar untuk 
ikan pelagis besar dan ikan demersal ditemukan di 

Penyebaran potensi perikanan di perairan MBD diterakan pada Gambar 2.7. Pulau Wetar merupakan 
pulau terbesar di kawasan MBD sehingga sangat memungkinkan untuk ditemukan lebih banyak 
sumber daya ikan di pulau tersebut. Jumlah potensi perikanan paling tinggi untuk ikan pelagis besar 
dan ikan demersal adalah 1.253 ton dan 14.558 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku 
Barat Daya 2010).
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Survei cepat ekologi, sosial dan pemanfaatan sumber daya laut dilaksanakan dalam dua periode. 
Periode I dilaksanakan pada 30 September – 11 Oktober 2014, khusus untuk pengumpulan data 
tentang terumbu karang yang melibatkan 5 peneliti ekologi. Periode II dilaksanakan 1–15 November 
2015 melibatkan 15 peneliti dari beberapa institusi dengan keahlian berbeda.

Data dikumpulkan oleh peneliti berpengalaman dengan metode survei cepat. Metode ini pada 
dasarnya adalah kegiatan terstruktur untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara cepat, tepat, 
tidak berlebihan dengan biaya relatif murah. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dasar 
dan gambaran umum mengenai kondisi dan isu terkait ekologi, sosial ekonomi, pemanfaatan dan 
tata kelola sumber daya laut secara menyeluruh. Metode survei cepat memiliki beberapa keunggulan, 
termasuk diantaranya dapat menginvestigasi situasi dan isu kompleks dalam kondisi waktu dan 
sumber daya yang terbatas, dapat mencakup area yang luas dan efektif secara biaya. Informasi yang 
dihasilkan dari survei cepat dapat digunakan untuk menyediakan informasi dan rekomendasi yang 
dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait konservasi.

BAB 3 DESAIN METODOLOGI SURVEI CEPAT
Ignatia Dyahapsari, Estradivari, Bambang Sumiono & Dirga Daniel

3.1  STRATEGI PENELITIAN

3.2  LOKASI PENELITIAN
Pengamatan ekosistem terumbu karang secara langsung 
dilakukan secara terpisah dari pengamatan sosial 
ekonomi dan pemanfaatan sumber daya laut. Kondisi 
ekosistem terumbu karang diamati melalui survei bawah 
air dengan sistem eksplorasi, dimana peneliti bebas 
menentukan lokasi pengamatan tanpa ada mekanisme 
penentuan lokasi sebelumnya. Sistem ini dilakukan untuk 
melengkapi informasi terkait ekosistem terumbu karang 
dari survei yang pernah dilakukan oleh Dinas Kelautan 
dan Perikanan MBD pada tahun 2010 dengan menambah 
lokasi contoh yang belum pernah diamati sebelumnya.

Penentuan lokasi pengamatan biasanya dilakukan pada 
malam hari sebelum pengambilan data atau sesaat sebelum 
pengambilan data berlangsung. Informasi dari nelayan/
masyarakat dan kapten kapal serta faktor oseanografi 
seringkali menjadi pertimbangan dalam menentukan 
lokasi pengamatan ekologi. Terkadang lokasi pengamatan 
ekologi disesuaikan dekat dengan desa contoh agar lebih 
mudah dalam berkoordinasi antar tim peneliti. Jumlah 
total lokasi pengamatan ekosistem terumbu karang adalah 
46 lokasi yang terdiri dari 20 lokasi pada tahun 2014 dan 
30 lokasi pada tahun 2015 dengan 4 lokasi yang sama 
diamati ke kedua tahun (Gambar 3.1).
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Pengamatan sosial ekonomi dan perikanan dilakukan di beberapa desa contoh yang tersebar di 
keseluruhan Kabupaten MBD. Desa contoh dipilih melalui pembobotan berdasarkan prioritas 
isu terkait sosial dan perikanan yang didapatkan dari studi literatur dan konsultasi dengan Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya. Analisa spasial dengan metode tumpang 
susun (overlay) digunakan untuk mendapatkan lokasi terbaik berdasarkan nilai bobot yang tertinggi. 
Diagram alir dalam pemilihan desa contoh dijabarkan dalam Gambar 3.1. Faktor utama yang menjadi 
pertimbangan dalam menentukan desa contoh yang akan didatangi termasuk kemudahan akses 
masuk ke dalam desa, potensi perikanan dan habitat penting yang dimiliki tiap desa dan merupakan 
desa prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya untuk pengembangan 
dimasa depan.

Setidaknya di setiap kecamatan terdapat minimal satu desa contoh. Dalam proses pengambilan 
data, desa contoh yang menjadi target terkadang berubah karena sulitnya akses masuk ke desa atau 
karena ada informasi yang lebih representatif di desa lain yang didapatkan dari Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya ataupun kepala desa tetangga. Dalam pengamatan 15 hari 
di bulan November 2015, tim peneliti melakukan pengamatan di 14 desa contoh (Gambar 3.2).

Gambar 3.2. Diagram alir pemilihan desa contoh.
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3.3  PARAMETER YANG DIAMATI
Parameter yang diamati dan dianalisis dalam survei cepat meliputi kondisi ekologi terumbu karang 
dan spesies panji, kondisi sosial ekonomi, pemanfaataan sumber daya laut dan tata kelola sumber 
daya laut (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Ringkasan parameter yang diamati, metode dan analisa data.

Parameter yang
diamati

Metode Pengamatan Analisa data

Kondisi ekosistem terumbu karang dan spesies panji
- Karakteristik lokasi Observasi visual
- Tutupan komunitas 
   bentik

Point intercept transect, 3 x 50 
meter, kedalaman 10 meter 
(Ahmadia, Wilson and Green 2013) 

Persentase 
penutupan 
komunitas bentik

- Penyakit karang Transek sabuk, 1 x 20 meter, 3x 
ulangan, kedalaman 10 meter
(Ahmadia, Wilson and Green 2013) 

Analisa distribusi 
dan 
prevalensi

- Komunitas ikan karang Underwater visual census, 5 x 50 
m, kedalaman 10 meter. Dilanjutkan 
dengan renang jauh selama 15 menit di 
kedalaman 3-5 meter (Ahmadia, Wilson 
and Green, 2013) 

Kelimpahan ikan 
karang 
Biomassa ikan 
karang

- Konektivitas larva Pemodelan konektivitas larva (Krueck, 
et al. 2016) 

Lokasi larva source, 
larva sink dan larva 
replenishment

- Spesies panji Pengamatan insidental Diskusi kelom-
pok terarah (Focus Group Discussion/
FGD) 

Sebaran

- Habitat penting menurut mas-
yarakat 

FGD Tren dan lokasi

Kondisi Sosial Ekonomi
- Demografi Wawancara informan kunci dengan 

kepala desa (Estradivari, et al. 2015) 
Analisa konten dan 
analisa- Kesehatan deskriptif

- Pendidikan
- Budaya
- Organisasi Masyarakat
- Ekonomi
- Infrastruktur

Pemanfaatan Sumber Daya Laut
- Jenis kegiatan Wawancara informan kunci dengan 

pemanfaat SDL
Analisa konten dan 
analisa deskriptif- Pelaku pemanfaat

- Jenis SDL

Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya | 26

- Waktu dan Lokasi FGD
- Cara dan Teknologi
- Penjualan, Pemasaran dan Rantai 
Dagang

Observasi langsung dengan pengukuran 
ikan di TPI (Estradivari, et al. 2015)

- Ancaman dan Tantangan 

Tata Kelola Sumber Daya Laut
-Peraturan FGD Analisa konten dan 

analisa deskriptif
- Organisasi/Kelompok mas-
yarakat

Pemetaan cepat (Estradivari, et al. 2015)

- Pengambilan keputusan
- Konflik
- Pengawasan dan Penegakan 
Hukum
- Peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan SDL
- Persepsi masyarakat 
   mengenai pengelolaan 
   dan konservasi SDL
- Tantangan

Metode Transek Titik Menyinggung (Point Intercept Transect – PIT) digunakan untuk mengetahui 
luasan tutupan komunitas bentik. Pengamat akan berenang di atas transek sepanjang 50 m dengan 3 
kali ulangan (3 x 50 m) dan mencatat kategori bentuk hidup (Tabel 3.2) yang berada tepat di bawah 
pita dengan interval 0,5 m di sepanjang transek yang dimulai pada titik 0,5 m dan berakhir pada 
50 m (100 titik per pita x 3 pita = total 300 titik) (Ahmadia, Wilson and Green 2013). Pengamatan 
dilakukan mengacu pada (Ahmadia, Wilson and Green 2013) pada kedalaman 10 meter.

3.4  METODE PENGAMATAN
3.4.1  Point Intercept Transect

Tabel 3.2. Kategori bentuk pertumbuhan hidup dan kode pencatatannya.

Kode Deskripsi Kategori
ACB Acropora Branching Hard Coral
ACD Acropora Digitate Hard Coral
ACE Acropora Encrusting Hard Coral
ACS Acropora Submassive Hard Coral
ACT Acropora Tabulate Hard Coral
CB Hard Coral Branching Hard Coral
CE Hard Coral Encrusting Hard Coral
CF Hard Coral Foliose Hard Coral
CM Hard Coral Massive Hard Coral
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CS Hard Coral Submas-
sive

Hard Coral

CMR Mushroom Coral Hard Coral
CTU Tubipora (hard coral) Hard Coral
CME Millepora (fire coral) Hard Coral
CHL Heliopora (blue coral) Hard Coral
SC Soft coral Soft Coral
XN Xenia Soft Coral
HA Halimeda spp. Algae
MA Macroalgae Algae
TA Turf algae Algae
FA** Filamentous algae Algae
CA Coralline algae Available substrate
RCK Rock Available substrate
DC Dead coral Available substrate
S Sand Mobile substrate
Rb Rubble Mobile substrate
SI Silt Mobile substrate
SP Sponge Other
HY Hydroid Other
ZO** Zooanthid Other
OT Other Other
BC Bleach coral Bleach Coral
UN** Unidentified Unidentified

Dokumentasi penyakit pada karang dilakukan untuk mengidentifikasi prevalensi, mortalitas, dan 
keragaman penyakit karang. Penyakit karang diartikan sebagai “menurunnya kesehatan karang yang 
ditandai dengan kehadiran luka/lesi (keabnormalan morfologi) pada karang” (Raymundo, Couch and 
Harvell 2008). Lesi dibagi menjadi dua kategori, yaitu lesi yang bersifat menular (disebabkan oleh 
bakteri, parasit, atau virus) dan compromised health yaitu lesi yang sudah diketahui penyebabnya 
dan bukan disebabkan oleh penyakit.

Data penyakit karang diambil oleh pengamat benthik, setelah menyelesaikan pengambilan data PIT 
Metode yang digunakan adalah transek sabuk, dengan panjang transek 3 x 20 meter, dan lebar area 
pengamatan masing-masing 1 meter ke kiri dan kanan, menggunakan transek yang sama dengan 
PIT. Setiap koloni karang yang ada dalam transek sabuk dicatat genusnya dan kondisi kesehatannya. 
Daftar jenis penyakit karang tersedia dalam Tabel 3.3

3.4.2  Transek Sabuk
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Tabel 3.3. Daftar jenis penyakit karang dan kategorinya.

Kode Deskripsi Kategori
COT Crown of Thorns Startfish Predation Predation
DRU Drupella predation Predation
COR Coralliophilla predation Predation
FIS Fish bites (scaridae, parrotfish, trig-

ger, pufferfish, damselfish, butterfly-
fish)

Predation

SEB Skeletal Eroding Band Tissue Loss - Non predation
BBD Black band disease Tissue Loss - Non predation
BRB Brown band disease Tissue Loss - Non predation
UWS Ulcerative White Spots Tissue Loss - Non predation
WS White syndromes Tissue Loss - Non predation
ATN Atramentous Necrosis (black 

Death)
Tissue Loss - Non predation

BLC Partial/Whole colony bleaching Tissue discoloration
FBL Focal bleaching (spots) Tissue discoloration
NFB Non focal bleaching (patches and 

stripes)
Tissue discoloration

PGR Pigmentation response Tissue discoloration
TRE Trematodiasis Tissue discoloration
EGA Explained growth anomalies: 

Invertebrate galls
Growth anomalies

ENS Unexplained growth anomalies: 
Enlarged stucture

Growth anomalies

IWP Unexplained growth anomalies: 
Irregular white plagues 

Growth anomalies

CAO Competition - Aggresive over-
growth: cyanobacteria, sponges, 
red filamentous algae

Compromised health

SDD Sediment Damage Compromised health
FWI Flatworm investation Compromised health
UNK Unknown

Untuk setiap koloni karang hidup yang tercatat dalam transek, harus diidentifikasi sampai ke tingkat 
genera. Identifikasi genus karang berdasarkan Coral Finder 2.0 apabila dilakukan langsung di bawah 
laut atau Veron (2000) apabila dilakukan di atas air berdasarkan foto.
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Ikan terumbu disurvei menggunakan metode underwater visual census (UVC) dengan transek 5 x 50 
m di setiap lokasi (Ahmadia, Wilson and Green 2013). Setiap survei akan terdiri atas dua pengamat 
yang berenang di sepanjang transek yang ditempatkan paralel dengan garis pantai di kedalaman 10 
m. Pengamat akan mengidentifikasi jenis, menghitung jumlah, dan memperkirakan panjang total 
(Total Length – TL) sampai ke cm terdekat dari setiap spesies target. Spesies target mengikuti daftar 
famili dari EKKP3K yaitu Acanthuridae, Scaridae, Siganidae, Labridae, Serranidae, Lutjanidae, 
Lethrinidae, Carangidae, Scombridae, Caesionidae, Haemulidae, Nemipteridae, Sphyraenidae, 
Carcharnidae, Sphyrnidae dan Dasyatidae. 

Setiap pengamat akan mencatat kelompok ukuran ikan yang berbeda dengan menggunakan lebar 
transek yang berbeda-beda seperti di bawah ini:

• Pengamat ikan kecil akan berenang 1-2 m diatas dasaran, menghitung dan memperkirakan 
ukuran ikan kecil hingga besar (TL = 10 - 35 cm) dari spesies target menggunakan lebar transek 
5 m (2,5 m di setiap sisi pengamat). Jika ikan berada di bagian tepi area survei, pengamat 
hanya menghitung jika lebih dari setengah tubuh ikan berada di dalam area. Ikan yang berada 
diluar rentang tersebut tidak boleh dihitung.

• Pengamat ikan besar akan berenang sedikit di belakang atas pengamat ikan kecil, sekitar 3 m di 
atas dasaran, agar dapat melihat area yang lebih luas sekaligus meminimalkan gangguan bagi 
ikan-ikan kecil akibat lewatnya penyelam. Pengamat akan menghitung dan memperkirakan 
ukuran ikan besar (TL > 35 cm) dari spesies target menggunakan lebar transek 20 m (10 m di 
setiap sisi pengamat). Jika ikan berada di bagian tepi area survei, pengamat hanya menghitung 
jika lebih dari setengah tubuh ikan berada di dalam area. Ikan yang berada diluar rentang 
tersebut tidak boleh dihitung.

Setelah pengamatan menggunakan UVC selesai, pengamat ikan besar akan melanjutkan pengamatan 
dengan menggunakan metode renang jauh (longswim) sepanjang 300 meter atau 15 menit pada 
kedalaman sekitar 3-5 meter. Pengamat ikan kecil akan mengikuti di belakang pengamat ikan besar 
dan berperan sebagai timer dan buddy.

3.4.3  Sensus Visual Bawah Air dan Renang Jauh

Untuk mengetahui mengenai peta sebaran 
konektivitas larva, pemodelan dilakukan 
dengan membangun algoritma yang 
memperhitungkan berbagai macam parameter 
terkait penyebaran larva, diantaranya adalah 
jenis ikan (menggunakan 10-20 spesies ikan 
di famili-famili utama yang data mengenai 
karakteristik larvanya tersedia), waktu memijah, 
lokasi memijah, arus, populasi penduduk di 
tiap Kabupaten, dll (Krueck, et al. 2016). Dari 
algoritma permodelan tersebut dapat diketahui 
dimana lokasi terjadinya ekspor larva, impor 
larva dan self-replenishment (daerah yang 
menghasilkan dan menerima larva).

3.4.4  Pemodelan Konektivitas Larva Ikan
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Pengamatan insidentil dilakukan untuk memetakan dimana spesies panji (termasuk di antaranya 
pari manta, mamalia laut, dan penyu) terlihat dan jumlahnya, serta untuk mencatat fenomena-
fenomena ekologi yang teramati selama survei cepat, seperti contohnya pemutihan masal, dll. 
Idealnya pengamatan insidental dilakukan pada saat kapal berjalan dengan kecepatan tertentu dan 
pengamatan dilakukan pada periode tertentu. Namun, dalam survei cepat kali ini, karena pengamatan 
insidentil dilakukan pada saat siang hari, dimana kapal berhenti/berlabuh, maka pengamatan hanya 
dilakukan di sekitar kapal saja. Pengamat akan mencatat koordinat lokasi ditemukannya spesies 
panji/fenomena, jumlah, dan tingkah laku spesies tersebut. Meski data primer yang didapatkan 
sangat terbatas, dengan adanya tambahan data dan informasi dari studi literatur dan wawancara 
masyarakat, distribusi spesies panji di Kabupaten MBD tetap dapat dipetakan untuk melihat jalur 
migrasi sebagian besar biota ini.

3.4.5  Pengamatan Spesies Panji

Wawancara dengan informan kunci terkait profil desa dilakukan dengan kepala desa di setiap desa 
contoh. Apabila kepala desa berhalangan hadir maka pejabat desa lainnya seperti sekretaris desa atau 
kepala ada dapat diwawancarai. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait 
desa secara menyeluruh. 

Sementara, wawancara informan kunci terkait pemanfaatan sumber daya laut (SDL) dilakukan 
kepada pelaku pemanfaatan atau orang yang memahami tentang pemanfaatan termasuk nelayan, 
produsen budidaya, penjual ikan, dan pejabat daerah setempat. Di setiap desa contoh, antara 2-5  
wawancara terkait pemanfaatan SDL dilakukan, dan diusahakan terdapat satu orang perwakilan dari 
setiap jenis pemanfaatan dan atau alat tangkap yang diwawancara. Wawancara ini hanya melibatkan 
orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui 
karakteristik pemanfaatan sumber daya laut, termasuk kegiatan perikanan tangkap dan budidaya.

Pada saat melakukan wawancara informan kunci, kesediaan informan untuk diwawancara sangat 
penting untuk kelangsungan pengambilan data. Informan memberikan informasi yang digunakan 
sebagai sumber data utama sehingga informasi yang disampaikan tidak akan dinilai benar atau salah. 
Pencatatan dengan detail pada saat wawancara dapat dibantu dengan alat perekam untuk merekam 
keseluruhan informasi sehingga dapat melengkapi pada proses pengolahan data. Pewawancara 
bertanggung jawab dalam keakurasian dan kelengkapan informasi yang dicatat di lembar data.

Wawancara informan kunci meliputi 3 tipe pertanyaan: pertanyaan terbuka, pertanyaan dengan 
jawaban singkat dan pertanyaan dengan pilihan terbatas. Pertanyaan terbuka memberikan kesempatan 
kepada informan kunci untuk menjawab dalam bentuk apapun yang mereka suka. Jenis pertanyaan 
ini untuk mengeksplorasi sebuah topik. Pertanyaan dengan jawaban singkat mengharuskan informan 
untuk merespon dengan singkat dan sederhana. Pertanyaan dengan pilihan terbatas memberikan 
pilihan jawaban sehingga informan dapat memilih jawaban berdasarkan kategori yang sudah disusun 
berdasarkan pertanyaan tersebut. Informasi lebih detil mengenai metode dan lembar kuesioner 
wawancara informan kunci terkait profil desa dan pemanfaatan SDL dapat dilihat pada Estradivari 
et al. (2015).

Diskusi Kelompok Terarah atau Focus Group Disscussion (FGD) adalah sebuah diskusi yang difasilitasi 
diantara kelompok masyarakat mengenai topik tertentu. FGD digunakan untuk mengeksplorasi 
pemahaman kolektif dan beragam perspektif di sebuah kelompok; bukan sekedar mengumpulkan

3.4.6  Wawancara dengan Informan Kunci
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informasi mengenai pengetahuan atau opini individu, mendukung validitas data yang dikumpulkan 
dengan metode pengamatan lainnya, mengumpulkan informasi berkualitas tinggi mengenai topik 
tertentu dengan cepat, serta membantu dalam identifikasi informan kunci untuk wawancara tata 
kelola dan pemanfaatan sumber daya laut.

Tujuan FGD adalah untuk memahami pemanfaatan sumber daya laut di tingkat desa dan menggali 
pemahaman mengenai status, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut setempat. FGD 
dilakukan minimal satu kali di tiap desa. Apabila terdapat lebih dari dua wanita yang ikut serta, maka 
kelompok FGD dibagi menjadi dua berdasarkan jenis kelamin. Hal ini dilakukan agar peserta wanita 
dapat mengungkapkan pandangannya mengenai pemanfaatan SDL di desanya tanpa intervensi dan 
dominasi dari pihak laki-laki. Di seluruh Kabupaten MBD, wanita juga merupakan pemanfaat SDL 
khususnya di daerah intertidal.

Peserta FGD harus merefleksikan beragam masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut 
setempat, termasuk nelayan dan bukan nelayan dari berbagai latar belakang sosial (yaitu tingkat 
kesejahteraan, etnis, pendidikan, politik, dll). Hal yang penting untuk diperhatikan adalah peserta 
yang terlibat harus memiliki pemahaman mengenai status, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber 
daya laut setempat.

Sebuah FGD idealnya berisikan antara 6-12 peserta, namun jumlah peserta pada kenyataannya bisa 
beragam tergantung dari kondisi lokasi dan kesediaan masyarakat. Di setiap lokasi pengamatan, 
ketua tim lapangan akan memfasilitasi FGD dibantu dengan notulen yang memastikan FGD 
terdokumentasikan dengan baik. Perekam suara sangat dianjurkan digunakan sepanjang diskusi 
berlangsung untuk memastikan notulen tidak melewatkan informasi penting dalam catatannya.

Mendapatkan ijin dari aparat desa adalah hal pertama yang harus dilakukan. Tujuan dilakukannya 
FGD di desa tersebut harus dipahami dengan baik oleh pihak desa. Keikutsertaan dalam FGD bersifat 
sukarela sehingga persetujuan keikutsertaan dari peserta harus didapatkan pada awal diskusi. Peserta 
harus memahami tujuan dilakukannya FGD dan topik yang akan didiskusikan. Tipe pertanyaan 
dalam FGD adalah pertanyaan terbuka, pertanyaan dengan jawaban singkat dan pemetaan cepat. 
Pemetaan cepat merupakan teknik pengumupulan data yang mengharuskan peserta menyediakan 
informasi dengan menggambarkan atau menunjukkan pada peta. Contohnya dalam mengidentifikasi 
lokasi akan jenis dan habitat kunci. Informasi lebih detil mengenai metode dan lembar kuesioner 
wawancara informan kunci terkait profil desa dan pemanfaatan SDL dapat dilihat pada Estradivari, 
et al. (2015).

Kegiatan pemetaan cepat pemanfaatan sumber daya alam dan perikanan adalah untuk memperoleh 
informasi keruangan (spasial) dari masyarakat, tentang apa, dimana, dan bagaimana pemanfaatan 
sumber daya alam oleh masyarakat. Kegiatan pemetaan cepat merupakan bagian dari FGD dengan 
cara wawancara interaktif dengan kelompok masyarakat pengguna sumber daya dengan media peta 
sebagai alat bantu. Pelaksana kegiatan FGD dan pemetaan cepat minimal tiga orang dengan tugas 
melakukan proses tanya jawab, mencatat legenda peta dan informasi penting dari masyarakat dan 
mendokumentasikan kegiatan dan berbagai dokumen pendukung seperti alat tangkap, biota maupun 
landsekap lokasi kegiatan.

3.4.8  Pemetaan Cepat

Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya | 32

Pelaksana kegiatan pemetaan cepat disebut fasilitator teknis yaitu seseorang yang memiliki keahlian 
dalam bidang Sistem Informasi Geografis. Fasilitator ini bertugas mengawal jalannya pembuatan 
sketsa dan kegiatan lapangan untuk memastikan bahwa data yang diambil sesuai dengan kebutuhan 
input data spasial. Peserta FGD akan menggambar sketsa peta diatas peta dasar. Legenda peta 
merupakan hasil informasi yang didapat dalam FGD.

Informasi yang dipetakan antara lain: Lokasi terumbu karang, padang lamun dan bakau, lokasi 
sebaran hewan/tumbuhan laut yang penting untuk masyarakat, lokasi atau tempat yang dianggap 
penting baik secara adat atau sebagai sumber penghidupan, lokasi penggunaan alat tangkap, 
lokasi pendaratan ikan dan daerah penangkapan sesuai asal nelayan, lokasi kegiatan yang merusak 
lingkungan, area petuanan desa atau wilayah administrasi desa dan daerah pemukiman.

Pengumpulan data biologi ikan meliputi komposisi jenis, data biologi (ukuran panjang, berat) dan 
data perikanan. Kegiatan ini dilakukan di lokasi tempat pendaratan ikan utama di desa contoh. Data 
perikanan yang diamati meliputi : a) Armada penangkapan; b) Alat tangkap yang digunakan; c) 
Komposisi jenis ikan hasil tangkapan; d) Aspek biologi ikan hasil tangkapan. 

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah operasional penangkapan dan pengumpulan 
data hasil tangkapan serta melalui komposisi hasil tangkapan. Operasional penangkapan dan 
pengumpulan data hasil tangkapan mendata mengenai operasional penangkapan para armada-
armada penangkapan yang melakukan penangkapan di daerah studi. Informasi diperoleh melalui 
wawancara dengan nelayan termasuk informasi mengenai jenis-jenis ikan hasil tangkapan, armada 
penangkapan dan alat tangkap yang digunakan. Metode kedua adalah dengan komposisi hasil 
tangkapan dimana menggunakan sampel ikan yang sedang didaratkan oleh armada penangkapan. 
Pemilihan ikan dilakukan secara acak yang menjadi ikan contoh. Hasil penyortiran ikan-ikan tersebut 
kemudian dipilih 3-5 spesies yang paling dominan untuk dilakukan pengambilan data biologinya. 
Data-data yang dibutuhkan, meliputi panjang, bobot dan jenis kelamin (jika memungkinkan).

3.4.9  Observasi Langsung di Tempat Pendaratan Ikan

3.5  ANALISA DATA

Persentase penutupan karang digunakan untuk menduga kondisi terumbu karang pada suatu 
lingkungan. Rumus yang digunakan untuk menghitung penutupan kategori bentik, sebagai berikut:

3.5.1  Persentase Penutupan Komunitas Bentik dan Kelimpahan Koloni Karang 

Kelimpahan koloni karang berdasarkan genus diperoleh dari data transek sabuk penyakit karang 
dengan menggunakan formula: 

Kelimpahan Genus Total (koloni/ha) =                                                          x 10000 .............(2)
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       % tutupan =                                                                                     x  100%  ........................(1)(                            )jumlah titik per kategori

jumlah total titik dari suatu transek

jumlah koloni

2 x 20 (luas transek dalam m2)



Karakteristik biologi ikan yang diukur meliputi panjang dan berat individu, dimaksudkan untuk 
mengetahui sifat pertumbuhan ikan. Sifat pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari regresi antara 
panjang dan berat individu melalui persamaan (Effendi 2002):

                 W = a * Lb   …………………………….(3)

Dimana, W = bobot individu ikan (gram), L = panjang total atau panjang cagak ikan (mm), nilai 
a dan b = konstanta. Untuk pebih menguatkan pengujian dalam menentukan keeratan hubungan 
parameter pertumbuhan (nilai b), maka dilakukan uji-t.

Kelimpahan ikan karang adalah jumlah ikan yang ditemukan pada suatu lokasi pengamatan per 
satuan luas transek pengamatan. Kelimpahan ikan dapat dihitung dengan rumus (Odum 1971):

Keterangan: Xi = Kelimpahan ikan karang ke-i (ind/ha); ni = Jumlah total ikan karang pada titik 
pemantauan ke-i; A = Luas transek pengamatan (50 m x 5 m = 250 m2 untuk ikan kecil atau 50 x 20 
m = 1000 m2 untuk ikan besar).

3.5.2  Karakteristik Biologi dan Kelimpahan Ikan

Nilai prevalensi kesehatan karang diperoleh dari hasil pengukuran transek sabuk dan kemudian 
diolah dengan menggunakan formula:

3.5.3  Prevalensi Kesehatan Karang

Merancang kesimpulan dengan menggunakan analisa konten adalah dengan cara mengumpulkan 
data-data, termasuk kata kunci, yang memiliki kesamaan, keterkaitan dan hubungan antara satu 
dengan yang lainnya untuk dianalisa lebih lanjut dengan cara eksploratif (Miles, Huberman and 
Saldaña 2014). Kelebihan dari analisa konten adalah mampu mentransformasi data kualitatif menjadi 
data kuantitatif, berupa angka hasil penjumlahan atau persentase sehingga dapat menggambarkan 
seberapa pentingnya/besarnya suatu tema tertentu.

Dalam survei cepat ini, analisa konten digunakan untuk menganalisa data empiris, khususnya data 
yang dapat dikuantifikasi, yang didapatkan dari diskusi kelompok terarah dan wawancara informan 
kunci. Analisa konten dilakukan dengan cara mengidentifikasi kata kunci dari suatu jawaban dan 
kemudian mencari informasi dari data di setiap desa yang memiliki kesamaan, keterkaitan dan 
hubungan dengan kata kunci tersebut. Setiap desa yang memiliki kata kunci tersebut diberi nilai 1 dan 
yang tidak diberi nilai 0. Kemudian, untuk mendapatkan angka kuantitatif, desa yang mendapatkan 
angka 1 dijumlahkan dan/atau diprosentasekan. Analisa konten umumnya dilakukan pada data hasil 
dari pertanyaan dengan jawaban singkat.

3.5.4  Analisis Konten
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Analisa deskriptif merupakan bagian dari analisa diskursus dimana bahasa yang digunakan memiliki 
tujuan untuk memberikan pemahaman (Gee 2014). Pendekatan deskriptif digunakan dalam 
menganalisa data kualitatif dari setiap desa untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh 
mengenai suatu tema pada masyarakat. Analisa deskriptif pada umumnya dilakukan untuk data 
yang sifatnya beragam, biasanya berasal dari pertanyaan terbuka dimana peserta wawancara dapat 
menjawab dalam bentuk apapun yang mereka inginkan. Keunggulan analisa deskriptif adalah mampu 
mengeksplorasi suatu topik secara detil.

Analisa deskriptif juga dilakukan dengan cara mengidentifikasi kata kunci dan kemudian dilakukan 
pelabelan atau coding. Coding merupakan cara mengkategorisasikan data dalam menganalisa dan 
menghasilkan kesimpulan (Miles, Huberman and Saldaña 2014). Hal ini akan membantu menyoroti 
variabel yang penting atau yang perlu diperhatikan sehingga dapat menggambarkan tema tertentu 
dalam bentuk narasi kualitatif secara komprehensif.

3.5.5  Analisis Deskriptif
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Xi =            x 10.000 m2........................(4)

Prevalensi Kesehatan Karang (%) =                                                             x 100% .............(5)
jumlah koloni tiap kategori

jumlah total koloni



Indonesia merupakan negara kepulauan yang termasuk dalam kawasan segitiga terumbu karang 
(Coral Triangle) dunia, membentang di kepulauan di Asia Tenggara hingga Pasifik bagian barat. 
Negara-negara yang termasuk dalam kawasan ini antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua 
Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Kawasan ini memiliki luasan terumbu karang hampir 
73.000 km2 (29% dari luas terumbu karang dunia). Keanekaragaman terumbu karang di kawasan ini 
merupakan yang tertinggi di dunia yaitu sekitar 76% dari keseluruhan spesies terumbu karang. Selain 
itu, kekayaan jenis ikan karang di kawasan ini juga memiliki keanekaragaman tertinggi yaitu 37% dari 
seluruh spesies ikan karang di dunia (Burke, et al. 2012).

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia. MBD 
merupakan kabupaten dengan kondisi geologi yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau 
kecil sehingga membentuk kawasan kepulauan. Sebagian besar kawasan daratan pulau tersebut 
dikelilingi oleh ekosistem pesisir seperti ekosistem lamun, terumbu karang, dan mangrove (BPPN 
2013).

Kabupaten MBD termasuk dalam Wilayah Pengolahan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 
714 dan 718. Potensi sumber daya perikanan di wilayah ini masih banyak yang belum diolah secara 
maksimal. Produksi perikanan tangkap di WPP-RI 714 sebesar 518.672 ton dan WPP-RI 718 sebesar 
415.845 ton. Hasil produksi perikanan tangkap pada kedua WPP-RI tersebut kurang dari 20% dari 
hasil total produksi perikanan tangkap di seluruh WPP-RI (Kementerian Kelautan dan Perikanan  
2014). Produksi budidaya di kawasan ini pun mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 52.656 
ton di tahun 2010 menjadi 75.246 ton di tahun 2012, dan terus meningkat hingga mencapai 113.100 
ton di tahun 2013 (Direktorat Pengembangan Potensi Daerah BKPM 2015). 

Pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang bisa mendukung pengembangan ekonomi kawasan 
MBD (BPS Maluku Barat Daya 2014). Bentang alamnya didominasi oleh wilayah pesisir dan kekayaan 
bawah laut yang tinggi, menjadikan kegiatan wisata bahari seperti diving dan snorkeling, sebagai 
daya jual yang menarik (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013). Selain itu, karena merupakan 
jalur migrasi mamalia laut, maka paus, lumba-lumba, dan dugong sering dijumpai ketika berwisata 
di kawasan ini. Sayangnya, kekayaan alam ini tidak luput dari ancaman, salah satunya adalah 
ancaman terhadap habitat yaitu terumbu karang. Lebih dari 60% terumbu karang di dunia terancam 
oleh aktivitas manusia. Beberapa aktivitas manusia yang dapat mengancam terumbu karang adalah 
penangkapan ikan berlebih, penangkapan yang merusak, pembangunan pesisir, pencemaran dari 
daratan, dan pencemaran di laut (Burke, et al. 2012). Penggunaan bom ikan menjadi ancaman yang 
paling mengkhawatirkan di Kabupaten MBD ini, karena dapat merusak ekosistem terumbu karang 
yang mengakibatkan berkurangnya kelimpahan ikan. Ancaman ini memang belum intensif namun 
jika tidak adanya pengelolaan, ancaman ini dapat memberikan tekanan yang besar pada kesehatan 
ekosistem laut di masa depan. Ancaman tersebut dapat meningkat menjadi 75% bila digabungkan 
dengan tekanan akibat suhu bumi yang makin panas. Kenaikan suhu bumi juga mengakibatkan 
kenaikan suhu di laut yang dapat mengancam kesehatan terumbu karang (Burke, et al. 2012).

BAB 4 KONDISI EKOSISTEM PESISIR DAN SPESIES PANJI
Amkieltiela, Fakhrizal Setiawan, Indra Cahya Wardhana, Beginer Subhan & Estradivari

4.1  PENDAHULUAN
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Perlindungan habitat dan pengelolaan perikanan di Kabupaten MBD membutuhkan data-data 
yang memadai untuk merekomendasikan kebijakan pengelolaan yang tepat. Oleh karena itu survei 
ekologi diadakan khususnya untuk mengkaji kondisi komunitas bentik, kesehatan karang, komunitas 
ikan, serta sebaran spesies panji di perairan Kabupaten MBD. Data ini dapat digunakan sebagai 
rekomendasi untuk pemerintah dalam pengelolaan sumber daya di kabupaten ini. Pengelolaan yang 
tepat akan menjadikan sumber daya di kabupaten ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

4.2  METODE

Survei kesehatan terumbu karang dilakukan bersamaan dengan survei sosial dan pemanfaatan sumber 
daya laut. Survei ini berlangsung dalam dua tahap, tahap pertama dilakukan pada 30 September – 11 
Oktober 2014 dan tahap kedua dilakukan pada 1-15 November 2015. Informasi kesehatan terumbu 
karang ini diambil di sepanjang perairan Kabupaten MBD.

4.2.1  Waktu dan Lokasi Survei

Gambar 4.1. Peta lokasi survei cepat MBD tahun 2014 dan 2015.
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Pengambilan data ekologi dilakukan di 20 titik di Tahun 2014 dan 30 titik di tahun 2015 yang tersebar 
di wilayah MBD. Empat titik di tahun 2015 merupakan pengulangan Tahun 2014, sehingga total titik 
pengambilan data adalah 46 titik. Berbeda dengan tahun 2014 yang merupakan lokasi-lokasi wisata 
selam yang biasa dilalui kapal pesiar, pengumpulan data tahun 2015 dilakukan di tiga titik di sekitar 
desa target agar data yang dihasilkan cukup representatif.

4.2.2  Batasan Pengumpulan Data

Lokasi survei 2014 merupakan lokasi wisata selam yang biasa didatangi oleh kapal liveaboard. 
Lokasi survei tahun 2015 disesuaikan dengan desa dimana tim sosial dan perikanan melakukan 
pengambilan data. Tim Ekologi melakukan penyelaman disekitar desa tersebut dimana belum 
dilakukan pengambilan data pada ekspedisi sebelumnya (2014). Pengecualian diberlakukan untuk 
empat lokasi yang telah dilakukan pengambilan data pada tahun 2014, yaitu Amortaun, Grouper 
Fate, Jagotutun (Magic Corner), dan Sea Mount. Hal ini dikarenakan lokasi ini memiliki keunikan 
tersendiri yang perlu dipantau kondisinya secara temporal.

4.2.3  Metode Pengumpulan Data
Penentuan Lokasi Survei

Tim ekologi menggunakan beberapa parameter dan metode untuk mendapatkan berbagai macam
informasi ekologi yang dibutuhkan. Tabel 4.1 adalah ringkasan parameter dan metode survei.
Informasi lengkap mengenai metode dan analisa data yang digunakan oleh tim ekologi tersedia di
Bab 3.

Parameter dan Metode Survei

Tabel 4.1. Ringkasan parameter dan metode yang digunakan dalam survei ekologi.

Parameter Tujuan Metode Analisa data
Komunitas 
bentik

Untuk melihat luasan 
tutupan komunitas bentik

Point Intercept 
Transect (Transek Garis 
Menyinggung) 3 x 50 
meter, 3 x 50 meter dengan 
kedalaman 10 meter 
untuk kategori bentuk 
pertumbuhan

Tutupan kategori 
bentik (%)

Penyakit 
karang

Untuk melihat 
prevalensi, mortalitas, dan 
keragaman 
penyakit karang 

Transek Sabuk (Belt 
Transect) 3 x 30 meter, lebar 
2 meter, kedalaman 10 meter 
mencatat genus dan kondisi 
kesehatan

Kelimpahan karang 
(ind/ha)
Sebaran genus karang 
Prevalensi penyakit 
karang (%)

Komunitas 
ikan 

Untuk melihat 
biomassa dan 
kelimpahan ikan target

Underwater Visual Census 
(UVC) dan Renang jauh 
(longswim) UVC: 5 x 50 
meter; 15 menit renang jauh

Kelimpahan ikan 
(ind/ha)
Biomassa ikan 
(kg/ha)

Rugositas Untuk melihat
kompleksitas
struktur terumbu
karang

Kompleksitas
struktur terumbu
karang
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Persepsi masyarakat 
tentang ekosistem 
terumbu karang

Untuk mengetahui 
persepi masyarakat 
terhadap kondisi 
terumbu karang di 
Kabupaten MBD

Focus Group 
Discussion (FGD) dan 
pemetaan cepat 

Persepsi masyarakat

Konektivitas larva Untuk mengetahui 
lokasi Larva Source, 
Larva Sink, dan Larva 
Replenishment

Permodelan 
Konektifitas Larva

Lokasi Larva Source, 
Larva Sink, dan Larva 
Replenishment

Spesies panji Untuk melihat sebaran 
spesies panji di 
Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat

Survei transek 
visual, Focus Group 
Discussion (FGD), dan 
pemetaan cepat

Peta sebaran spesies 
panji

4.3  HASIL

Tim survei telah mengumpulkan data bentik, ikan karang, spesies panji, dan persepsi masyarakat 
tentang habitat dan spesies penting. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

4.3.1.  Karakteristik Data yang Dikumpulkan

Tabel 4.2. Jumlah lokasi sampel pada setiap kategori.

Tipe Informasi
Tahun

Total Lokasi Keterangan
2014 2015

Bentik

Bentuk
Pertumbuhan 20 30 46 4 lokasi sama di tahun 2014 

dan 2015
Kelimpahan - 27 27 Hanya dilakukan di tahun 2015

Penyakit
Karang - 27 27

Hanya dilakukan di tahun 
2015. Data di tiga lokasi tidak 
dapat dikumpulkan karena 
arus yang kencang

Rugositas 20 6 26

Ikan Karang 20 30 46 4 lokasi sama di tahun 2014 
dan 2015

Spesies Panji

FGD - 14 14 Dikumpulkan oleh tim sosial 
dan hanya pada tahun 2015

Pemetaan 
Cepat - 14 14 Dikumpulkan oleh tim sosial 

dan hanya pada tahun 2015
Patroli

Insidental - 30 30 Hanya dikumpulkan pada 
tahun 2015

Persepsi 
habitat dan 

spesies 
penting

Focus Group 
Discussion 

(FGD)
- 14 14

Dikumpulkan oleh tim sosial 
dan hanya pada tahun 2015

Pemetaan 
Cepat - 14 14 Dikumpulkan oleh tim sosial 

dan hanya pada tahun 2015
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Hasil analisa menunjukkan bahwa tipe terumbu karang di kawasan MBD didominasi oleh Karang 
Tepi/fringing reef (83% lokasi sampel) sedangkan sisanya Atol/Atoll (13%), dan Gosong/Patchy 
(4%) (Gambar 4.2). Tipe terumbu gosong hanya ditemukan di Sea Mount dan Masela 1, sedangkan 
Atol ditemukan di Amortaun, Grouper Fate, Jagotutun (Magic Corner), Luang Barat 1, Luang Barat 
2, dan Luang Barat 3. Kawasan MBD memiliki kemiringan terumbu yang mayoritas landai (54%) 
diikuti dengan tebing (wall) sebesar 33% (Gambar 4.3). Sedangkan sisanya Landai-Tebing, Datar, 
dan Datar-Landai (Gambar 4.3). Terumbu karang datar-landai hanya ditemukan di Romang 1. Desa 
Wasrili dan North Romang memiliki kemiringan terumbu yang datar.

Seluruh lokasi sampel sebagian besar berada di tubir (Gambar 4.4) dengan mayoritas lokasi memiliki 
tipe terpapar (93% lokasi sampel). Sedangkan sisanya semi-terpapar (7%) (Gambar 4.5). Perbedaan 
tipe paparan mempengaruhi keragaman kondisi, komposisi, dan keanekaragaman terumbu.

4.3.2  Karakteristik Lokasi

Gambar 4.2. Tipe terumbu di kawasan MBD. Gambar 4.3. Presentase kemiringan terumbu 
           di kawasan MBD.

Gambar 4.4. Tipe zona karang pada lokasi 
           sampel di kawasan MBD.

Gambar 4.5. Paparan terumbu karang pada lokasi
           sampel di kawasan MBD.
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Rerata kesehatan terumbu karang berdasarkan persentase tutupan karang keras di Kabupaten MBD 
masuk dalam kategori Sedang (37% + 2,1%). Dari 46 lokasi, dua lokasi yang masuk dalam kategori 
Baik Sekali, yaitu Desa Wasarili (87% + 2,6%) dan Sermata 3 (76% + 4,1%), lima lokasi masuk kategori 
Baik dan 9 lokasi masuk kategori Buruk. Tutupan karang keras hidup terendah di Tg. Madalahar 1. 
Genus karang yang paling mendominasi perairan substrat adalah Porites dan Montipora.

4.3.3  Komunitas Bentik
Karakteristik Penutupan Dasar

Gambar 4.6. Rata-rata persentase (%) penutupan substrat dasar seluruh stasiun.

Karang lunak merupakan komunitas yang memiliki rerata tutupan kedua tertinggi (27% + 2,3%). 
Lokasi yang memiliki tutupan karang lunak tertinggi ada di Sea Mount (55% + 4,4%) dan terendah 
di Desa Wasarili (1% + 0,3%). Meskipun karang lunak memiliki keindahan yang berpotensi untuk 
pengembangan wisata, namun karang lunak merupakan kompetitor untuk karang keras dalam hal 
perebutan ruang.

Pecahan karang rata-rata adalah 10% (+ 1,%) dengan tutupan pecahan karang tertinggi yaitu pada 
South Redong sebesar 41% (+ 7%) sedangkan terendah sebesar 0% pada Moa 1, Liukety, Luang Barat 
1, Luang Barat 3, Sermata 1, Sermata 3, dan Desa Wasarili (Gambar 4.7). Tingginya nilai pecahan 
karang mengindikasikan adanya aktivitas perusakan lingkungan dan dapat berupa tekanan alami 
atau antropogenik. Berdasarkan hasil wawancara, menurut masyarakat setempat, badai dan ombak 
yang cukup kuat pada musim-musim tertentu dapat menghancurkan terumbu karang. Selain itu, 
masih sering terjadinya praktek penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh 
nelayan andon turut meningkatkan kerusakan terumbu karang di kabupaten ini.
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Gambar 4.7. Persentase rata-rata penutupan dasar tiap stasiun.

Rata-rata tutupan alga relatif kecil yaitu hanya 2% (+ 0,4%), 
namun nilai tertinggi pada Masela 2 yaitu 13% (+ 1,2%) 
dan terendah adalah 0% pada South Redong, Buffalo Reef, 
Wetar 2, Tg. Madalahar 1, Tg. Madalahar 2, Pulau Mitan, 
Nuwewang, Tg. Tutukey, Luang Barat 3, Sermata 3, Masela 1, 
dan Jagotutun (Magic Corner). Nilai ini masih tergolong kecil 
yang fluktuasinya mungkin disebabkan oleh adanya proses 
suksesi terumbu karang akibat adanya aktivitas manusia 
yaitu pertanian dan praktek-praktek budidaya (Han and Liu 
2014). Persentase rata-rata tutupan biota lainnya dan substrat 
tersedia berturut-turut adalah 14% + 1,5% (berkisar antara 1 – 
54%) dan 10% + 1% (berkisar antara 1 -27%).

Dari hasil survei cepat, Kabupaten MBD memiliki 57 genus 
karang, dengan Stasiun Moa 1 memiliki variasi genus terbanyak 
(40 genus) diikuti oleh Tomra (39 genus). Sementara, Wetar 3 
dan Masela merupakan stasiun dengan variasi genus terendah, 
yaitu 20 genus (Gambar 4.8). Rerata kelimpahan koloni 
karang keras seluruh stasiun sebesar 39.543 + 3.143SE ind/
Ha. Kelimpahan genus tertinggi ditemukan pada stasiun Luang 
Barat 3, yaitu sebesar 89.667 + 23.619,08SE ind/Ha sedangkan 
kelimpahan genus terendah pada stasiun Tg. Madalahar 2, 
sebesar 14.167 + 3.345,81SE ind/Ha (Gambar 4.9). Secara 
keseluruhan, genus yang paling melimpah adalah genus 
Acropora, Fungia, Goniastrea, dan Pavona. Genus dengan 
kelimpahan terendah adalah genus Caulastrea, Cosclinaraea, 
Cycloceris, Heliopora, Milepora, dan Zoopilus (Gambar 4.10).
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Gambar 4.8. Jumlah genus total pada 27 stasiun lokasi pengamatan di tahun 2015.

Gambar 4.9. Rerata kelimpahan koloni karang keras per stasiun pengamatan kesehatan karang.
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Gambar 4.10. Sepuluh genus yang paling melimpah dari 27 stasiun pengamatan.

Kondisi karang keras di 27 stasiun pengamatan secara keseluruhan masih tergolong sehat (89%). 
Luang Barat 1 memiliki kondisi karang keras yang paling sehat, yaitu sebesar 96,77% dan diikuti oleh 
Wetar 3 sebesar 96,7%. Nilai terendah pada Tg. Madalahar 1 yaitu 73,10% (Gambar 4.12). Dari total 
6.406 koloni yang teramati hanya 11% karang keras dalam keadaan tidak sehat. Hal ini ditunjukkan 
dari nilai rata-rata prevalensi penyakit karang keras, yaitu compromised health sebesar 7,04%; tissue 
discoloration sebesar 2,04%; growth anomalies sebesar 1,59%; predation sebesar 0,19%; dan tissue 
loss – non predation sebesar 0,06%.

Compromised Health terdiri atas penutupan oleh sedimen (Sediment Damage), kompetisi ruang 
(Competition – Aggressive Overgrowth), dan Flatworm Investation; tissue discoloration terdiri atas 
respon terhadap pigmentasi (Pigmentation Response), Non focal bleaching, focal bleaching, dan 
pemutihan karang sebagian/seluruh koloni (Partial/Whole Colony Bleaching); growth anomalies 
terdiri atas pertumbuhan anomali (Explained Growth Anomalies); predation terdiri atas Drupela 
(Drupella predation), gigitan ikan (Fish Bites); dan tissue loss – non predation terdiri atas White 
Syndromes, dan Ulcerative White Spots. Hasil analisa menunjukkan kompetisi ruang antara koloni 
karang dengan alga/sponge merupakan tipe penyakit karang yang paling mendominasi, yaitu 4,15% 
kemudian diikuti oleh penutupan oleh sedimen sebesar 2,86%. Nilai terendah pada Ulcerative white 
spots yaitu sebesar 0,02% (Gambar 4.11). Namun, nilainya masih relatif kecil dan bukan merupakan 
jenis penyakit menular, sehingga belum menjadi suatu ancaman terhadap kesehatan koloni karang 
di Kabupaten MBD.

Kesehatan Karang
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Gambar 4.11. Persentase prevalensi karang keras tidak sehat di 27 stasiun.

Compromised health dan tissue discoloration ditemukan di seluruh lokasi dengan nilai tertinggi pada 
Masela 2 (20,65% dan 10,33%) (Gambar 4.12). Growth anomalies juga ditemukan hampir diseluruh 
lokasi kecuali Wetar 3, Tg. Madalahar 2, Pulau Mitan, Luang Barat 1, dan Desa Wasarili. Nilai tertinggi 
ditemukan pada Tg. Madalahar 1 sebesar 7,59% dan terendah pada Moa 2 sebesar 0,36%. Penurunan 
kesehatan karang akibat predasi (Predation) hanya ditemukan di 8 lokasi dengan nilai tertinggi pada 
Tg. Madalahar 2 sebesar 1,18% dan terendah pada Sermata 3 sebesar 0,27%. Sedangkan tissue loss – 
non predation ditemukan di empat lokasi, yaitu Masela 3 (0,76%), Tg. Madalahar 1 (0,69%), Wetar 
3 (0,47%), dan Luang Barat 2 (0,24%). Meskipun nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan 
Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yaitu sebesar 24,71% (Subhan, et al. 2011), namun hal ini perlu 
diwaspadai karena hilangnya jaringan karang dapat disebabkan oleh bakteri dan apabila kondisi 
lingkungan menurun, maka bakteri dapat dengan mudah dan cepat menular ke terumbu karang 
lainnya. Dari seluruh lokasi survei, karang tidak sehat paling banyak ditemukan di Masela 2 (34%) 
dan yang mendominasi adalah kompetisi dengan alga. Hal ini juga sesuai dengan persentase cover 
alga di Masela 2 yang relatif tinggi (13%). Jika dilihat dari sebaran geografisnya, terumbu karang di sisi 
Barat dan Timur memiliki prevalensi karang tidak sehat yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten 
MBD bagian Tengah.

Tiga puluh sembilan dari 59 genus karang yang diamat berada dalam kondisi tidak sehat. Genus yang 
relatif rentan terhadap tekanan berturut-turut adalah Porites, Astreopora, Podabacia, Montipora, 
dan Echinopora yang didominasi oleh Compromised Health kecuali Astreopora yang didominasi oleh 
Growth Anomalies. Genus lainnya yang juga didominasi oleh Growth Anomalies adalah Acanthastrea 
dan Polyphylia. Sementara Tissue Discoloration mendominasi di genus Fungia, Ctenactis, dan 
Halomitra. Predation hanya ditemukan pada tiga genus, yaitu Acropora (1,22%), Porites (1,07%), 
dan Galaxea (0,59%). Sedangkan Tissue Loss – Non Predation hanya ditemukan pada dua genus, 
yaitu Acropora (0,61%) dan Montipora (0,20%) (lihat Lampiran 1).
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Gambar 4.12. Prevalensi tiap lokasi dihitung relatif ke total koloni karang hidup yang teramati di
              setiap lokasi.

Gambar 4.13. Prevalensi karang tidak sehat per genus. Prevalensi genus dihitung relatif ke total
             koloni hidup yang teramati dari tiap genus.
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Pengambilan Data Rugosity hanya dilakukan di total 26 stasiun pada tahun 2014 dan 2015. Rugosity 
makro berkisar antara 1,9 (± 0,2%) – 4,7 (± 0,2%) dari semua stasiun, yang mencakup seluruh sifat 
rugosity skala makro (Gambar 4.14). Kompleksitas struktural berkisar dari sangat datar, untuk 
pilar utama, gua, dan struktur lainnya cukup dalam untuk penyelam mudah melewati diantaranya. 
Dari 25 stasiun, hanya 1 stasiun yang berkisar 2-3 pada skala rugosity makro, yang menunjukkan 
bahwa celah-celah dan bantuan karang berkisar antara 10 cm dan 0,5-1 m kedalamannya. Stasiun 
tersebut adalah Pulau Kelapa. Kemudian, terdapat 17 stasiun berkisar 3-4 pada skala rugosity makro, 
menunjukkan batuan karang berkisar 0,5-1 m dan 1-2 m kedalamannya. Delapan stasiun sisanya 
berada pada 4-5 dari skala rugosity makro, yang menunjukkan celah antara karang > 2 m dan setiap 
stasiun yang terdapat taji utama, pilar, dan goa – goa. Stasiun tersebut antara lain Sermata 2, Sermata 
3, Tanjung Nunukae, Kaiwatu, Tanjung Yautu, Grouper Fate, Amortaun, dan Sea Mount.

Rugosity

Gambar 4.14. Macro Rugosity – rata-rata nilai macro rugosity terhitung dari seluruh transek. Bar
             menunjukkan standar error.

Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya | 48

Mikro rugosity relatif kurang bervariasi dibandingkan dengan makro rugosity. Dari 26 stasiun, hanya 
satu stasiun yang berada pada skala 2 – 3 rugosity mikro yaitu Luang Barat 2 (Gambar 4.15). Pada 
skala 3 – 4 rugosity mikro terdapat 13 stasiun, kemudian sisanya terdapat 12 stasiun yang berada 
pada skala 4 – 5 rugosity mikro. Stasiun tersebut antara lain Tanjung Nunukae, South Redong, North 
Redong, Tiakur, Kaiwatu, Amortaun, Grouper Fate, Buffalo Reef, Pulau Kelapa, Tanjung Wahar, 
Sermata 3, dan Sea Mount.

Gambar 4.15. Micro Rugosity – rata-rata nilai micro rugosity terhitung dari seluruh transek. Bar
            menunjukkan standar error.

Hasil pengamatan di Kabupaten MBD sebanyak 46 lokasi penyelaman menemukan sebanyak 
216 species dalam 15 famili ikan karang EKKP3K. Sementara jika dihitung seluruh spesies yang 
teramati oleh penyelam baik di dalam dan diluar transek, maka angkanya menjadi 403 spesies ikan. 
Keanekaragaman jenis ikan karang di wilayah ini banyak dipengaruhi oleh topografi bentang terumbu, 
sirkulasi massa air dan kondisi tutupan karangnya disetiap lokasi pengamatannya. Pemilihan lokasi 
penyelaman di tahun 2014 sangat berbeda dengan tahun 2015, dimana tahun 2014 lokasinya di lokasi-
lokasi penyelaman yang jarang didatangi nelayan dan tahun 2015 dipilih berdasarkan kedekatan 
dengan desa/pemukiman contoh agar aksesnya lebih mudah. Kelimpahan maupun biomassa ikan 
juga cukup jauh berbeda, hal ini disebabkan lokasi yang dekat pemukiman sehingga memiliki tekanan 
terhadap ekosistem terumbu karang cukup tinggi. Selain itu, masyarakat Kabupaten MBD masih 
menggunakan peralatan sederhana sehingga pencarian ikan dilakukan hanya di sekitar desa.

4.3.4  Komunitas Ikan Karang
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Gambar 4.16. Famili Caesionidae di Pulau Masela [©Fakhrizal Setiawan/WWF-Indonesia].

Gambar 4.17. Schooling Ikan Barakuda di Jagotutun (Magic Corner) [©Fakhrizal Setiawan/WWF-
            Indonesia].
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Gambar 4.18. Ikan karang di lokasi penyelaman Tg. Bapia [©Fakhrizal Setiawan/WWF-Indonesia].

Gambar 4.19. Schooling ikan Caesionidae di lokasi Tg. Madalahar 2 [©Fakhrizal Setiawan/WWF-
             Indonesia].
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Famili ikan karang yang di analisis meliputi ikan karang yang masuk dalam kategori ikan ekonomis 
penting atau ikan target yang meliputi Acanthuridae, Siganidae, Scaridae, Serranidae, Haemulidae, 
Lutjanidae (khusus Genus Cheilinus atau ikan Napoleon), Labridae, Caesionidae, Scombridae, 
Sphyraenidae, Sphyrinidae, Lethrinidae, Carangidae, Carcharhinidae, Dasytaidae dan Nemipteridae 
sesuai dengan E-KKP3K. Lebih dari setengah (70%) kelimpahan ikan target didominasi oleh ikan 
dari famili Caesionidae atau ikan ekor kuning, ini memperlihatkan bahwa ikan ekor kuning sangat 
melimpah di Kabupaten MBD. Sedangkan kelimpahan famili ikan target terendah ada pada famili 
Carcharhinidae atau keluarga ikan hiu (<0,01%) atau hanya ditemukan 2 ekor saja yang masuk di 
dalam transek selama dilakukannya survei (Gambar 4.20). Selama survei, tim tidak menjumpai ikan 
karang dari famili Sphyrinidae.

Kelimpahan Ikan

Gambar 4.20. Komposisi kelimpahan ikan target di Kabupaten MBD.

Penentuan kriteria kelimpahan ikan karang menurut COREMAP II didasarkan pada kelimpahan ikan 
karang kelompok ikan target (Manuputty and Djuwariah 2009). Kelompok ikan target dikategorikan:
• Sedikit (individu ikan target <50 ind/transek atau < 2000 ind/Ha)
• Cukup (individu ikan target 50-100 ind/transek atau 2000-4000 ind/Ha)
• Melimpah (individu ikan target > 100 ind/transek atau > 4000 ind/Ha)

Kelimpahan ikan karang tertinggi terdapat di lokasi Buffalo Reef dengan nilai rata-rata kelimpahan 
sebesar 38.308 ± 3.376 Ind/Ha dan terendah di lokasi Moa 1 sebesar 1.326 ± 91 Ind/Ha dengan rata –
rata sebesar 11.602 + 1.495 Ind/Ha % (Gambar 4.21). Berdasarkan kriteria COREMAP II, kelimpahan 
ikan karang di Kabupaten MBD masuk dalam kategori Melimpah. Lokasi Buffalo Reef yang memiliki 
kelimpahan tertinggi kemungkinan disebabkan lokasi yang memiliki tipe tebing (wall) dengan 
banyak terdapat celah dan gua-gua yang merupakan lokasi untuk bersembunyi sekaligus berlindung 
dari aktivitas merusak terutama pengeboman. Sedangkan lokasi Moa 1 yang memiliki kelimpahan 
terendah kemungkinan dikarenakan tingginya aktifitas penangkapan dan lokasinya yang sangat 
dekat dengan perkampungan sehingga aktivitas penangkapan lebih intensif di lokasi ini. Kelimpahan 
ikan karang banyak dipengaruhi oleh kondisi dan tutupan substrat karangnya, kondisi perairannya 
serta tingkat penangkapan di lokasi tersebut.
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Gambar 4.21. Histogram rata-rata (+SE) kelimpahan ikan karang di Kabupaten MBD.

Ikan karnivora berdasarkan daftar EKKP3K antara lain Serranidae, Haemulidae, Lutjanidae, 
Lethrinidae, Carangidae, Scombridae, Nemipteridae, Sphyraenidae, Carcharhinidae, Caesionidae, 
Sphyrinidae, dan Dasyatidae. Biasanya ikan ini merupakan ikan primadona yang dijadikan tangkapan 
penting nelayan di area terumbu karang. Kelimpahan ikan karnivora sangat tergantung  kepada 
ketersediaan jejaring makanan yang ada di bawah piramidanya. Kelimpahan ikan karnivora tertinggi 
terdapat di lokasi Buffalo reef sebesar 33.682 + 2.970 Ind/Ha dan terendah di lokasi Jerusu 244 
+ 24 Ind/Ha dengan nilai rata-rata kelimpahannya sebesar 9.802 + 1.475 Ind/Ha (Gambar 4.22). 
Sekitar 16 lokasi memiliki kelimpahan ikan karnivora lebih dari rata-rata atau sekitar 35% dari total 
keseluruhan lokasi yang disurvei.

Kelimpahan Ikan Karnivora

Gambar 4.22. Histogram rata-rata (+SE) kelimpahan ikan karnivora di Kabupaten MBD.
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Kelimpahan ikan herbivora tertinggi terdapat di Pulau Kelapa sebesar 5.452 + 537 Ind/Ha dan 
terendah di lokasi Tanjung Wahar sebesar 788 + 51 Ind/Ha dengan nilai kelimpahan rata-rata sebesar 
1.800 + 134 Ind/Ha (Gambar 4.23).

Kelimpahan Ikan Herbivora

Gambar 4.23. Histogram rata-rata (+SE) kelimpahan ikan herbivora di Kabupaten MBD.

Biomassa ikan karang yang didapatkan dari 15 Famili menunjukan lebih dari setengahnya (53,4%) 
didominasi oleh ikan dari Famili Cesionidae atau ikan ekor kuning dan yang terendah dari famili 
Carcharinidae atau ikan hiu (0,01%) dan Nemipteridae (0,02%) (lihat Gambar 4.24).

Biomassa Ikan Karang

Gambar 4.24. Komposisi biomassa ikan target di Kabupaten MBD.
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Biomassa ikan karang rata-rata di Kabupaten MBD sebesar 2.584 + 334 Kg/ha dengan nilai tertinggi 
terdapat di lokasi Tg. Madalahar 2 di Pulau Kisar sebesar 7.540 + 544 Kg/ha dan terendah terdapat 
di lokasi North Romang sebesar 286 ± 18 Kg/Ha Gambar4.27. Lokasi di Tg. Madalahar 2 pada 
saat pengambilan data memang dijumpai schooling ikan ekor kuning (Caesionidae) dalam  jumlah 
tinggi sehingga menyebabkan biomassa total di lokasi ini ikut meningkat. Sedangkan dilokasi North 
Romang paling kecil biomassanya, hal ini belum dapat dipastikan penyebabnya tetapi dilihat dari 
konturnya yang relatif landai dengan sedikit lokasi karang untuk bersembunyi dan didominasi oleh 
karang Porites massive mengakibatkan ikan besar tidak banyak dijumpai dilokasi ini. Lokasi terbuka 
seperti ini sangat rentan terhadap gangguan dari alam maupun manusia. Hal ini dapat terjadi baik dari 
masyarakat pulau sendiri maupun nelayan dari daerah asing. Sistem sasi dengan peralatan sederhana 
yang diterapkan dilokasi ini menyasar teripang (Holoturoidea), Lola (Trochus sp.), Batu laga (Turbo 
sp.) dan beberapa jenis kerang yang banyak terdapat dilokasi  dangkal yang landai, sehingga sangat 
mudah untuk dilakukannya praktek penangkapan merusak dimana biota yang terkena potasium 
sianida ataupun bom ikan tidak jauh dari sekitar lokasi kegiatan penangkapan.

Gambar 4.25. Kondisi di depan Desa Wasarili yang Landai dan sangat mudah untuk dilakukannya
              perikanan yang merusak [©Fakhrizal Setiawan/WWF-Indonesia].

Gambar 4.26. Kondisi di Pulau Mitan-Romang, Pulau Kosong ini terlihat rusak. Lokasinya yang
               cukup jauh dari desa membuatnya jauh dari pengawasan [©Fakhrizal Setiawan /WWF-
            Indonesia].
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Ikan ditemukan dalam jumlah besar umumnya memiliki karakteristik karang yang banyak celah 
sembunyi dan konturnya berupa drop off hingga wall sehingga ikan lebih leluasa bersembunyi dan 
bergerak di lokasi seperti ini. Banyak di wilayah MBD yang memiliki potensi ikan target sangat tinggi 
dimana lebih dari 20 lokasi yang memiliki stok biomassa ikan target yang lebih dari 2.000 Kg/Ha, hal 
ini menjadi dasar dimana Kabupaten MBD menjadi lokasi yg patut dijaga sebagai lumbung protein 
bagi wilayahnya.

Gambar 4.27. Histogram rata-rata bimassa (+ SE) ikan karang di semua lokasi survei.

Terdapat 98 spesies dalam 11 famili ikan karang yang dikelompokkan kedalam ikan karnivora dimana 
biomassa ikan karnivora tertinggi terdapat di lokasi Tg. Madalahar 2 sebesar 6.891 ± 502 Kg/Ha 
dan terendah di lokasi Jerusu sebesar 67 ± 9 Kg/Ha dengan nilai rata-rata biomassanya sebesar 
2.098 + 502 Kg/Ha (Gambar 4.28a). Lokasi yang memiliki biomassa tinggi memiliki potensi besar 
dibidang perikanan karang dan terlebih lagi dari sisi ekologi, puncak rantai makanan masih terlihat 
baik dimana banyaknya ikan karnivora mengindikasikan produsen dan konsumen tingkat 1 dan 2 di 
rantai piramida makanan masih tersedia lebih banyak dibandingkan ikan karnivoranya.

Biomassa ikan herbivora di Kabupaten MBD berdasarkan EKKP3K meliputi Acanthuridae, Scaridae, 
Siganidae dan Labridae dimana terdapat 118 spesies dari 4 famili yang ditemukan di lokasi MBD. 
Biomassa ikan herbivora tertinggi terdapat di lokasi Jagotutun sebesar 1.515 ± 93 Kg/Ha dan terendah 
terdapat di lokasi Yalurna sebesar 130 ± 9 Kg/Ha dengan nilai rata-rata sebesar 486 + 50 Kg/Ha 
(Gambar 4.28b).

Biomassa Ikan Karnivora dan Herbivora
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(a)

(b)

Gambar 4.28. Histogram Rata-Rata Biomassa Ikan (a) Karnivora dan (b) Herbivora (+ SE) di semua
              Lokasi Survei.

Gambar 4.29 di bawah menggambarkan dinamika sumber dan penyebaran larva dimana warna yang 
lebih gelap memiliki nilai yang lebih tinggi. Gambar atas menunjukkan sumber larva dari lokasi 
sendiri (self-replenishment), tengah: larva diekspor keluar wilayahnya dan yang bawah: sumber larva 
berasal dari lokasi lain (impor larva). Lokasi Kabupaten MBD berada di antara Kabupaten MTB (Kep. 
Tanimbar) dan Provinsi NTT, berdasarkan 3 gambar dibawah ini sumber larva (warna lebih gelap) 
bersumber lebih banyak dari luar MBD, namun beberapa lokasi juga memiliki sumber larva sendiri 
seperti di Atol Meatimarang, Pulau Babar dan beberapa lokasi di Pulau Wetar. Lokasi di Meatimarang 
di tahun 2014 ditemukan Kerapu Sunu Bintang (Plectropomus areolatus) dengan ukuran >40 cm 
cukup banyak, serta melimpahnya ikan karnivora besar lainnya seperti ikan Kuwe (Carangidae) dan
Baracuda (Sphyraenidae). Lokasi ini jarang terjadi atau ditemukan di lokasi lain dengan kelimpahan 
sangat banyak. Hasil wawancara nelayan di sekitar Atol memang puncak penangkapan kerapu terjadi 
di bulan Oktober dan November tiap tahunnya. Hal ini dapat dicurigai sebagai lokasi berkumpulnya  

4.3.5  Konektivitas Larva
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Bikan kerapu untuk memijah. Namun hal ini perlu pengamatan yang lebih mendalam untuk 
menyimpulkannya.

Berdasarkan pola arus di musim barat (west monsoon) dan timur (east monsoon) lokasi di Kabupaten 
MBD terlihat pergerakan yang berlawanan diantara kedua musim tersebut sehingga Kabupaten MBD 
mendapatkan asupan larva dari Kepulauan Tanimbar dan juga dari Provinsi NTT.

Gambar 4.29. Sebaran larva di kawasan Nusa Tenggara Timur, MBD dan MTB: sumber larva dari 
              lokasi sendiri (atas), sumber ekspor larva (tengah), dan sumber impor larva (bawah).

Selama ekspedisi berlangsung, tim ekspedisi melakukan pengamatan spesies panji saat kapal sedang 
berjalan maupun sedang bersandar. Spesies panji yang dapat ditemukan adalah Paus, Penyu, Hiu, dan 
Pari. Selain itu, informasi ini juga dikumpulkan melalui pemetaan partisipatif. Dari hasil pemetaan 
partisipatif, Penyu merupakan spesies panji yang paling bayak ditemukan, yaitu di 16 lokasi. Tiga 
diantaranya merupakan lokasi peneluran Penyu, yaitu di Desa Luang Timur, Desa Tomra, dan Pulau 
Maopora. Spesies lain yang ditemukan adalah Hiu (8 lokasi), Duyung (8 lokasi), paus (7 lokasi), 
lumba-lumba (7 lokasi), dan pari (3 lokasi) (Tabel 4.4).

4.3.6  Jumlah, Jenis dan Sebaran Spesies Panji

Tabel 4.3. Sebaran spesies panji di Kabupaten MBD berdasarkan hasil pemetaan partisipatif.

Jenis Spesies Panji Nama Desa/Pulau Jumlah Lokasi

Hiu
Pulau Nyata, Desa Kaiwatu, Pulau Luang, Pulau Kalapa, Pulau 
Sermata, Selata Pulau Liran, Barat Daya Pulau Dawelor, dan 
Barat Pulau Dawelor

8

Penyu

Pulau Nyata, Pulau Leti, Desa Kaiwatu, Latalola Besar, Pulau 
Meatimarang, Pulau Luang, Pulau Kalapa, Luang Timur 
(Peneluran Penyu), Desa Nuwewang, Desa Tomra (Peneluran 
Penyu), Desa Ustutun, Selatan Pulau Wetar, Desa Watuwey, 
Pulau Maopora (Peneluran Penyu), dan Barat dan Utara 
Desa Elo

16
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Duyung/Dugong
Pulau Nyata, Pulau Meatimarang, Pulau Luang, Pulau 
Kalapa, Desa Jerusu, Desa Kour Yatuna, Pulau Kelang, 
dan Pulau Maopora

8

Paus
Pulau Leti, Pulau Moa, Barat Daya Pulau Dawera, Timur 
Laut Pulau Dawera, Barat Daya Pulau Dawelor, Timur 
Laut Pulau Dawelor, dan Utara Desa Elo

7

Lumba-lumba Desa Kaiwatu, Desa Serili, Pulau Meatimarang, Pulau 
Kalap, Desa Nuwewang, Desa Tomra, dan Pulau Kelang 7

Pari Pulau Meatimarang, Pulau Luang, dan Pulau Kalapa 3

Gambar 4.30. Persebaran habitat dan spesies penting di desa contoh di Kabupaten MBD.

Pengumpulan persepsi masyarakat mengenai habitat dan spesies penting di Kabupaten MBD 
dilakukan di 14 desa contoh. Hasilnya, mayoritas masyarakat dari desa contoh (11 Desa) menganggap 
terumbu karang sebagai habitat penting. Habitat lainnya yang dianggap penting berturut-turut 
adalah kawasan meti (mencakup habitat di daerah pasang surut), lamun, bakau, tubir, pasir, dan 
pelagis. Kawasan pesisir (karang, meti, lamun, dll) terlihat lebih dianggap penting oleh masyarakat 
dibandingkan dengan kawasan pelagis atau perairan terbuka. Bakau hanya ditemukan di beberapa 
lokasi saja, yaitu Pulau Liran, Pulau Romang, Pulau Kelapa, dan Pulau Amortaun (dekat P. Luang), 
dan Pulau Dawelor.

Persepsi Masyarakat mengenai Habitat dan Spesies Penting
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Sebagian besar masyarakat dari desa contoh merasa kondisi habitat penting masih dalam keadaan 
baik. Hanya 2 desa yang merasa kondisi habitat penting saat ini dalam keadaan kurang baik dan 4 desa 
merasa habitat penting sudah rusak. Dibandingkan dengan 10 tahun terakhir, 11 desa contoh merasa 
adanya penurunan kondisi habitat dan 1 desa tidak merasakan ada perubahan apapun. Sebaliknya, 
2 desa contoh merasakan adanya peningkatan kondisi karena adanya penegakkan hukum. Beberapa 
ancaman terhadap habitat penting tersebut adalah praktek perikanan merusak (penggunaan bom 
dan potasium) oleh nelayan andon, pemanfaatan batu karang dan pasir untuk bahan bangunan, 
gelombang besar akibat angin kencang, lalu lintas kapal, dan kerusakan habitat lamun.

Selain habitat penting, informasi mengenai spesies laut yang dianggap penting oleh masyarakat di 
desa contoh juga dikumpulkan. Spesies-spesies tersebut berturut-turut adalah lola, teripang, ikan 
karang (‘batu-batu’), Penyu, batulaga, lumba-lumba, kima, gurita, lobster, dugong, paus, rumput 
laut, hiu, kerang-kerangan, cumi-cumi, udang, dan pari. Hampir seluruh spesies ini dimanfaatkan 
oleh masyarakat desa contoh kecuali Lumba-lumba, Paus, dan Dugong. Penyu dimanfaatkan hanya 
di beberapa desa contoh saja. Spesies-spesies ini dapat ditemukan di perairan dan kawasan meti 
di sekitar desa-desa contoh serta di beberapa perairan dan gugusan pulau lepas pantai tempat 
masyarakat melaut dan menangkap ikan.

(a)

Gambar 4.31. Kondisi habitat penting (a) dan perubahannya dalam 10 tahun terakhir (b).

(b)

Sebagian besar masyarakat desa contoh merasa kondisi spesies penting dalam keadaan baik, namun 
terjadi perubahan jika dibandingkan dengan kondisi 10 tahun yang lalu. Beberapa desa merasakan 
adanya penurunan akibat penggunaan alat tangkap yang merusak (bom dan potasium) dan pencurian 
oleh nelayan andon. Hanya satu desa contoh yang merasa tidak ada perubahan kondisi spesies penting 
hingga sekarang. Sebaliknya, dua desa contoh merasakan peningkatan kondisi spesies penting akibat 
alih profesi menjadi budidaya rumput laut dan larangan pemerintah desa untuk penggunaan alat 
tangkap bom dan potasium.

Dari seluruh ancaman yang telah disebutkan diatas, ancaman yang paling dikhawatirkan masyarakat 
di desa contoh adalah nelayan andon yang umumnya memanfaatkan sumberdaya laut di sekitar desa 
mereka dengan menggunakan alat tangkap yang merusak, yaitu bom, potasium, dan bore (akar tuba). 
Selain itu, angin badai dan gelombang tinggi juga dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi 
sumber daya laut.
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Gambar 4.32. Grafik ancaman terhadap ketersediaan sumberdaya laut di desa contoh.

4.4  DISKUSI

Ekosistem Terumbu Karang di Kabupaten MBD didominasi oleh terumbu karang tepi (fringing 
reef) dengan tingkat kemiringan yang landai. Kemiringan yang landai ini menyebabkan adanya 
persebaran terumbu karang secara vertikal. Selain itu, karakter terumbu karang yang mayoritas 
terpapar mendukung tingginya keanekaragaman terumbu karang di wilayah ini. Hal ini dikarenakan 
gelombang dapat dengan mudah mencapai kawasan ini dengan membawa oksigen dan plankton serta 
dapat membantu membersihkan pengendapan pada koloni atau polip karang. Namun, gelombang 
yang terlalu besar justru dapat merusak struktur terumbu karang (Darmadi, 2010).

Karakter lokasi seperti ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena tingginya keanekaragaman 
ekosistem terumbu karang yang terbentuk. Namun, karakternya yang terpapar dapat menghambat 
aktivitas nelayan ketika musim gelombang. Masyarakat menjadi sangat tergantung pada musim 
untuk melakukan pemanfaatan sumber daya laut.

4.4.1  Karakteristik Lokasi

Kondisi karang keras di 46 stasiun masih relatif baik, didominasi oleh karang keras (37%) dan karang 
lunak (27%). Angka ini lebih tinggi daripada tutupan karang keras di Kawasan Konservasi Perairan 
dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Pulau Kei, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya yaitu sebesar 27,1% 
(Prabuning, et al., 2016) dan KKP Pulau Koon-Neiden yaitu sebesar 33% yang masuk dalam kategori 
baik (Prastowo, Amkieltiela and Abdillah 2016). 

Jumlah genus di 27 stasiun yang ditemukan pun cukup banyak untuk di tiap lokasi, menunjukkan 
bahwa keanekaragaman karang di MBD masih terjaga. Sebanyak 89% karang keras yang ditemukan

4.4.2  Ekosistem Terumbu Karang
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berada dalam kondisi sehat. Dari 27 stasiun yang diukur, hanya 11% yang mengalami gangguan 
kesehatan, termasuk diantaranya terkena predation sebesar 0,19%, tissue loss – non predation sebesar 
0,06%, tissue discoloration sebesar 2,04%, growth anomalies sebesar 1,59%, dan compromised 
health sebesar 7,04%. Gangguan kesehatan ini umumnya bersifat alami dan tidak menular. Kondisi 
ekosistem terumbu karang yang berada di dekat desa memiliki ancaman antropogenik. Ancaman 
tersebut antara lain karena penggunaan alat-alat tangkap yang dapat merusak ekosistem terumbu 
karang. Kondisi ekosistem di beberapa stasiun seperti South Romang dan Masela 1 memiliki 
persentase pecahan terumbu karang tertinggi. Bila tidak dicegah dan diawasi, kerusakan ekosistem 
terumbu karang akan semakin meningkat.

Saat ini ikan target masih dalam kondisi yang tidak tereksploitasi secara berlebih. Kelimpahan dan 
biomassa ikan target berturut-turut masuk kategori melimpah (11.602 + 1.495 Ind/Ha) dan tinggi 
(2.584 + 334 Kg/Ha) dengan didominasi oleh famili Caesionidae (ikan ekor kuning). Nilai kelimpahan 
Kabupaten MBD jauh lebih tinggi dari kelimpahan ikan di KKP3K Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan 
Perairan Sekitarnya (7.735 + 2.507 Ind/Ha) dan KKP Pulau Koon dan Pulau Neiden (4.299 + 840 
Ind/Ha). Hal yang sama berlaku untuk biomassa, dimana nilai biomassa KKP3K Pulau Kei Kecil, 
Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya dan KKP Pulau Koon dan Pulau Neiden berturut-turut adalah 
2.059 + 1.126 Kg/Ha dan 1.542 + 629 Kg/Ha (Prabuning, et al. 2016, Prastowo, Amkieltiela and 
Abdillah 2016). Hal ini menunjukkan bahwa perikanan kawasan MBD masih memiliki potensi yang 
besar untuk dikembangkan pemanfaatannya. Tingginya tutupan karang keras dan karang lunak juga 
menunjukkan potensi pengembangan wisata di kabupaten ini. Namun, pengembangannya harus 
mempertimbangkan dampak ekologi yaitu dengan mengembangkan praktek-praktek perikanan dan 
wisata yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan 
sektor pariwisata harus memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek untuk kelestarian 
ekosistem terumbu karang di MBD.

Untuk memperbaiki kualitas ekosistem terumbu karang diantaranya adalah penambahan biota yang 
di-sasi. Tidak hanya lola, teripang, batu laga, dan kima, tapi juga ikan terutama ikan karang. Belum 
adanya sasi terhadap ikan karang menyebabkan penangkapan yang tidak terkontrol. Selain ditambah 
sasi terhadap ikan, buka tutup sasi harus diatur berdasarkan ukuran tangkap yang diperbolehkan 
yang didasari dari kajian ukuran pertama kali matang gonad (Length at first Maturity - LM). Banyak 
ikan karang yang ditangkap pada usia yang seharusnya belum boleh ditangkap, hal tersebut dapat 
menimbulkan berkurangnya tingkat reproduksi ikan. Penegakan hukum terkait perusak lingkungan 
juga harus ditingkatkan terutama untuk bom, potas, dan bore.

4.4.3  Spesies Penting
Hasil ekspedisi menunjukkan bahwa masih ditemukannya spesies panji di kabupaten MBD, yaitu 
Hiu, Penyu, Paus, Lumba-lumba, Dugong, dan Pari (Tabel 4.4). Saat kapal berjalan, tim menemukan 
sepasang Paus Sperma (Physeter macrocephalus) sedang melintas di selat antara Pulau Wetar dan 
Pulau Romang.

Selain ikan paus, mamalia laut yang ditemukan adalah lumba-lumba Spinner (Stenella longirostris) 
dan Common Dolphin (Delphinus delphis) yang sedang mencari makan dengan kelompoknya. 
Selama perjalanan ditemukan sebanyak 3 kali lumba-lumba yang sedang schooling. Selama ekspedisi 
berlangsung, tim ekspedisi tidak menemukan duyung sama sekali. Kemungkinan besar wilayah ini 
merupakan jalur migrasi mamalia laut karena banyaknya mamalia yang melintas di perairan ini.
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Gambar 4.33. Seekor Paus Sperma (Physeter macrocephalus) terlihat sedang berenang di permukaan 
             [©Beginer Subhan/WWF-Indonesia].

Spesies panji yang ditemukan di kabupaten ini tidak hanya mamalia laut. Beberapa ekor penyu 
sering terlihat di perairan ini. Penyu yang sering terlihat oleh tim ekspedisi adalah jenis Penyu Hijau 
(Chelonia mydas) dan Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata). Penyu termasuk spesies penting, 
namun 7 dari 14 desa contoh di Kabupaten MBD memanfaatkan penyu sebagai bahan makanan. 
Selain penyu, spesies penting yang dapat ditemukan di perairan ini adalah hiu dan pari. Spesies hiu 
yang ditemukan langsung oleh tim ekspedisi adalah Hiu Sirip Putih (Triaenodon obesus) dan Hiu 
Perawat (Ginglymostoma cirratum). Hiu tersebut ditemukan sedang bersembunyi di antara celah-
celah karang dengan tipe karang dinding atau yang disebut ‘wall’. Pari yang termasuk dalam spesies 
panji adalah Pari Manta, selama survei cepat hanya ditemukan 1 jenis spesies Pari Manta (Manta 
alfredi) yang ditemukan saat melakukan penyelaman di Pulau Moa.

Gambar 4.34. Hiu Perawat (Ginglymostoma cirratum) sedang bersembunyi di celah karang 
              [©Fakhrizal Setiawan/WWF-Indonesia].
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Data sebaran spesies panji diperkuat dengan informasi yang didapatkan melalui Focus Group 
Discussion (FGD) oleh tim sosial dari 14 desa contoh di Kabupaten MBD. Hasil FGD menunjukan 
bahwa masyarakat masih menemukan beberapa spesies panji seperti paus, lumba-lumba, duyung, 
penyu, hiu, dan pari di sekitar desanya. Secara keseluruhan, paus dianggap penting di 3 desa contoh; 
lumba-lumba di 5 desa contoh; duyung di 3 desa contoh; penyu di 7 desa contoh; hiu di 3 desa contoh; 
dan pari di 1 desa contoh.

Gambar 4.35. Pari Manta (Manta alfredi) ditemukan saat melintas di perairan sekitar Pulau Moa
             [©Amkieltiela/WWF-Indonesia].
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Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang terletak di bagian selatan wilayah Maluku memiliki sejarah 
yang dipenuhi dengan kisah yang menceritakan bagaimana raja-raja setempat menghadapi penjajah 
di zaman dahulu. Datangnya penjajah Eropa di kawasan Maluku dikarenakan mereka melihat potensi 
sumber daya alam yang sangat menjanjikan (Koentjaraningrat 1993). Para penjajah memanfaatkan 
hasil bumi Maluku guna mendukung kegiatan perdagangan Belanda. Kedatangan penjajah dari 
Hinda Belanda membawa peraturan baru yang diciptakan untuk melancarkan perdagangan dengan 
pemimpin setempat dan orang-orang yang dipandang dan berkuasa (Fox 2011). Pengelolaan 
administratif ini kemudian mengubah sistem bermukim masyarakat MBD yang pada mulanya hanya 
diatur oleh raja-raja setempat, kemudian mendapatkan campur tangan aturan-aturan pemerintah 
kolonial. Hal ini juga merubah sistem kebudayaan masyarakat yang harus menyesuaikan dari sistem 
masyarakat lokal menjadi bentuk administratif pemerintah yang terpusat.

Saat ini, Kabupaten MBD telah menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku sejak mengalami 
pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara di tahun 2008. Menurut Van Vollendam, orang-orang 
yang mendiami pulau-pulau di Kawasan MBD masuk dalam kategori Kepulauan Barat Baya dalam 
hukum adat di Indonesia seperti orang Wetar, Ruma, Damar, Kisar, Leti. Kategori kepulauan Barat 
Daya merupakan kelompok tersendiri yang berbeda dengan Lingkungan Hukum Adat Maluku seperti 
orang Ambon, Kei, Buru dan wilayah lainnya di bagian utara Maluku (Kuntjoroningrat 1969).

Sebagai Kabupaten, saat ini MBD secara perlahan masih dalam tahap mengembangkan wilayahnya. 
Infrastruktur di Kabupaten MBD masih terbatas dan belum memadai. Masyarakat masih hidup 
dalam keterbatasan dan belum ada pemerataan infrastruktur di setiap pulaunya. Berdasarkan data 
BPS, hanya 58,81% keluarga di Kabupaten MBD yang menikmati aliran listrik PLN. Distribusi 
listrik dari PLN yang saat ini berlangsung masih belum merata. Penerangan umum juga sangat 
minim dikarenakan 83,76% desa belum memiliki penerangan jalan. Lebih lanjut, dalam kebutuhan 
telekomunikasi, hanya 18,80% desa yang terjangkau sinyal telepon genggam, hal ini menunjukkan 
keadaan Kabupaten MBD masih perlu dikembangkan guna mendukung kemajuan masyarakat (BPS 
Maluku Barat Daya 2014).

Literatur ilmiah yang memuat data mengenai wilayah MBD baik dalam biologi/ekologi, biofisik atau 
oseanografi maupun sosial ekonomi masih sangat terbatas (Wisesa 2013). Tidak banyak informasi 
terkait isu sosial dan ekonomi yang menjelaskan mengenai dinamika masyarakat di MBD. Dalam 
rangka membangun kawasan MBD khususnya dalam perencanaan ruang laut, dibutuhkan data 
terkini mengenai kawasan tersebut. Survei cepat dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi 
yang aktual mengenai keadaan masyarakat MBD sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan 
kawasan. Keadaan lingkungan yang masih dalam kondisi baik perlu dijaga dengan dibangunnya 
pengelolaan yang sesuai dengan keadaan setempat. Pada pembangunan-pembangunan yang akan 
dilakukan diperlukan pemahaman akan keadaan sosial, ekonomi serta budaya dari masyarakat 
setempat sehingga pengelolaan laut yang akan dibentuk bisa mendukung kehidupan masyarakat dan 
didukung oleh masyarakat.

BAB 5 KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
Ignatia Dyahapsari, Nara Wisesa, Phillip Mohebalian & Louise Glew

5.1  PENDAHULUAN
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Salah satu kegiatan survei cepat adalah mengumpulkan data mengenai karakteristik sosial penduduk 
MBD untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika masyarakat 
khususnya dalam isu sosial dan ekonomi. Untuk memahami masyarakat secara keseluruhan, 
informasi mendasar menjadi hal yang penting sehingga dapat menjelaskan dengan lebih komprehensif 
mengenai kesejahteraan ekonomi masyarakat di MBD. Seluruh dinamika masyarakat yang muncul 
menjadi informasi penting untuk mendukung rencana pembangunan khususnya dalam membangun 
desain KKP yang mendukung perikanan berkelanjutan dan program kerja pemerintah khususnya 
provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (Bawole and Apituley 2011).

5.2  METODE
Penelitian tentang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten MBD dilakukan dengan cara modifikasi 
survei Potensi Desa (PODES) yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Badan Pusat Statistik 
Indonesia. Sejumlah adopsi dan perubahan pertanyaan dalam PODES antara lain mengenai : 
karakteristik demografi pemukiman (misal: jumlah populasi, agama), karakteristik ekonomi (misal: 
kegiatan ekonomi utama), pendidikan (misal: infrastruktur pendidikan, tren melek huruf), kesehatan 
(misal: infrastruktur kesehatan, wabah penyakit), kohesi masyarakat dan kelompok sosial (misal: 
koperasi), infrastruktur dan komunikasi (misal: jenis bahan bakar rumah tangga, air dan sanitasi) 
dan administrasi pemukiman (karakteristik demografi aparatur desa). 

Sebagai tambahan, responden juga diberikan pertanyaan mengenai pengaturan hak kelola adat 
dan sejarah pemukiman. Sebagian besar pertanyaan dalam survei ini berbentuk pilihan, dengan 
beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka. Data primer dan sekunder diperoleh dari wawancara 
terhadap perwakilan aparat desa (kepala desa atau informan kunci) di 13 desa contoh (sepuluh pulau) 
di Kabupaten MBD, dilakukan antara tanggal 1 sampai dengan 15 November 2015 (Gambar 5.1). 
Pemilihan lokasi dilakukan secara oportunistik berdasarkan kedekatan lokasi dengan survei lokasi 
survei ekologi, dan aksesibilitas tim ke desa tersebut.

Gambar 5.1. Lokasi desa contoh pengambilan data pada Survei Cepat di Kabupaten MBD, 2015.
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Wawancara dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan berpengalaman dengan metodologi ilmu sosial. 
Proses wawancara berlangsung antara 45-60 menit. Data hasil wawancara direkam dalam lembar 
catatan dan dianalisis lebih lanjut oleh tim analisa data.

5.3  HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data BPS Maluku Barat Daya (2015), populasi masyarakat di Kabupaten MBD adalah 
72.010 penduduk terdiri dari 35.705 perempuan dan 36.305 laki-laki. Selanjutnya, sejak tahun 2011 
jumlah penduduk tidak banyak mengalami perubahan dari 71.730 orang. 

Sejarah masyarakat di kawasan MBD sangat kaya dengan cerita raja-raja dan penguasa jaman 
dahulu yang berhadapan dengan penjajah Belanda, Portugis dan negara lainnya. Pada zaman dahulu 
masyarakat MBD bermukim di dataran tinggi yang kemudian dipindahkan ke wilayah dataran rendah 
dengan adanya peraturan administratif yang dibentuk oleh penguasa wilayah tersebut. Kegiatan 
bercocok tanam dan berkebun sudah dilakukan oleh masyarakat MBD sejak dahulu dalam usaha 
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, kegiatan menangkap ikan juga sudah dilakukan 
sejak dahulu dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana.

Pengetahuan akan bercocok tanam dan menangkap ikan sudah dimiliki oleh masyarakat dan diajarkan 
secara turun temurun. Sebelum pemukiman dikelola dalam bentuk administratif kolonial, lokasi 
pemukiman yang kebanyakan terletak di dataran tinggi menjadikan kegiatan berkebun dan bertani 
sebagai aktivitas utama yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bahasa yang 
digunakan di kawasan MBD sehari-hari adalah campuran antara bahasa lokal dan bahasa Indonesia 
dengan dialek Ambon. Bahasa lokal di setiap pulau berbeda-beda, begitu pula setiap daerah dalam 
pulau-pulau yang memiliki beberapa bahasa di dalam masyarakat (Tabel 5.1).

5.3.1  Demografi dan Sejarah Masyarakat

Tabel 5.1. Bahasa lokal yang berkembang di masyarakat desa contoh.

Pulau Desa Bahasa

Liran Ustutun

Bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Iliung (digunakan 
oleh suku Iliung yang tersebar pada 8 desa di P.Liran, P. Wetar 
dan sekitar). Di Pulau Liran terdapat dua bahasa lokal yaitu 
bahasa Liarang Barat (Dusun Manoha) dan Liang Timur.

Kisar Wonreli (Dusun 
Yawuru)

Bahasa asli masyarakat adalah Bahasa Meher dan Bahasa Werata 
(masyarakat yang leluhurnya dari Timor Leste).

Romang
Jerusu (terma-
suk Dusun Kour 
Yatuna)

Mayoritas menggunakan bahasa Romang. Di desa Solat dan Hila 
masyarakat menggunakan bahasa Kisar. Antara bahasa Kisar 
dan Romang relatif berbeda namun ada beberapa kata-kata yang 
hampir mirip.

Moa Kaiwatu Bahasa Moa
Moa Wakarleli Bahasa Moa
Letti Tomra Bahasa Letti dan Bahasa Indonesia
Letti Nuwewang Bahasa Letti

Luang Luang Timur Bahasa Luang
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Luang Luang Barat Bahasa yang dominan dipakai masyarakat Desa Luang Barat 
adalah bahasa luang hari-hari. Namun ada juga bahasa adat 
yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja.

Sermata Elo Bahasa Elo, kurang lebihnya sama dengan bahasa daerah 
di pulau terdekat lainnya, hanya aksennya saja yang sedikit 
berbeda.

Wetang Wasarili Masyarakan Desa Wasarili menggunakan bahasa adat 
(Wasarili) dalam percakapan sehari-harinya. Bahasa ini tidak 
jauh berbeda dengan bahasa daerah di pulau terdekat, yang 
membedakan adalah aksen yang digunakannya.

Sermata Latalola Besar Bahasa Latalola
Dawelor Watuwei Bahasa daerah hanya digunakan oleh orang tua di desa. Sehari-

hari menggunakan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil survei, mayoritas masyarakat MBD merupakan orang Maluku dan orang yang 
berasal dari etnis setempat seperti Suku Luang, Suku Iliung, Asli Kisar dan sebagainya. Saat ini 
sudah banyak pendatang dari luar wilayah di beberapa pulau seperti orang Buton, Jawa, Sulawesi 
dan orang-orang keturunan Tionghoa. Lebih dari 60% penduduk desa-desa contoh MBD merupakan 
masyarakat asli masing-masing pulau.

Kawasan MBD masih mementingkan sistem kekerabatan. Marga merupakan hal utama yang membagi 
masyarakat dalam kelompok keluarga. Berdasarkan hasil, setiap desa contoh memiliki marga yang 
berbeda-beda dan marga-marga tersebut terbagi-bagi dan masuk ke dalam kelompok yang lebih 
besar yang disebut dengan Soa. Dalam Soa terdapat pemimpin Soa yang merupakan pemimpin adat 
yang ada di desa tersebut.

Masyarakat masih erat dengan tradisi raja. Pada pengangkatan raja atau kepala desa, terdapat proses 
yang dilakukan oleh masyarakat sebagai ritual yang masih dipertahankan namun praktiknya berbeda 
di setiap desa. Dalam kekuasaan adat, terdapat sasi3 yang dibangun oleh adat. Beberapa desa masih 
memiliki sasi adat yang masih berfungsi. Selain sasi adat, terdapat pula sasi gereja dan sasi pribadi. 
Selain itu, upacara sirih pinang dan minum sopi masih ada.

5.3.2  Hubungan Kekerabatan dan Adat Istiadat

Wabah penyakit adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat di daerah 
tertentu dengan jumlah penderitanya meningkat secara nyata pada waktu yang relatif singkat dan 
menimbulkan malapetaka (Indonesia, UU No.4 tahun 1984 tentang Wabah 1984). 

Dalam 12 bulan terakhir, ditemukan masyarakat di beberapa desa contoh mengalami wabah penyakit. 
Dari 13 desa contoh, terdapat 5 desa yang mengalami muntaber, 5 desa mengalami wabah malaria, 
dan 2 desa mengalami TBC, hanya 1 desa yang menyatakan tidak ada wabah dalam 12 bulan terakhir. 
Wabah yang banyak ditemukan di desa contoh adalah muntaber dan malaria dengan porsi hampir 
dari setengah desa contoh. Terjangkitnya penyakit menurut kelompok masyarakat di desa contoh 
berbeda (Gambar 5.2).

5.3.3  Kesehatan

Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya | 70

Gambar 5.2. Wabah penyakit di 13 desa contoh dalam 12 bulan terakhir.

Fasilitas kesehatan merupakan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun di Kabupaten 
MBD tempat untuk mendapatkan perawatan kesehatan masih sangat terbatas. Dari semua desa contoh 
ditemukan 2 jenis sarana kesehatan yaitu Puskesmas dan Posyandu. Terdapat 1 desa yang hanya 
memiliki posyandu yaitu Desa Warkaleli, sementara terdapat 6 desa contoh memiliki Puskesmas 
saja dan 6 desa contoh lainnya memiliki Posyandu dan Puskesmas yang beroperasi di dalam desa. 
Tidak ada desa contoh yang memiliki tenaga kesehatan yang tinggal di desa, walaupun ada fasilitas 
kesehatan di dalam desa-desa tersebut. Seluruh desa contoh masih belum memiliki rumah sakit, 
fasilitas kebidanan, praktek dokter serta apotek.

Gambar 5.3. Fasilitas kesehatan di desa contoh.
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabadikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki 
pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan 
kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan (Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 
1992 tentang Kesehatan 1992). Jumlah tenaga kesehatan yang ada di desa contoh masih belum 
memadai. Di antara desa-desa tersebut, 5 desa contoh hanya memiliki 1 hingga 2 tenaga kesehatan, 
2 desa memiliki 3 tenaga kesehatan, dan 1 desa tidak memiliki tenaga kesehatan sama sekali yaitu 
Desa Elo.
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Gambar 5.4. Ketersediaan tenaga kesehatan di dalam desa contoh.

Dalam 10 tahun terakhir, desa-desa contoh di MBD merasakan adanya perubahan kondisi ekonomi. 
Mayoritas desa contoh yaitu di 8 desa merasakan telah terjadi peningkatan kondisi ekonomi yang 
berarti, sementara 5 desa lainnya juga merasakan peningkatan kondisi ekonomi namun tidak secara 
signifikan. Perubahan ekonomi dirasakan terutama sejak adanya pemekaran menjadi Kabupaten 
MBD, Tiakur menjadi ibukota Kabupaten. Berbagai fasilitas mulai dibangun sebagai bentuk 
pembangunan Kabupaten baru.

5.3.4  Perekonomian

Gambar 5.5. Perubahan ekonomi menurut desa contoh dalam 10 tahun terakhir.

Masyarakat desa contoh menghasilkan banyak hasil pertanian seperti umbi, kacang-kacangan, kelapa 
dan hasil tanaman kebun. Hasil pertanian ini merupakan hasil alam yang diambil untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian dijual. Komposisi hasil pertanian di setiap desa umumnya 
beragam, karena dipengaruhi oleh topografi daratan dan substrat. Dari 13 desa contoh, hasil umbi 
ditemukan di 8 desa, kacang-kacangan di 7 desa, kelapa di 6 desa dan hasil tanaman kebun di 2 
desa. Jagung merupakan hasil pertanian penting dan paling menyebar, karena didapatkan di 10 desa 
contoh (Gambar 5.6).

5.3.5  Pertanian
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Gambar 5.6. Jenis hasil pertanian di desa contoh.

Selain hasil pertanian, masyarakat desa contoh MBD juga memanfaatkan hasil perikanan. Hampir 
50% dari desa yang disurvei menganggap bahwa ikan pelagis dan ikan demersal sebagai hasil 
perikanan utama. Selain kedua jenis ikan tersebut beberapa desa juga memanfaatkan lobster, kerang-
kerangan, kepiting, udang dan rumput laut hasil budidaya.

5.3.6  Perikanan

Gambar 5.7. Diversitas jenis hasil perikanan di desa contoh.

Di antara masyarakat desa contoh yang melakukan aktivitas perikanan dalam mengumpulkan hasil 
perikanan, ditemukan bahwa 5 desa hanya memanfaatkan 1-2 jenis hasil perikanan, sementara 
mayoritas desa contoh yaitu 8 desa lainnya memanfaatkan 3 atau lebih jenis hasil perikanan (Gambar 
5.7).
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Cara masyarakat desa contoh MBD memenuhi kebutuhan hidupnya sangat beragam. Ragam mata 
pencaharian yang terdapat di masyarakat desa contoh MBD seperti mengambil sumber daya laut 
(SDL) tak terbarukan antara lain pasir dan batu karang hanya ditemukan di 2 desa, budidaya 
perikanan ditemukan di 6 desa, mengambil hasil hutan ditemukan di 9 desa, bertani di darat di 11 
desa dan pekerjaan diupah dan melaut ditemukan masing-masing di 12 desa (Gambar 5.8). Jenis 
mata pencaharian sangat beragam namun yang banyak dilakukan adalah mengambil hasil hutan, 
bertani di darat, pekerjaan yang diupah dan melaut. Melaut merupakan mata pencaharian paling 
menyebar di seluruh desa contoh, meskipun bukan sebagai mata pencaharian utama, karena seluruh 
masyarakat MBD memanfaatkan laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dari seluruh 
desa contoh, tidak ada satupun desa yang memiliki aktivitas pariwisata yang mendukung penghasilan 
masyarakat.

5.3.7  Mata Pencaharian

Gambar 5.8. Jenis mata pencaharian di desa contoh.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup (Gambar 5.9) desa contoh melakukan 3 jenis mata pencaharian 
utama yaitu bertani di darat, melaut dan budidaya perikanan. Dari ketiga jenis mata pencaharian, 
mayoritas desa contoh MBD melakukan bertani di darat. Kegiatan bertani di darat yang ditemukan 
di 10 desa, melaut ada di 5 desa dan 2 desa melakukan budidaya perikanan. 

Gambar 5.9. Cara utama pemenuhan kebutuhan hidup di desa contoh.
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Dari beragam jenis pekerjaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat MBD, terdapat desa-desa yang 
memiliki pekerjaan yang bervariasi. Diversitas mata pencaharian dari 13 desa contoh, (Gambar 5.10) 
terdapat 1 desa yang memiliki 3 bentuk mata pencaharian utama, 3 desa dengan 2 mata pencaharian 
utama, dan 9 desa yang hanya memiliki 1 mata pencaharian utama. Mayoritas masyarakat desa 
contoh masih memiliki mata pencaharian yang tidak beragam.

Gambar 5.10. Diversitas mata pencaharian di desa contoh.

Ketersediaan akses terhadap koperasi masih sangat minim. Mayoritas dari desa contoh masih belum 
memiliki koperasi. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat 
serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dan mewujudkan masyarakat yang maju 
secara ekonomi (Indonesia, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Kekoperasian 1992). Dari 13 
desa contoh, hanya 2 desa yang memiliki koperasi simpan pinjam dan 1 desa memiliki koperasi non-
KUD, 10 desa lainnya tidak memiliki koperasi.

5.3.8  Koperasi

Gambar 5.11. Koperasi di desa contoh.
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Akses pendidikan di desa contoh MBD sudah dapat dijangkau hingga jenjang SMA/SMK namun 
tidak merata di semua desa. Tingkat pendidikan TK dan SD ditemukan di seluruh desa contoh, 
sementara SMP ditemukan di 9 desa dan SMA/ SMK ditemukan hanya di 5 desa contoh. Dari 13 desa 
contoh tidak semua desa memiliki seluruh jenjang pendidikan, hanya 5 desa dari 13 desa contoh yang 
memiliki TK hingga SMA/SMK dalam desa tersebut.

5.3.9  Pendidikan

Gambar 5.12. Ragam sekolah di desa contoh.

Saat ini masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi akan pendidikan sehingga sudah ada peningkatan 
pendidikan dalam 10 tahun terakhir. Dari desa contoh, 90% merasakan adanya peningkatan 
pendidikan yang siginifikan. Beberapa desa contoh menyatakan bahwa dahulu lebih banyak orang 
muda yang lebih mementingkan melaut dan bertani sehingga tidak terlalu memperhatikan pendidikan. 
Sebelumnya lebih banyak yang lulusan SD namun dalam 10 tahun terakhir sudah banyak masyarakat 
yang lulus dari SMA. Saat ini beberapa dari masyarakat merantau untuk menempuh pendidikan yang 
lebih tinggi di luar MBD. Rata-rata pendidikan minimum di MBD saat ini adalah SMP.

Masyarakat desa contoh MBD sudah memiliki listrik namun keadaannya berbeda-beda di setiap 
desa. Beberapa desa yang sudah mendapatkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 
namun berfungsi dengan sangat beragam. Ada desa yang mendapatkan listrik selama 24 jam penuh 
namun mati pada Sabtu dan Minggu, ada yang hanya menyala selama 12 jam karena gangguan cuaca, 
listrik menyala hanya 2 minggu saja dan kemudian tidak lagi berfungsi. Mayoritas masyarakat masih 
menggunakan genset pribadi di desa yang tidak mendapatkan aliran PLTS. Ketiadaan dan ketidak 
stabilan listrik di MBD mengakibatkan masyarakat tidak dapat menyimpan beku hasil tangkapannya. 
Oleh karena itu, biasanya kelebihan hasil tangkapan akan dikeringkan menjadi ikan asin oleh 
masyarakat.

5.3.10  Infrastruktur
a. Listrik
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Kondisi sanitasi di desa contoh MBD dideskripsikan melalui ketersediaan jamban di suatu desa. 
Berdasarkan hasil survei, kondisi sanitasi di desa contoh masih relatif baik, dimana 12 dari 13 desa 
contoh sudah memiliki jamban sendiri. Dari 13 desa, jamban bersama merupakan jamban yang 
digunakan oleh dua keluarga atau lebih (BPS 2011) ditemukan di 3 desa, bukan jamban di 2 desa dan 
jamban umum adalah jamban yang digunakan oleh seluruh warga desa (BPS 2011) ditemukan di 1 
desa (Gambar 5.13).

b. Sanitasi

Gambar 5.13. Tempat buang air besar di desa contoh.

Dari hasil survei, ditemukan dalam 1 desa memungkinkan ada beragam jenis jamban yang dimiliki 
oleh masyarakat. Dari 13 desa contoh, tidak banyak desa yang memiliki jenis jamban yang berbeda. 
Hanya 1 desa yang memiliki 3 jenis jamban, dua jenis jamban ditemukan di 9 desa sementara 9 desa 
lainnya hanya memiliki 1 jenis jamban.

Air bersih didapatkan dari 3 sumber yaitu mata air, sumur dan water truck. Mayoritas desa contoh 
mendapatkan air dari mata air yaitu sebanyak 7 desa, 5 desa contoh mendapatkan air dari sumur dan 
1 desa mendapatkan air dari water truck. Desa yang menggunakan water truck terletak di atas bukit 
dan jauh dari mata air tetapi dekat dengan pusat kecamatan sehingga mudah diakses melalui jalan. 
Meski sumber air dapat ditemukan di sebagian besar desa, namun pada dasarnya jumlah air relatif 
terbatas di Kabupaten MBD karena debit air bergantung pada musim. Pada saat musim hujan maka 
debit air akan lebih banyak.

c. Sumber air

Gambar 5.14. Sumber air bersih di desa contoh.
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Transportasi yang umumnya digunakan di desa contoh MBD masih sederhana, berjalan kaki menjadi 
moda transportasi yang umum. Dari 13 desa contoh, berjalan kaki merupakan cara utama yang 
ditemukan di 9 desa, menggunakan ojek motor di 5 desa dan perahu motor di 3 desa. Mayoritas desa 
contoh berjalan kaki sebagai transportasi utama karena wilayah yang dituju hanya sebatas di dalam 
pulau.

5.3.11  Transportasi

Gambar 5.15. Moda transportasi utama di desa contoh.

Transportasi yang digunakan untuk menuju Tiakur adalah lintas darat dan lintas air (Gambar 5.16). 
Dari 13 desa, 5 desa menggunakan lintas darat, 2 desa menggunakan lintas air dan 6 desa lainnya 
menggunakan lintas darat dan lintas air.

Gambar 5.16. Moda transportasi utama masyarakat menuju Tiakur menurut desa contoh.

Waktu perjalanan yang ditempuh menuju Tiakur dari desa contoh berbeda-beda. Untuk desa yang 
berada di pulau Moa maka akan memakan waktu tempuh yang sangat singkat yaitu 5 menit. Berbeda 
dengan masyakarat yang berasal dari luar pulau akan membutuhkan beberapa jam untuk bisa sampai 
Tiakur, hampir setengah dari desa contoh membutuhkan waktu lebih dari 10 jam. Desa contoh yang 
membutuhkan waktu paling lama untuk sampai ke ibukota kabupaten harus menempuh waktu 48 
jam. Mobilisasi masyarakat ke pulau lain sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kapal sabuk atau 
kapal nelayan.
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Ibukota provinsi, Ambon memiliki jarak yang jauh dari MBD. Untuk itu waktu yang dibutuhkan untuk 
sampai ke Ambon adalah 2 hari atau 36 jam. Waktu yang paling lama dibutuhkan adalah 120 jam dari 
desa contoh yaitu dari Pulau Sermata. Menuju Ambon bisa menggunakan kapal sabuk, kapal PELNI 
dan kapal perintis. Waktu tempuh akan sedikit berkurang apabila menggunakan kapal cepat untuk 
menuju ke Ambon. Meski kapal sabuk/PELNI beroperasi sepanjang tahun, namun tiap perjalanannya 
sangat ditentukan oleh faktor cuaca, yang mengakibatkan sering terjadi keterlambatan jadwal kapal 
dari jadwal seharusnya.

Kapal merupakan alat transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di MBD. Berdasarkan hasil 
survei, dalam 10 tahun terakhir sudah ada peningkatan pada jumlah kapal motor. Perubahan jumlah 
ini berbeda-beda di setiap desa. Peningkatan yang sangat signifikan ditemukan di Desa Luang Timur 
yang sebelumnya hanya memiliki 2 kapal motor, saat ini memiliki 110 kapal motor. Desa lainnya 
adalah Luang Barat sebelumya memiliki 10 perahu layar, saat ini memiliki 116 kapal motor. Desa-
desa lain ada yang mengalami perubahan namun tidak sepesat di Pulau Luang. Peningkatan jumlah 
kapal secara signifikan di Pulau Luang diakibatkan seluruh masyarakatnya adalah nelayan, sehingga 
kebutuhan akan kapal untuk bekerja menjadi krusial.

Walaupun ada peningkatan jumlah kapal motor, perahu dayung dan sampan masih tetap 
digunakan oleh masyarakat dan masih banyak dimiliki oleh keluarga. Di beberapa desa, masyarakat 
mengemukakan bahwa pinjam meminjam kapal untuk digunakan mencari ikan sering terjadi antar 
masyarakat di desa.

5.3.12  Kepemilikan Kapal

Dalam rumah tangga, penggunaan kayu sebagai bahan bakar masih menjadi benda utama. Pada 
Gambar 5.17, dinyatakan bahwa seluruh 13 desa contoh menggunakan kayu, namun ada 3 desa contoh 
yang juga menggunakan minyak tanah bersamaan dengan kayu bakar. Kayu bakar masih menjadi 
bahan bakar utama di seluruh desa contoh karena kemudahannya untuk mengakses komoditas ini. 
Sementara minyak tanah umumnya sulit diakses untuk desa yang letaknya jauh dari pasar utama.

5.3.13  Bahan Bakar dan Sumber Informasi

Gambar 5.17. Bahan bakar di rumah tangga di desa contoh.

Akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat di desa contoh MBD mayoritas berasal dari televisi. 
Dari 13 desa contoh, 10 desa menjadikan TV sebagai sumber informasi utama, 2 desa menggunakan 
radio dan 1 desa menggunakan surat.
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Gambar 5.18. Sumber informasi utama di desa contoh.

5.4  DISKUSI

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa-desa contoh di Kabupaten MBD memiliki keterkaitan 
yang kuat dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya alam di sekelilingnya. Sebagian besar 
masyarakat juga masih mempertahankan budaya yang telah dipegang secara turun-temurun, seperti 
sistem tata kelola berupa sasi. Selain itu masyarakat yang secara kultural merasa lebih dekat dengan 
budaya Timor, juga masih melakukan praktek upacara sirih pinang dalam upacara-upacara adat. Di 
beberapa desa, peran marga dan soa dalam proses pengambilan keputusan di desa-desa tersebut juga 
masih kuat.

Sejak zaman nenek moyang, masyarakat MBD telah melakukan kegiatan bercocok tanam, menangkap 
ikan dan berkebun di daerah sekitar desa tempat tinggal mereka. Berdasarkan informasi yang 
didapatkan dari desa-desa contoh, walaupun masyarakat yang melaut dapat ditemukan di semua desa 
contoh, tetapi mayoritas masyarakat di sebagian besar desa contoh memiliki mata pencaharian utama 
dengan bertani, berkebun, dan beternak di sekitar tempat tinggal mereka, terutama di pulau-pulau 
yang tanahnya subur dan memungkinkan masyarakatnya untuk bercocok tanam. Hasil pertanian di 
desa-desa ini adalah jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan yang menjadi makanan pokok bagi 
masyarakat. Tanaman-tanaman ini cukup mudah tumbuh dan tidak membutuhkan air yang banyak 
(CGIAR t.thn., Tirado dan Cotter 2010), sehingga cocok untuk ditanam di pulau-pulau MBD, dimana 
ketersediaan air tawar sering kali sangat terbatas.

Di sebagian besar desa-desa ini, sumber daya laut hanya dianggap sebagai pelengkap bahan makanan 
dan sumber protein tambahan yang mudah didapatkan. Bahkan beberapa masyarakat di desa-desa 
tersebut menyatakan bahwa mereka hanya melaut ketika ingin makan ikan saja. Hanya beberapa desa 
yang mayoritas penduduknya merupakan nelayan atau pembudidaya rumput laut, dan mengandalkan 
sumber daya laut sebagai sumber mata pencaharian utama mereka, dan desa-desa ini terletak di 
pulau-pulau yang tanahnya tandus, sehingga sulit untuk berkebun di desa-desa tersebut.

Hasil perikanan, baik ikan karang demersal maupun ikan pelagis, adalah sumber protein penting 
bagi masyarakat desa-desa contoh. Hasil perikanan, yang didapatkan dari daerah pasang surut juga

5.4.1  Sosial Ekonomi
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merupakan sumber protein harian yang penting bagi masyarakat desa, karena mudah untuk diakses 
melalui kegiatan bameti, yaitu mencari hewan laut untuk dimakan di kawasan meti/pasang-surut 
(Amkieltiela 2014). Selain itu komoditas yang dikelola melalui sistem sasi, seperti lola, teripang, 
dan batulaga, juga memilki peran ekonomi yang cukup penting, di mana hasil penjualan komoditas 
tersebut pada saat buka sasi akan membawa masuk uang dalam jumlah cukup besar ke dalam desa 
(Pannell 1997).

Pada umumnya, masyarakat MBD masih menggunakan hasil sumber daya alam untuk konsumsi 
pribadi sehingga masyarakat dapat dikategorikan masih menggunakan sistem subsisten. Kelebihan 
hasil akan dijual namun masih dalam skala kecil dan tidak masuk pada perdagangan besar. Di desa-
desa ini juga ditemukan segregasi peran dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya laut, di mana di
mayoritas desa, kaum pria mendominasi kegiatan melaut sebagai nelayan ke lautan lepas, sementara 
kaum wanita mendominasi kegiatan bameti di kawasan pasang surut.

Bila dilihat dari segi ketahanan pangan, hasil tanaman pangan di darat cukup rentan khususnya pada 
musim kering karena masyarakat bergantung kepada ketersediaan jagung, pisang, dan umbi-umbian 
sebagai sumber makanan pokok, di mana tanaman-tanaman ini, walaupun cukup tahan kekeringan, 
tetapi tetap membutuhkan air yang merupakan sumber daya yang langka di MBD. Selain itu, suplai 
bahan makanan pokok dari luar daerah dalam bentuk beras dan tepung terigu pun terkendala oleh 
keterbatasan sarana transportasi barang dari luar daerah dan antar pulau. Keterbatasan ini pun 
menghambat alur pertukaran bahan makanan antar pulau.

Akan tetapi, ketahanan pangan dari sisi hasil perikanan laut cukup kuat, di mana masyarakat 
memiliki akses yang relatif mudah untuk mendapatkan ikan dan hasil laut lainnya sebagai sumber 
protein utama, dan bahkan mayoritas desa contoh memanfaatkan lebih dari tiga jenis hasil perikanan 
utama, sehingga mereka memiliki alternatif sumber protein bila terjadi krisis ketersediaan salah 
satu jenis hasil perikanan. Melimpahnya sumber protein ikan di kawasan ini, bila musim ikan tiba, 
masyarakat beberapa pulau tidak akan sanggup mengkonsumsi semua ikan yang mereka tangkap, 
dan sisanya kemudian diasinkan atau bahkan dibuang karena jumlah yang terlampau banyak namun 
keterbatasan transportasi antar pulau dan ke luar daerah menyulitkan mereka untuk memasarkan 
kelimpahan ikan ini. 

Seiring dengan terbentuknya Kabupaten MBD dan ditetapkannya Tiakur sebagai ibukota kabupaten, 
mayoritas desa contoh mulai merasakan peningkatan kondisi ekonomi yang berarti. Banyak bantuan 
yang diberikan pemerintah mulai dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan fasilitas 
umum, hal ini juga telah mulai membuka akses masyarakat menuju pasar dalam beberapa tahun 
terakhir, walaupun masih terbatas untuk desa-desa yang memiliki akses mudah untuk mencapai 
Tiakur.

Mobilitas bahan pangan juga semakin mudah dijangkau oleh konsumen karena produsen memiliki 
konektivitas dengan lokasi jual beli dengan baik, namun hal ini belum terjadi di seluruh desa. Selain 
itu, mayoritas desa-desa contoh juga belum memiliki infrastruktur perikanan yang lengkap, seperti 
tempat pelelangan ikan (TPI) dan pabrik es atau pendingin, sehingga distribusi ikan hasil tangkapan 
juga menjadi sangat terbatas. Ditambah lagi, keterbatasan persediaan bahan bakar sering dialami 
oleh masyarakat di desa-desa contoh.

81 | Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya



Isu kesehatan yang sering muncul di desa-desa contoh adalah diare/muntaber dan malaria. 
Keberadaan dua penyakit ini mengindikasikan bahwa kondisi fasilitas kesehatan, sanitasi, dan 
ketersediaan air bersih di desa-desa contoh masih kurang baik (Balitbangkes 2014).

Fasilitas kesehatan yang tersedia di desa-desa contoh ada pada tingkat puskesmas dan posyandu. 
Akan tetapi, tenaga kesehatan yang ada sangatlah minim. Tidak ada satupun desa contoh yang 
memiliki dokter jaga. Yang ada hanyalah bidan, mantri kesehatan dan dukun bayi. Bahkan ada desa 
yang walaupun memiliki fasilitas kesehatan tetapi tidak memiliki tenaga medis.

Dari sisi sanitasi, sebenarnya kondisi infrastruktur jamban sudah cukup baik. Mayoritas masyarakat 
desa contoh sudah memiliki jamban sendiri, walaupun masih ada beberapa desa yang menggunakan 
jamban bersama atau jamban umum. Kepemilikan jamban sendiri juga mengindikasikan bahwa 
kesadaran/pengetahuan akan pentingnya sanitasi dan kesehatan sudah dimiliki oleh penduduk desa. 
Akan tetapi, di desa-desa ini belum ada sistem drainase air kotor, sehingga pada musim hujan dapat 
terbentuk genangan-genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk dan bakteri (Balitbangkes 
2014).

Keterbatasan persediaan air bersih adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat 
MBD, terutama di pulau-pulau kecil yang lebih tandus. Mayoritas desa mendapatkan air dari mata 
air di atas bukit dekat desanya. Selain itu, beberapa desa juga mendapatkan air dari sumur gali, dan 
kebanyakan airnya terasa agak payau. Akan tetapi, ketersediaan air sangat tergantung oleh musim, 
dan bila musim kering berkepanjangan, debit air yang dihasilkan oleh mata air akan berkurang. 
Masyarakat beberapa desa contoh juga lebih memilih untuk mandi di laut, dengan tujuan menghemat 
air tawar untuk digunakan sebagai air minum.

Kondisi yang ditemui mengindikasikan bahwa isu kesehatan dan air bersih di desa-desa contoh di 
Kabupaten MBD belum mendapatkan perhatian yang cukup, dan walaupun kondisi sanitasi sudah 
cukup baik, tetapi masih ada peluang untuk meningkatkan kondisi tersebut. Hal-hal yang perlu 
menjadi pusat perhatian adalah terkait tenaga kesehatan, dan infrastruktur penampungan dan 
penjernihan air.

5.4.2  Kesehatan dan Sanitasi

Kondisi pendidikan di desa-desa contoh di Kabupaten MBD secara umum sudah cukup baik. Sebagian 
besar dari desa contoh di MBD merasakan bahwa dalam 10 tahun terakhir, telah terjadi peningkatan 
tingkat pendidikan. Sebelumnya, rata-rata masyarakat adalah lulusan SD, tetapi saat ini rata-rata 
adalah lulusan SMP, dan sudah semakin banyak generasi muda telah mengenyam pendidikan hingga 
setidaknya tingkat SMA. Hanya beberapa desa contoh yang memiliki jenjang pendidikan dari TK 
hingga SMA sehingga apabila desa-desa yang tidak memiliki jenjang pendidikan tertentu maka siswa 
harus mencari akses pendidikan di desa lainnya.

Sejak terbentuknya Kabupaten MBD, akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan semakin 
meningkat. Akan tetapi, hal ini belum diikuti oleh peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. 
Jumlah sekolah masih sangat sedikit, dan jumlah tenaga pengajar pun masih terbatas. Oleh karena 
itu, pembangunan di sektor pendidikan perlu ditingkatkan untuk memenuhi keinginan tinggi dari 
masyarakat untuk duduk di bangku sekolah.

5.4.3  Pendidikan
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Akses transportasi antar pulau adalah salah satu tantangan utama bagi kehidupan masyarakat di 
Kabupaten MBD. Bagi desa-desa yang terletak di pulau Moa dan sekitarnya, akses ke ibukota kabupaten 
(Tiakur) cukup mudah, dan bisa dilakukan melalui jalan darat, atau dengan perahu kecil. Akan tetapi, 
bagi penghuni pulau-pulau yang terletak jauh dari Moa, masyarakat terpaksa mengandalkan kapal 
perintis, kapal PELNI, dan kapal sabuk (Dharapos 2015). Penduduk dari mayoritas desa contoh 
membutuhkan waktu lebih dari 10 jam untuk mencapai Tiakur, dan bahkan penduduk desa Daweloor 
membutuhkan waktu 2 hari untuk berlayar ke Tiakur.

Akses dari Kabupatn MBD ke Ibukota Provinsi Maluku (Ambon) juga saat ini masih cukup sulit. Saat 
ini, transportasi ke Ambon secara langsung baru bisa dilakukan menggunakan kapal perintis, kapal 
PELNI, dan kapal sabuk (Dharapos 2015). Sehingga waktu tempuh yang dibutuhkan masyarakat desa-
desa contoh untuk berlayar ke Ambon berkisar antara 36 jam hingga 120 jam. Pemerintah Kabupaten 
sedang berusaha agar ada maskapai penerbangan yang mau melayani rute Ambon – Tiakur atau 
Ambon – Kisar secara reguler, tetapi sejauh ini hal tersebut masih dalam tahap perencanaan (Bisnis.
com 2015). Bila rute penerbangan langsung Ambon – MBD sudah tersedia, potensi pembangunan 
di MBD kemungkinan akan meningkat dengan cepat, dan akses ke pulau-pulau yang terpencil dari 
Tiakur pun berpeluang untuk menjadi semakin mudah (Bisnis.com 2015).

Untuk transportasi di dalam desa dan antar desa dalam pulau, mayoritas masyarakat masih 
mengutamakan berjalan kaki, atau menggunakan ojek motor. Perahu dan sampan juga menjadi salah 
satu media transportasi yang banyak digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam 
kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah perahu motor di desa-desa MBD semakin bertambah banyak, 
seiring dengan meningkatnya kondisi ekonomi di MBD. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya, ketersediaan dan harga bahan bakar masih menjadi penghambat berkembangnya 
infrastruktur dan sarana transportasi di desa-desa contoh di MBD (Cendana News 2015).

Sulitnya aksesibilitas menjadikan pembangunan di kabupaten ini sedikit lebih tertinggal dibanding 
daerah-daerah lain di Maluku. Masih ada keterbatasan pembangunan sarana dan prasarana 
transportasi di daerah ini sehingga berpengaruh terhadap transportasi masyarakat, transportasi 
barang dan akses pasar terhadap hasil pertanian dan perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat. 
Pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan juga masih terbatas, terutama dari sisi tenaga 
pendidik dan tenaga medis.

Dari sisi ketahanan pangan, kekayaan sumber daya laut di kawasan ini cukup menjamin ketersediaan 
sumber protein bagi masyarakat tetapi terdapat kerentanan pada ketersediaan makanan pokok yang 
cukup menjadi kekhawatiran, apalagi mengingat potensi perubahan pola cuaca sebagai dampak dari 
perubahan iklim dan juga potensi kekeringan berkepanjangan akibat El Nino (NASA 2016, Naylor, et 
al. 2006). Kondisi ini semakin menitikberatkan tingginya kebutuhan akan jaringan transportasi yang 
baik, untuk memastikan bahwa protein laut yang melimpah dari MBD bisa dipasarkan ke seluruh 
Indonesia, sementara bahan makanan pokok dari luar kawasan bisa mencapai masyarakat di pulau-
pulau ini.

5.4.4  Transportasi
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Infrastruktur listrik untuk penerangan rumah tangga sudah mencapai pulau-pulau MBD, bahkan 
hingga pulau-pulau yang cukup terpencil. Akan tetapi hanya sedikit desa yang sudah dapat menikmati 
ketersediaan listrik tanpa gangguan, dan masih banyak desa yang masih mengandalkan genset pribadi 
sebagai sumber listrik. Beberapa desa telah menerima bantuan pembangunan fasilitas PLTS dari 
pemerintah (Kabar Timur 2014), akan tetapi perawatan fasilitas tersebut masih kurang. Sehingga di 
beberapa desa, PLTS sudah tidak berfungsi walaupun baru beroperasi kurang dari setahun. Hal ini 
menunjukkan bahwa perhatian terhadap perawatan fasilitas listrik yang sudah dibangun pemerintah 
masih sangat terbatas.

Cukup menarik bahwa lebih dari 50% rumah tangga di desa-desa contoh MBD telah memiliki 
telepon genggam, walaupun ketersediaan sinyal operator telepon baru tersedia di sejumlah kecil 
desa (Antaranews 2015). Kepemilikan telepon genggam merupakan sebuah simbol status pada 
masyarakat, namun selain itu telepon genggam lebih banyak digunakan sebagai alat penghibur 
sebagai alat pemutar lagu yang digunakan sehari-hari. Para pemilik telepon genggam baru akan 
membeli kartu sim dan menggunakannya sebagai alat telekomunikasi ketika berkunjung ke daerah 
yang sudah memiliki sinyal.

Hampir seluruh desa contoh menganggap bahwa televisi adalah sumber utama mereka untuk 
mendapatkan informasi. Keberadaan televisi dan antena parabola sangat membantu masyarakat desa-
desa contoh, karena mereka dapat menerima berita dengan sangat cepat. Sementara bila menunggu 
surat kabar, butuh waktu berhari-hari, dan beberapa pulau tidak dapat menerima sinyal radio.

Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut juga menjadi hal yang penting dalam 
mempertimbangkan penyaluran bantuan pemerintah secara tepat sasaran kepada masyarakat 
Kabupaten MBD, untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat di sektor perikanan terjawab dan 
masyarakat mampu untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif dan berkelanjutan. 
Selain itu, pulau-pulau MBD memiliki arti strategis sebagai salah satu gugusan pulau terdepan di 
Indonesia, berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Daerah ini masuk dalam Kawasan 
Strategis Nasional yang perlu perhatian pemerintah daerah dan pusat (Wahyudi, Nababan dan 
Suryandari 2014). Maka penting bagi pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas 
di kawasan ini, salah satunya dengan memastikan bahwa masyarakatnya hidup dalam kondisi yang 
layak.

5.4.5  Listrik dan Komunikasi
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Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 
Maluku dengan luas 4581,06 km2. Mata pencaharian penduduk umumnya sebagai petani dan 
nelayan. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki perairan yang luas, Kabupaten MBD memiliki 
potensi sumber daya laut, meliputi kegiatan perikanan tangkap dan budidaya laut.

Sejak diselenggarakannya Sail Banda pada tahun 2010, pemerintah menetapkan Provinsi Maluku 
sebagai daerah Lumbung Ikan Nasional (LIN). Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2015), 
produksi perikanan laut di Provinsi Maluku mencapai lebih dari 20% dari total produksi perikanan 
laut secara nasional. Potensi produksi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 21% (476.175,6 ton) dari 
total yang dimiliki. Data statistik menunjukkan bahwa produksi perikanan di Kabupaten MBD hanya 
berkontribusi sebesar 1% dari produksi perikanan Provinsi Maluku. Hal ini diduga karena masih 
banyaknya aktivitas perikanan yang tidak tercatat dan masih rendahnya aktivitas pemanfaatan, 
padahal dengan karakteristiknya sebagai kepulauan, Kabupaten MBD mempunyai potensi yang besar 
dalam memberikan kontribusi produksi perikanan di Provinsi Maluku.

Besarnya potensi perikanan tangkap di Kabupaten MBD, menyebabkan perlu adanya identifikasi 
pengembangan sektor perikanan di wilayah Kabupaten MBD. Hal ini selaras dalam mendukung 
pencapaian kebijakan dan pengembangan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional demi 
kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

BAB 6 PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT
Adrian Damora, Christian N. Handayani, Adrys Calvin Kiklily, Veronica Louhenapessy, 
Ignatius Tri Hargiyatno, Hakim Miftakhul Huda, Berbudi Wibowo, Kristian Tovanste Jan

6.1  PENDAHULUAN

Pengumpulan data primer dan sekunder tentang pemanfaatan sumber daya laut (SDL) di Kabupaten 
MBD dilakukan pada tanggal 1-15 November 2015. Sebanyak 14 desa contoh ditentukan dengan 
menggunakan metode analisis spasial, yaitu dengan cara pembobotan beberapa faktor yang 
dipertimbangkan. Metode penentuan desa contoh secara lengkap dapat dilihat dalam Bab 3.

Parameter yang diamati dalam penelitian ini antara lain jenis-jenis pemanfaatan sumber daya laut, 
aktivitas perikanan tangkap, aktivitas perikanan budidaya dan informasi lain yang mendukung. Data 
sekunder dikumpulkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten MBD, Universitas Pattimura, 
dan studi pustaka.

6.2  METODE

Pengumpulan data primer di desa contoh dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci, 
yaitu pelaku aktif yang memanfaatkan sumber daya laut, baik perikanan tangkap maupun perikanan 
budidaya. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
pemanfaatan sumber daya laut di desa tersebut.

6.2.1  Pengambilan dan Analisa Data

87 | Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya

NASA. 2016. El Niño Brought Drought and Fire to Indonesia. Diakses March 11, 2016. http://www.
 nasa.gov/feature/goddard/2016/el-nino-brought-drought-and-fire-to-indonesia.
Naylor, R L, D S Battisti, D J Vimont, W P Falcon, dan M B Burke. 2006. “Assessing Risks of Climate 
 Variability and Climate Change for Indonesian Rice Agriculture.” Proceedings of the National 
 Academy of Sciences of the United States of America. Washington D.C.: PNAS.
Pannell, S. 1997. “Managing the Discourse of Resource Management: The Case of Sasi from ‘South
 east’ Maluku, Indonesia.” Oceania (Wiley) 67 (4): 289-307. http://www.jstor.org/stable/
 40331577.
Tirado, R, dan J Cotter. 2010. “Ecological Farming: Drought-resistant Agriculture.” Diakses March 
 11, 2016. http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/
 agriculture/2010/Drought_Resistant_Agriculture.pdf.
Wahyudi, A R, M L Nababan, dan D Suryandari. 2014. Kawasan Strategis Nasional Perbatasan: 
 Mengentaskan Ketertinggalan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
 Permukiman. 1st. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.
Wisesa, N. 2013. Collation of Secondary Data and Data Gap Analyses of the Inner Banda Arc Region 
 Within the Sunda Banda Seascape. Jakarta: WWF-Indonesia.

Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya | 86



Proses pengumpulan data dan informasi juga dilakukan melalui diskusi kelompok terarah 
(focus group discussion/FGD) di setiap desa contoh yang melibatkan 6-12 orang. Peserta diskusi 
memberikan informasi mengenai sistem tata kelola yang ada di masyarakat, khususnya berkaitan 
dengan pengelolaan SDL. Pengambilan data dengan metode ini dilakukan untuk mendapatkan 
gambaran mengenai masyarakat desa contoh secara umum mengenai kondisi, pemanfaatan dan tata 
kelola SDL. Anggota kelompok yang mengikuti wawancara adalah perwakilan anggota masyarakat 
terdiri atas pria maupun wanita. Jika perwakilan wanita jumlahnya lebih dari lima orang maka FGD 
akan dipisah menjadi dua kelompok yaitu kelompok bapak-bapak dan kelompok ibu-ibu.

Analisa data hasil wawancara informan kunci dan diskusi kelompok terarah dilakukan dengan 
menggunakan analisa deskriptif dan analisa konten. Analisa deskriptif mengembangkan paparan 
teks deskriptif sementara analisa konten menganalisa hasil setiap desa dengan kesimpulan angka 
kuantitatif. Data dan informasi tentang operasional penangkapan ikan, meliputi deskripsi perahu 
dan alat tangkap, serta komposisi jenis ikan.

Aktivitas pemanfaatan sumber daya laut di Kabupaten MBD meliputi perikanan tangkap, perikanan 
budidaya (rumput laut), sasi (sistem buka-tutup pemanfaatan SDL), dan bameti (mengambil SDL 
di daerah intertidal pada kondisi surut). Selain kegiatan tersebut, masyarakat juga melakukan 
penambangan pasir dan karang untuk pembangunan pemukiman serta penambangan garam untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan pembuatan ikan asin.

6.3  HASIL
6.3.1  Jenis Kegiatan Pemanfaatan SDL
a. Pemanfaatan Langsung

Sumber daya laut Kabupaten MBD juga memberikan manfaat tak langsung dalam bentuk jasa 
lingkungan. Menurut Pramudyanto (2014), jasa lingkungan di wilayah pesisir dan laut antara lain: 
pariwisata bahari dan transportasi laut. Sedangkan menurut Tumengkol (2013), pesisir dan lautan 
berfungsi sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sarana 
pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan 
perlindungan (konservasi dan preservasi), dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis 
lainnya.

Kekayaan laut Kabupaten MBD menyimpan keindahan yang menimbulkan daya tarik bagi wisatawan 
untuk menyelam di berbagai lokasi. Kondisi terumbu karang yang indah dan ikan yang melimpah 
menjadi atraksi yang menarik bagi para penyelam. Kabupaten MBD yang terdiri dari pulau-pulau 
menjadikan laut berperan penting sebagai media untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut.

b. Pemanfaatan Tidak Langsung

Pelaku pemanfaatan SDL (aktivitas perikanan tangkap) yang terlibat di Kabupaten MBD terdiri 
atas laki-laki, perempuan dan anak-anak. Sebagian besar pelaku pemanfaatan SDL di desa contoh 
didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan, hanya dua desa contoh yang menyatakan 
elaku pemanfaatan oleh perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sebanyak 84,6% desa 
contoh menyatakan pemanfaatan SDL di Kabupaten MBD melibatkan laki-laki dan perempuan dan 
sebanyak 15,4% menyatakan hanya melibatkan laki-laki saja. Adapun keterlibatan anak-anak dalam 
aktivitas pemanfaatan SDL yaitu sebesar 7,1%. Jumlah rumah tangga perikanan dan nelayan di setiap 
kecamatan di Kabupaten MBD dapat dilihat pada Tabel 6.1.

6.3.2  Pelaku Pemanfaatan SDL
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Tabel 6.1. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan nelayan di setiap kecamatan di Kabupaten
      MBD .

Kecamatan Jumlah RTP (KK) Jumlah Nelayan (orang)
Wetar 90 270
Pulau Pulau Terselatan 95 332
Leti 90 269
Moa Lakor 84 252
Mdona Hiera 344 2238
Damer 87 261
Pulau Pulau Babar 421 2949
Babar Timur 399 2795

 (Sumber: DKP Kabupaten MBD (2010))
Tabel 6.1 menunjukkan tiga kecamatan dengan jumlah rumah tangga perikanan dan nelayan 
tertinggi masing-masing adalah Kecamatan Pulau Babar, Babar Timur dan Mdona Hiera. Tingginya 
jumlah ini dikarenakan di masing-masing kecamatan tersebut terdapat beberapa sentra perikanan, 
baik perikanan tangkap maupun budidaya. Sentra-sentra tersebut antara lain, Pulau Wetang, Pulau 
Dawelor, Pulau Dawera, dan Pulau Luang. Data terbaru dari DKP Kabupaten MBD tahun 2016 
menyebutkan jumlah nelayan tangkap di Kabupaten MBD mencapai 10.004 orang dan pembudidaya 
mencapai 1.908 orang.

Seluruh desa contoh yang dijumpai menyatakan bahwa sebagian nelayan berasal dari penduduk 
setempat dan lainnya berasal dari luar daerah (nelayan andon). Sebanyak 10 dari 14 desa contoh 
menyatakan terdapat nelayan non-penduduk setempat yang memanfaatkan SDL. Responden dari 
desa contoh menyatakan nelayan non-penduduk setempat sekitar 70% berasal dari desa atau pulau 
tetangga yang masih dalam wilayah Kabupaten MBD dan 30% dari luar Kabupaten MBD, meliputi 
Pulau Alor, Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Bali.

Umumnya kegiatan penangkapan ikan sudah menggunakan alat tangkap walupun masih dalam 
skala tradisional, seperti jaring insang (gillnet), pancing dan tombak. Hampir seluruhnya (92,9%) 
melakukan aktivitas pemanfaatan SDL pada saat air surut atau di wilayah meti (bameti). 

Sekitar 57,1% dari nelayan yang ada merupakan pembudidaya rumput laut. Terdapat tiga desa 
contoh yang penduduknya melakukan kegiatan budidaya rumput laut, yaitu Desa Jerusu (Dusun 
Kouryatuna), Desa Luang Timur, dan Desa Luang Barat. Di Desa Jerusu (Dusun Kouryatuna) jumlah 
pelaku budidaya rumput laut kurang dari 200 KK, sedangkan di Desa Luang Timur dan Desa Luang 
Barat lebih dari 200 KK . Kegiatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa (laki-laki dan perempuan) 
dan anak-anak. Hanya satu desa contoh (Dusun Kouryatuna) yang melakukan budidaya oleh orang 
dewasa. Ada pula penduduk dari Desa Elo yang melakukan kegiatan budidaya rumput laut di Pulau 
Luang.

Kegiatan budidaya rumput laut sudah dilakukan secara intensif di Desa Luang Barat dan Desa 
Luang Timur. Panen dilakukan antara 7-8 kali dalam satu tahun, sedangkan di Desa Jerusu (Dusun 
Kouryatuna) panen rumput laut hanya satu kali dalam setahun. Kegiatan budidaya rumput laut 
dilakukan dengan cara membentuk kelompok (antara 10-15 orang) atau juga tidak membentuk 
kelompok, artinya dilakukan oleh perseorangan. Kelompok pembudidaya rumput laut yang berdiri
pada tahun 2009 ini tidak memiliki legalitas.
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Menurut BPS Kabupaten MBD (2015), hingga bulan Desember tahun 2013, jumlah pembudidaya 
rumput laut di Kabupaten MBD sebanyak 49 orang dengan total produksi rumput laut yang dihasikan 
sebanyak 3.659,93 ton. Jika dibandingkan dengan data hasil survei cepat, terdapat perbedaan jumlah 
pembudidaya rumput laut yang cukup besar. Hal ini dikarenakan tidak semua pembudidaya rumput 
laut adalah pembudidaya murni, hampir sebagian besar juga menjalani profesi sebagai nelayan 
tangkap. Data yang dilansir oleh BPS merupakan jumlah pembudidaya rumput laut murni.

Pengamatan terhadap komoditas perikanan tangkap di Kabupaten MBD dapat dikelompokkan ber-
dasarkan hasil tangkapan ikan dan non-ikan (Tabel 6.2 dan Tabel 6.3).

6.3.3  Jenis SDL yang Dimanfaatkan
a. Komoditas Perikanan Tangkap

Tabel 6.2. Jenis ikan dominan tertangkap di Kabupaten MBD.

Nama Lokal Nama Umum Famili Spesies

Lalosi Pisang-pisang,
Ekor Kuning Caesionidae

Caesio sp. 
Dipterygonotus sp. 
Pterocaesio sp.

Geropa Kerapu Serranidae

Caprodon sp. 
Cephalopholis sp. 
Chromileptes sp. 
Epinephelus sp. 
Odontanthias sp. 
Plectranthias sp. 
Plectropomus sp. 
Haemulidae sp.
Diagramma sp. 
Plectorhinchus sp.

Bobara Kuwe Carangidae

Alectis sp. 
Alepes sp. 
Atropus sp. 
Atule sp. 
Carangoides sp. 
Caranx sp.

Gaca Kakap Lutjanidae

Aprion sp. 
Etelis sp. 
Lutjanus sp. 
Macolor sp. 
Pinjalo sp. 
Symphorichthys sp.

Momar Layang, Malalugis Carangidae Decapterus macarellus, 
Decapterus macrosoma

Sakuda Ketambak, 
Lencam, Sikuda Lethrinidae Lethrinus sp.

Komo Tongkol Scombridae Euthynnus affinis
Cakalang Cakalang Scombridae Katsuwonus pelamis
Tuna ekor kuning Madidihang Scombridae Thunnus albacares
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Komposisi jenis ikan menunjukkan sebesar 6,6% dari hasil tangkapan adalah ikan lalosi, 6,6% ikan 
geropa/kerapu, 6,6% ikan bobara/kuwe, 6% ikan gaca/kakap, 6% ikan momar, 5,5% ikan sakuda, 
5,5% ikan tongkol, dan 5,5% ikan cakalang. Perairan Kabupaten MBD juga merupakan daerah 
penangkapan ikan tuna ekor kuning dengan pusat pendaratan di Pulau Kisar. Adapun hasil tangkapan 
non-ikan dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Hasil tangkapan non-ikan dominan di Kabupaten MBD.

Nama Lokal Nama Umum Nama Ilmiah

Teripang Teripang Bohadschia marmorata, 
Holothuria scabra

Lola Lola Trochus niloticus
Bia Bia Cymbiola vespertilio, Turbo sp.
Penyu hijau Penyu hijau Chelonia mydas
Batulaga Batulaga Turbo marmoratus
Kima Kima Tridacna sp.

Komposisi jenis non-ikan menunjukkan 18,4% dari hasil tangkapan adalah teripang, 16,3% lola, 12,2% 
bia, 12,2% penyu, 10,2% batulaga, dan 8,2% kima. Hasil wawancara menunjukkan dari komoditas 
tersebut tidak mengalami perubahan dalam hal ukuran (individual size) dalam kurun waktu 10 tahun 
terakhir. Ditinjau dari hasil tangkapannya, sebesar 54,1% di desa contoh menyatakan telah terjadi 
perubahan jumlah tangkapan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terdiri dari yang mengalami 
penurunan jumlah tangkapan sebesar 33,3% dan yang mengalami peningkatan jumlah tangkapan 
sebesar 20,8%.

Kegiatan budidaya yang sudah ada di desa contoh adalah rumput laut jenis kotoni (Eucheuma 
cotonii). Kegiatan tersebut ditemukan di Desa Jerusu (Dusun Koryatuna), Desa Luang Timur, dan 
Desa Luang Barat. Produksi rumput laut yang dihasilkan di Desa Jerusu (Dusun Koryatuna) adalah 
100 kg/panen, Desa Luang Timur antara 3.000-4.000 kg/panen dan Desa Luang Barat antara 2.000-
3.000 kg/panen. Menurut informasi yang didapatkan selama survei, Desa Ustutun, Desa Jerusu dan 
Desa Wasarili pun pernah menjadi lokasi budidaya rumput laut, namun saat ini aktivitas tersebut 
sudah tidak lagi dilakukan dan nelayan lebih fokus pada aktivitas perikanan tangkap. 

Bantuan berupa pelatihan teknik budidaya, penyediaan benih dan permodalan dari pemerintah dan 
swasta sudah pernah dilakukan di Desa Luang Timur, namun di Desa Luang Barat bantuan benih dari 
daerah Saumlaki gagal untuk dikembangkan lebih lanjut untuk dapat dipanen. Percobaan dengan 
menggunakan benih lokal berhasil dibudidayakan. Selain itu, perubahan cara budidaya dari metode 
rakit menjadi longline diperikarakan sebagai faktor keberhasilan budidaya di Desa Luang Barat.

Pembinaan dari pemerintah pernah diberikan untuk Desa Luang Timur dan Desa Luang Barat 
berupa pelatihan, penyuluhan dan bantuan modal. Akan tetapi pembinaan dan pendampingan lebih 
lanjut (berkesinambungan) tidak dilakukan pada dua desa tersebut. Hal ini menyebabkan kegiatan 
produksi rumput laut berjalan di tempat saja. Berbeda halnya dengan Desa Jerusu (Dusun Koryatuna) 
dimana tidak adanya kegiatan pembinaan terkait budidaya dari pemerintah sama sekali. Selain itu 
sumber benih yang didapatkan untuk budidaya rumput laut di Desa Jerusu berasal dari Desa Luang 
Timur dan meminta dari keluarga. Jarak pengiriman benih dapat mempengaruhi terhadap kualitas 
dari benih itu sendiri. Hal tersebut dapat diperkirakan sebagai sumber kurang minatnya kegiatan 
budidaya rumput laut di Desa Jerusu.

b. Komoditas Perikanan Budidaya
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Komposisi hasil tangkapan ikan diperoleh dari pendaratan ikan di desa-desa contoh yang dikunjungi. 
Gambar 6.1 menunjukkan komposisi hasil tangkapan pancing ulur dari salah satu armada penangkapan 
di Desa Ustutun.

6.3.4  Komposisi Hasil Tangkapan Ikan

Gambar 6.1. Komposisi hasil tangkapan pancing ulur di Desa Ustutun.

Komposisi hasil tangkapan pancing ulur yang dioperasikan di perairan sekitar Pulau Liran didominasi 
oleh ikan sakuda atau lencam (Famili Lethrinidae) mencapai 88% dari total hasil tangkapan, sisanya 
terdiri dari beberapa jenis ikan dalam jumlah yang sedikit. Hasil tangkapan jaring insang (gillnet) di 
Desa Ustutun didominasi oleh ikan baronang (samandar) (Gambar 6.2).

Gambar 6.2. Komposisi hasil tangkapan jaring insang di Desa Ustutun.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh jaring insang yang dioperasikan di sekitar Pulau Liran, 
yaitu 60% dari total hasil tangkapan, disusul oleh ikan sakuda (lencam) sebesar 29,62% dan jenis 
lainnya dalam jumlah yang tidak banyak. Pengamatan di Desa Wakarleli, Pulau Moa menunjukkan 
hasil tangkapan jaring insang didominasi oleh ikan baronang (samandar) dan jenis ikan lalosi 
(pisangpisang) serta ikan swangi (mata lebar) (Gambar 6.3).
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Gambar 6.3. Komposisi hasil tangkapan jaring insang yang dioperasikan di Perairan Tengah di Desa
Wakarleli.

Diagram 3

Tiga jenis ikan yang paling banyak tertangkap, antara lain samandar (baronang) sebesar 25%, 
rengginan sebesar 22%, lalosi (pisang-pisang) sebesar 20%, dan sisanya merupakan ikan campuran. 
Gambar 6.4 menunjukkan hasil tangkapan jaring insang yang dioperasikan di daerah tubir pantai di
Desa Wakarleli, Pulau Moa.

Gambar 6.4. Komposisi hasil tangkapan jaring insang yang dioperasikan di tubir pantai di Desa
           Wakarleli.

Hasil tangkapan jaring insang di daerah tubir pantai didominasi oleh ikan demersal yang berasosiasi 
dengan karang. Jenis ikan yang paling banyak tertangkap adalah ikan samandar (baronang) 
mencapai 87% dari total hasil tangkapan, sedangkan jenis ikan yang lain tertangkap dalam jumlah 
yang sedikit. Jaring insang yang dioperasikan di daerah rumpon lebih banyak diperoleh adalah ikan 
layang (momar) dan ikan-ikan pelagis besar dari jenis cakalang dan tongkol, seperti halnya terdapat 
di perairan Selat Tiakur (Gambar 6.5).

93 | Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya



Gambar 6.5. Komposisi hasil tangkapan jaring insang yang dioperasikan di rumpon di Desa
           Kaiwatu.

Pengamatan terhadap desa contoh di Kabupaten MBD diketahui adanya variasi waktu dan lokasi 
kegiatan penangkapan ikan. Puncak musim penangkapan dan musim paceklik menunjukkan 
perbedaan pada masing-masing desa contoh (Gambar 6.6). 

6.3.5  Waktu dan Lokasi Pemanfaatan SDL

Gambar 6.6. Musim penangkapan ikan di desa contoh di Kabupaten MBD.

Wawancara terhadap responden menunjukkan puncak musim penangkapan ikan terjadi antara bulan 
September-November, kecuali di Desa Jerusu dan Dusun Kouryatuna pada bulan Januari-April dan 
di Desa Kaiwatu pada bulan Juni-Juli. Musim paceklik dimana hasil tangkapan berkurang terjadi 
pada bulan Januari - Februari pada hampir seluruh desa contoh kecuali Desa Ustutun, Jerusu, dan 
Dusun Kouryatuna yang terjadi antara bulan Agustus-Desember. Pada saat musim paceklik, nelayan 
melakukan aktivitas penangkapan ikan di daerah pasang-surut (dalam bahas lokal disebut meti), 
dimana tidak dipengaruhi oleh tingginya gelombang.
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Hasil pengamatan menunjukan bahwa semua desa contoh melakukan aktivitas perikanan tangkap 
dengan menggunakan lebih dari satu jenis alat tangkap. Terdapat beberapa alat tangkap yang 
termasuk kategori misalnya pukat cincin mini/mini purse seine pancing (pancing ulur/hand line, 
pancing tonda/troll line), pukat tarik (pukat pantai/seine net), gillnet, bagan, bubu dan lainnya 
(panah, tanpa alat/hand picking). Komposisi alat tangkap ikan di Kabupaten MBD dijelaskan pada 
Tabel 6.4.

6.3.6  Cara dan Teknologi Pemanfaatan SDL
a. Alat Penangkapan Ikan dan Cara Pengoperasiannya

Tabel 6.4. Persentase jenis alat tangkap yang digunakan di desa contoh Kabupaten MBD.

Alat Tangkap Presentase

Alat tangkap sederhana

hand picking 15.6%
panah 28.1%
pancing sederhana 31.3%
bubu piatu/bubu meti 21.9%
siandola 3.1%

Hasil tangkapan yang meningkat terutama terjadi pada saat sasi dibuka. Daerah penangkapan ikan 
pada umumnya tidak jauh dari desa tempat tinggal nelayan atau berada di daerah meti. Hal ini terkait 
dengan penggunaan perahu yang terbatas kekuatan mesinnya atau menggunakan perahu dayung/
tanpa mesin. Alat tangkap yang digunakan didominasi oleh pancing ulur (hand line) dan jaring 
insang (gillnet) monofilamen. Secara umum daerah penangkapan menyebar di sekitar pulau besar 
dan pulau kecil yang ada di Kabupaten MBD (Gambar 6.7).

Hasil diskusi dengan kelompok nelayan diketahui sebagian besar desa (86,7%) tidak merasakan 
adanya perubahan lokasi penangkapan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Perubahan daerah 
penangkpan ikan menjadi semakin jauh dari desa tempat tinggal nelayan dijumpai di Desa Kaiwatu 
dan Desa Elo-Gerwali.

Budidaya rumput laut di tiga desa, yaitu Desa Luang Barat. Luang Timur, dan Jerusu (Dusun 
Kouryatuna) dilakukan secara intensif (7-8 kali panen dalam setahun) di dua desa dan non-insentif 
(satu kali panen dalam setahun) di satu desa. Terdapat variasi pertumbuhan berdasarkan musim 
yang terjadi. Ketika musim angin, pertumbuhan rumput laut lebih cepat dibandingkan ketika musim 
teduh. Musim angin biasanya terjadi antara bulan Januari sampai dengan Juli. Terkadang pada saat 
terjadi angin kencang (bulan Januari-Februari) mengalami gagal panen. Masa tunggu untuk panen 
berlangsung antara 30-45 hari. Penyebaran lokasi budidaya rumput laut dikemukakan pada Gambar 
6.8.

Selama kegiatan budidaya berlangsung sebesar 66,7% dari pelaku budidaya menyatakan tidak 
ada perubahan lokasi budidaya rumput laut dalam kurun waktu 5 dan 10 tahun terakhir. Hanya 
pembudidaya dari Desa Luang Barat yang menyatakan ada perubahan lokasi budidaya rumput laut, 
yaitu mencari tempat yang lebih baik yang ditunjang oleh adanya perahu untuk kegiatan mobilisasi. 
Hasil diskusi juga mengemukakan tidak terjadi konflik antar nelayan pembudidaya. Kalaupun ada 
konflik (terjadi di Desa Luang Barat) biasanya dipicu oleh persoalan batas patok jangkar longline 
rumput laut yang melebihi daerah yang sudah ditentukan di wilayah meti. Akan tetapi hal ini dapat 
diselesaikan dengan jalan musyawarah.
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Alat tangkap pasif

bubu 22.7%
jaring insang 63.6%
jaring insang meti 9.1%
bagan 4.5%

Alat tangkap aktif
jaring bobo/mini purse seine 62.5%
jaring tarik 37.5%

Alat tangkap pancing pasif
pancing ulur ikan dasar 58.8%
pancing ulur tuna/pelagis besar 41.2%

Alat tangkap pancing aktif tonda (hanya Desa Luang Barat)

Penggunaan alat tangkap sederhana terdiri dari pancing ulur sederhana 31,3%, disusul oleh panah 
sebesar 28,1% dan bubu piatu (bubu meti) sebesar 21,9%. Alat tangkap aktif terdiri dari jaring bobo 
(mini purse seine) sebesar 62,5% dan jaring tarik sebesar 37,5 %. Kategori alat tangkap pasif terdiri 
dari jaring insang sebesar 63,6%, diikuti oleh bubu 22,7 %, bubu meti 21,9 %, dan bagan 4,5 %. 
Pancing aktif terdiri dari pancing ulur ikan dasar sebesar 58,8 % dan pancing ulur tuna sebesar 41,2 
%. Sementara pancing aktif, yaitu tonda (troll line) hanya ditemukan di Desa Luang Barat. 

Dalam hal ini tidak ditemukan penggunaan peledak atau bahan beracun dalam kegiatan penangkapan 
ikan. Hal ini diduga karena sanksi adat terhadap kegiatan tersebut sama dengan pelanggaran sasi. 
Berdasarkan Permen KP Nomor 42 Tahun 2014, alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat di 
desa contoh masih tergolong diperbolehkan beroperasi. Hal ini pun disebabkan karena armada 
penangkapan yang digunakan masih tergolong sederhana.

Armada penangkapan ikan merupakan salah satu peralatan utama dalam kegiatan perikanan tangkap. 
Hasil pengamatan selama kegiatan survei cepat menunjukkan terdapat variasi jenis armada tangkap 
yang digunakan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.5.

b. Armada Penangkapan Ikan

Tabel 6.5. Persentase jenis armada tangkap di Kabupaten MBD.

Jenis Armada Tangkap Persentase
Sampan/jukung tanpa mesin 26%
Sampan semang dengan sayap 10%
Jukung tanpa mesin (katinting) 26%
Speedboat 17%
Perahu motor tempel (jolor) 19%
Perahu mesin 5 GT (hanya terdapat di Desa 
Wonreli)

2%

Persentase tertinggi terdapat pada sampan/jukung tanpa mesin dan katinting (26%). Kehadiran 
speedboat dan perahu motor tempel dengan jumlah tidak jauh berbeda dengan sampan menunjukkan 
bahwa armada alat tangkap di Kabupaten MBD sudah berkembang. Hal ini juga didukung oleh adanya 
perahu mesin 5 GT di Desa Wonrelli. Selain itu, terdapat perahu bantuan (panjang 8 m) sebanyak 
±2 unit dan perahu hasil rampasan sebanyak ±3 unit di Desa Watuwei. Sesuai Permen KP Nomor 42 
Tahun 2014, armada penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten MBD tergolong diperbolehkan
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untuk beroperasi. Data dari DKP Kabupaten MBD tahun 2016 menyebutkan terdapat 2.406 sampan/
jukung yang beroperasi, diikuti 995 motor tempel, 283 kapal motor, 38 perahu papan kecil, dan 9 
perahu papan besar.

Jenis rumput laut yang digunakan untuk budidaya adalah Kappaphycus alvarezii atau yang biasa 
disebut dengan Eucheuma cotonii. Kappaphycus alvarezii secara umum tumbuh dengan baik di 
daerah pantai berkarang. Rumput laut jenis ini sudah umum digunakan dalam kegiatan budidaya 
rumput laut. Metode budidaya yang dilakukan di tiga desa tersebut, yaitu dengan sistem longline.

Hasil kegiatan lapangan menunjukkan kondisi perairan dan ekosistem di MBD yang masih relatif 
baik, namun tidak semua lokasi di MBD berhasil melakukan usaha budidaya rumput laut. Untuk itu 
penelitian lebih lanjut agar dapat melakukan analisis kesesuaian lokasi budidaya rumput laut. Data 
yang perlu dikumpulkan untuk analisis tersebut, antara lain kondisi fisik perairan (arus, gelombang, 
pasang surut), kualitas air (salinitas, temperatur) dan identifikasi limbah aktivitas penduduk. 

Kegiatan pencegahan dan penanganan terhadap hama dan penyakit kerap dilakukan di ketiga desa 
tersebut. Kegiatan pencegahan dilakukan oleh Desa Jerusu dan Luang Barat berupa pembersihan 
tali yang digunakan dalam mengikat bibit dan pemeriksaan secara rutin. Sedangkan penanganan 
dilakukan dengan memusnahkan rumput laut yang terkena penyakit dan menggantinya dengan yang 
baru sebelum menyebar ke bibit yang lain. Selanjutnya tali yang mengikat dan terkena penyakit dicuci 
dan dijemur sebelum siap dipakai kembali.

c. Metode Budidaya Perairan

Pemanfaatan pasca panen sumber daya laut di MBD pada umumnya dilakukan dengan teknologi 
sederhana dan produk yang dihasilkan relatif sedikit. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar 
digunakan untuk kepentingan rumah tangga nelayan dan hanya sebagian kecil produk yang dijual. 
Dalam hal jumlah tangkapan ikan, 54,1% nelayan di desa contoh menyatakan telah terjadi perubahan 
jumlah tangkapan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sebanyak 33,3% menyatakan mengalami 
penurunan jumlah tangkapan, sedangkan 20,8% menyatakan mengalami peningkatan jumlah 
tangkapan.

Untuk ukuran ikan hasil tangkapan, sebagian besar nelayan di desa contoh (70%) menyatakan bahwa 
tidak terjadi perubahan ukuran hasil tangkapan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sedangkan 30% 
nelayan menyatakan terjadi perubahan ukuran hasil tangkapan. Dari 30% tersebut, 9% menyatakan 
mengalami penurunan ukuran hasil tangkapan dan 21% lainnya menyatakan mengalami peningkatan 
ukuran hasil tangkapan. Sebagian besar nelayan di desa contoh menangkap ikan tidak terlalu jauh 
dari desa. Hasil survei menunjukkan bahwa 86,7% nelayan di desa contoh tidak merasakan adanya 
perubahan lokasi penangkapan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hanya sedikit dari desa contoh 
yang menyatakan mengalami penambahan lokasi penangkapan (13,3%), yaitu Desa Kaiwatu dan 
Desa Elo-Gerwali.

Hasil sumber daya laut yang diperjualbelikan di Kabupaten MBD didominasi oleh jenis ikan karang 
dan pelagis, sedangkan sumber daya lainnya yaitu rumput laut, lola, siput dan bia. Beberapa hasil 
sumber daya laut dominan yang dijual masyarakat MBD baik dari jenis ikan maupun non ikan dapat 
dilihat pada Tabel 6.6 dan Tabel 6.7.

6.3.7  Penjualan, Pemasaran dan Rantai Dagang
a. Produksi dan Harga
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Tabel 6.6. Jenis ikan yang diperjualbelikan di Kabupaten M-BD.

Nama Lokal Nama Umum Famili Spesies

Momar Layang Carangidae Decapterus macarellus, 
Decapterus macrosoma

Komo Tongkol Scombridae Euthynnus affinis 

Lalosi Pisang-pisang, 
Ekor Kuning Caesionidae

Caesio sp. 
Dipterygonotus sp. 
Pterocaesio sp.

Geropa Kerapu
Serranidae

Caprodon sp. 
Cephalopholis sp. 
Chromileptes sp. 
Epinephelus sp. 
Odontanthias sp.
Plectranthias sp. 
Plectropomus sp.

Haemulidae Diagramma sp. 
Plectorhinchus sp.

Sakuda
Ketambak, 
Lencam, 
Sikuda

Lethrinidae Lethrinus sp.

Bobara Kuwe Carangidae

Alectis sp. 
Alepes sp. 
Atropus sp. 
Atule sp. 
Carangoides sp. 
Caranx sp.

Gaca Kakap Lutjanidae

Aprion sp. 
Etelis sp. 
Lutjanus sp. 
Macolor sp. 
Pinjalo sp.
Symphorichthys sp.

Tabel 6.7. Sumber daya laut non ikan nelayan yang diperjualbelikan di Kabupaten MBD.

Nama Lokal Nama Umum Nama Latin
Rumput Laut Kotoni Eucheuma cottonii
Lola Lola Trochus niloticus
Siput Siput Gastropoda

Bia Bia Cymbiola vespertilio, 
Turbo sp.
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SDL yang dimanfaatkan sejauh ini dijual dengan harga yang relatif murah dan cenderung tidak 
mengalami fluktuasi. Fluktuasi harga ikan hanya terjadi ketika hasil tangkapan ikan melimpah, 
dimana harga ikan menjadi relatif lebih murah. Fluktuasi harga juga terjadi ketika musim paceklik 
ikan, dimana harga ikan menjadi relatif lebih mahal. Sementara itu, produksi rumput laut saat ini 
mengalami tren penurunan hasil produksi seiring dengan relatif rendahnya harga rumput laut. Harga 
rumput laut yang terbentuk merupakan kesepakatan antara pedagang rumput laut dengan perangkat 
desa sehingga harga yang diterima pembudidaya dalam satu desa cenderung sama.

Selain produksi dari perikanan tangkap dan budidaya yang dilakukan hampir sepanjang tahun, 
juga terdapat produksi sumber daya laut yang diperoleh hanya pada periode tertentu, yaitu pada 
saat pembukaan sasi laut. Produksi sumber daya laut yang dihasilkan dari pembukaan sasi volume 
produksinya relatif besar walaupun produksi saat ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan 
periode sebelumnya.

Dalam pembukaan sasi bisa dihasilkan sekitar 1-5 ton hasil sumber daya laut seperti batulaga, lola dan 
teripang. Besar kecilnya produksi yang dihasilkan cenderung dipengaruhi oleh luas wilayah yang di-
sasi dan lama periode penutupan sasi. Semakin luas wilayah yang di-sasi dan lama periode penutupan 
sasi maka hasil produksi yang dihasilkan ketika pembukaan sasi cenderung lebih besar. Harga hasil 
produksi sumber daya laut yang terbentuk pada saat buka sasi merupakan hasil kesepakatan antara 
pedagang dan pengurus sasi baik dari perwakilan pengurus desa ataupun gereja.

Hasil sumber daya laut di Kabupaten MBD sebagian besar dikonsumsi sendiri, hanya sebagian 
kecil yang dijual. Hasil tangkapan umumnya dijual di dalam desa dan desa sekitar ataupun ibukota 
kecamatan. Tempat penjualan ikan yang ada di MBD juga masih terbatas. Pasar ikan yang ada 
tergabung dengan pasar kebutuhan sehari-hari lainnya dengan bangunan kios semi permanen 
sederhana dan berada di pinggir jalan.

Sebagai kabupaten yang baru berdiri, kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya terbentuk 
juga mempengaruhi rendahnya jumlah permintaan ikan di antara masyarakat setempat. Belum 
adanya fasilitas yang menunjang penanganan ikan sistem rantai dingin juga berpengaruh terhadap 
kualitas ikan hasil tangkapan nelayan. Kualitas ikan hasil tangkapan nelayan cenderung cepat 
mengalami penurunan kualitas karena penanganan dari mulai penangkapan dan pengangkutan 
belum menggunakan penanganan ikan yang baik. Rendahnya kualitas ikan selanjutnya berpengaruh 
terhadap rendahnya harga ikan hasil tangkapan nelayan.

Hasil survei menunjukkan hasil tangkapan paling banyak dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri 
atau dijual ke pasar di Tiakur. Pola ini umumnya berlaku bagi nelayan yang tinggal di Pulau Moa 
maupun pulau-pulau sekitar Pulau Moa. Selanjutnya, hasil tangkapan ikan juga dijual ke tetangga, 
pedagang dari luar Kabupaten MBD, pengepul (penampung sementara), papalele (wanita penjual 
ikan di pasar), dan pedagang dari pulau lain. Dapat juga ditukar (barter) dengan hasil pertanian.

Hasil produksi perikanan budidaya rumput laut dalam pemasarannya tidak memerlukan pengiriman 
ke luar daerah karena sudah ada pembeli (pedagang pengumpul) yang berasal dari Sulawesi Selatan. 
Hasil rumput laut yang sudah dikeringkan selanjutnya dibawa ke Sulawesi Selatan oleh pedagang 
pengumpul rumput laut tanpa diolah terlebih dahulu Produksi sumber daya laut dari hasil pembukaan 
sasi juga dijual kepada pembeli dari Sulawesi Selatan.

b. Tempat Penjualan SDL
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Sebagian besar nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di MBD menggunakan modal 
pribadi untuk operasional usaha penangkapannya, sehingga tidak mempunyai keterikatan dalam 
penjualan ikan hasil tangkapannya. Nelayan dapat menjual hasil tangkapannya kepada siapa saja 
yang mau membeli ikan hasil tangkapannya.

Transaksi penjualan ikan dilakukan secara tunai. Pada beberapa desa contoh karena hasil perikanannya 
relatif sedikit tidak jarang juga berlaku sistem barter dimana hasil ikan tangkapan nelayan ditukar 
dengan barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras dan hasil pertanian lainnya. Hasil produksi 
perikanan yang tidak laku dijual dalam bentuk segar biasanya dikeringkan dan diolah menjadi ikan 
asin. Ketika jumlah ikan asin yang dihasilkan rumah tangga nelayan sudah cukup banyak selanjutnya 
dijual ke ibukota kabupaten atau kecamatan atau pusat keramaian yang lain seperti pelabuhan kapal 
dimana kapal laut penumpang bersandar.

Keberlanjutan usaha yang berbasis SDL tergantung dari besarnya permintaan SDL. Berdasarkan 
hasil survei cepat dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku pemanfaat sumber daya laut dari desa 
contoh di MBD (68,8%) menyatakan adanya perubahan permintaan hasil tangkapan di Kabupaten 
MBD. Perubahan permintaan hasil tangkapan di Kabupaten MBD ada yang meningkat dan menurun. 
Mayoritas dari responden menyatakan terjadi peningkatan permintaan produk perikanan, terutama 
di beberapa desa yang dekat dengan ibukota kabupaten. Penurunan permintaan hasil tangkapan 
lebih disebabkan oleh makin banyaknya jumlah nelayan. Hal ini juga berlaku dari hasil tangkapan di 
daerah meti (bameti) seiring dengan berlimpahnya hasil tangkapan sehingga banyak yang tidak laku 
dijual. Sementara itu masyarakat yang merasakan tidak adanya perubahan permintaan beralasan 
karena daerah pemasaran relatif kecil, motif nelayan untuk mencari ikan hanya untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri, dan menangkap ikan bukan merupakan pekerjaan utama.

c. Sistem Penjualan SDL

Rantai pemasaran hasil perikanan di MBD termasuk rantai perdagangan yang sederhana, dimana 
sebagian besar nelayan langsung berhubungan dengan konsumen, khususnya nelayan subsisten 
yang hasil tangkapannya relatif sedikit. Hanya sebagian kecil nelayan yang memerlukan pedagang 
perantara. Sebesar 53% nelayan di MBD menjual ikannya kepada masyarakat untuk dikonsumsi 
langsung. Sedangkan 47% sisanya dijual kepada pedagang perantara untuk selanjutnya dijual lagi di 
tingkat lokal maupun dipasarkan antar pulau, seperti Kupang, Timor Leste dan, Makasar.

Lokasi Kabupaten MBD yang terpencil menyebabkan rantai perdagangan hasil sumber daya laut di 
MBD belum banyak yang dipasarkan ke luar daerah atau bahkan untuk keperluan ekspor. Hasil SDL 
sebagian besar hanya sekedar untuk memenuhi permintaan lokal daerah MBD kecuali sumber daya 
rumput laut yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di luar daerah dalam hal ini Sulawesi 
Selatan. Pola rantai pemasaran sumber daya laut di MBD ditunjukkan pada skema berikut.

d. Rantai Dagang Penjualan SDL
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 Gambar 6.9. Rantai pemasaran hasil perikanan tangkap

 Gambar 6.10 Rantai pemasaran rumput laut

 Gambar 6.11. Rantai pemasaran sumber daya laut hasil buka sasi

Besarnya potensi sumber daya laut di MBD memberikan daya tarik bagi pelaku pemanfaatan sumber 
daya laut untuk mengeksplorasi sumber daya laut, baik menggunakan cara yang ramah lingkungan 
atau bahkan yang mengganggu kelestarian sumber daya laut. Perilaku pemanfaatan sumber daya 
laut yang tidak ramah lingkungan diantaranya adalah penggunaan bom dan potasium, yang biasanya 
berasal dari masyarakat luar Kabupaten MBD.

Modus penangkapan ikan menggunakan bom dan potasium biasanya dilakukan baik ketika musim 
angin barat maupun timur, di mana nelayan lokal MBD banyak yang tidak beraktivitas melakukan 
penangkapan ikan. Sementara itu, masyarakat MBD pada umumnya memanfaatkan sumber daya 
laut dengan cara yang baik. Berdasarkan kesaksian masyarakat pesisir di kepulauan yang ada di MBD, 
pelaku pemanfaatan sumber daya laut yang menggunakan bom dan potasium sudah relatif berkurang 
seiring dengan semakin tingginya resistensi penduduk lokal MBD terhadap perilaku pemanfaatan 
sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan dan juga keberadaan patroli keamanan laut.

6.3.8  Ancaman dan Tantangan Terhadap Pola Pemanfaatan SDL
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Pemanfaatan sumber daya laut di MBD tidak terlepas dari pengaruh alam seperti dinamika cuaca 
dan iklim. Pada saat musim angin barat terjadi dimana angin berhembus kencang para nelayan 
mengurangi aktivitas penangkapan ikannya karena armada penangkapan ikan masyarakat MBD 
pada umumnya berukuran kecil. Keterbatasan teknologi armada penangkapan ikan yang dimiliki 
masyarakat MBD sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan penangkapan ikan ketika musim 
angin barat, menyebabkan nelayan beradaptasi untuk melaksanakan usaha selain penangkapan ikan 
ketika musim angin barat seperti berkebun.

Pada perikanan budidaya salah satu ancaman yang dihadapi pembudidaya rumput laut adalah 
penyakit ais-ais yang menyebabkan rumput laut tidak dapat berkembang dengan baik. Selain itu, 
permasalahan lainnya adalah sering kali bibit rumput laut yang ditanam terlepas dari media budidaya 
karena teknik pengikatan bibit yang kurang baik atau pengaruh arus, gelombang maupun gangguan 
hama (predator). Upaya yang dilakukan pembudidaya rumput laut dalam pemeliharaan rumput 
laut untuk mencegah menyebarnya hama dan penyakit adalah dengan rajin membersihkan rumput 
laut yang ditanam. Jika rumput laut sudah terjangkit penyakit maka bagian yang terserang penyakit 
segera dibuang, tali yang digunakan sebagai media tanam selanjutnya dibersihkan dan dikeringkan 
agar tidak menyebarkan penyakit ke rumput laut yang lain. Upaya pengobatan yang menggunakan 
bahan kimia anorganik sampai sejauh ini belum pernah dilakukan oleh pembudidaya rumput laut di 
Kabupaten MBD.

Analisis pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach for Fisheries 
Managament/EAFM) ini dilakukan melalui pendekatan indikator. Indikator secara sederhana 
didefinisikan sebagai sebuah alat atau jalan untuk mengukur, mengindikasikan, atau merujuk sesuatu 
hal dengan lebih atau kurang dari ukuran yang diinginkan (Gavaris 2009). 

Indikator diperlukan untuk mendukung pelaksanaan EAFM dengan memberikan informasi tentang 
keadaan ekosistem, intensitas penangkapan dan kematian dan perkembangan pengelolaan (Jennings 
2005). Pendekatan indikator untuk data yang terbatas (limited data) merupakan salah satu cara yang 
paling baik dalam pengelolaan perikanan (Ye, Cochrane and Qiu 2011). 

Terdapat beberapa tujuan pengelolaan dari penilaian indikator untuk pengelolaan perikanan yaitu 
keberlanjutan pemanfaatan, keuntungan ekonomi, perlindungan sumber daya dan pengelolaan 
kegiatan penangkapan (Pelletier, et al. 2008). Penilaian kondisi perikanan di Kabupaten MBD 
dengan menggunakan indikator EAFM dilakukan terhadap enam domain, meliputi domain sumber 
daya ikan, habitat dan ekosistem, teknologi penangkapan ikan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. 
Hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.8.

6.3.9  Penilaian Pemanfaatan SDL Menggunakan Indikator EAFM
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Tabel 6.8. Penilaian indikator EAFM di Kabupaten MBD;

Atribut
Kondisi Aktual Indikator Referensi

Kriteria Flag Kriteria Flag
Sumber Daya Ikan
Ukuran ikan Ukuran relatif tetap Ukuran semakin besar
Range collapse Relatif tetap Semakin mudah
Spesies ETP Sedikit (< 20% 

proporsi) tangkapan 
spesies ETP

Tidak ada spesies ETP 
yang tertangkap

Densitas ikan karang ∑ ind > 10 ind/m2 - -
Habitat dan Ekosistem
Status terumbu karang Tutupan karang hidup 

>50% 
- -

Habitat unik Belum ada upaya 
pengelolaan terhadap 
habitat unik

Ada upaya pengelolaan 
habitat unik, tapi 
belum berjalan optimal

Teknologi Penangkapan Ikan
Metode penangkapan ikan 
yang bersifat desktruktif dan 
ilegal

Frekuensi pelanggaran 
5-10 kali/tahun

Frekuensi pelanggaran 
<5 kali/tahun

Modifikasi alat penangkapan 
& alat bantu 
penangkapan

25%-50% ukuran target 
spesies < Lm

Kurang dari 25% 
ukuran target spesies 
< Lm

Ekonomi
Kepemilikan aset Aset produktif tetap Aset produktif 

bertambah
Pendapatan rumah tangga Pendapatan rumah 

tangga < dari UMR
Pendapatan rumah 
tangga = UMR

Sosial
Partisipasi pemangku 
kepentingan

Partisipasi < 50% Partisipasi 50–75 %

Konflik perikanan 2–3 kali kejadian 
konflik

1 kali kejadian konflik

Pemanfaatan pengetahuan 
lokal dalam pengelolaan SDI

Penerapan pengetahuan 
lokal tidak efektif

Penerapan 
pengetahuan lokal 
efektif
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Kelembagaan
Kepatuhan terhadap 
prinsip-prinsip perikanan 
yang bertanggung jawab 

Frekuensi pelanggaran 
antara 2-4 kasus dalam 
satu tahun

Frekuensi pelanggaran 
< 2 kasus dalam satu 
tahun

Kelengkapan aturan main Ada dan terjadi 
penindakan

- -

Mekanisme kelembagaan Ada keputusan dan 
dijalankan sepenuhnya 

-  -

Rencana pengelolaan
perikanan

Belum terdapat RPP Ada RPP namun belum 
dijalankan sepenuhnya

Penilaian dilakukan tidak terhadap semua indikator dalam setiap domain EAFM, karena tidak semua 
indikator bisa dikaji saat survei cepat berlangsung. Visualisasi hasil penilaian indikator EAFM ini 
menggunakan teknik flag modeling. Teknik flag modeling dilakukan dengan pendekatan multi-
criteria analysis (MCA) di mana sebuah set kriteria dibangun sebagai basis bagi analisis keragaan 
wilayah pengelolaan perikanan dilihat dari pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan 
melalui pengembangan indeks komposit (Adrianto, Matsuda and Sakuma 2005). Namun, karena 
belum semua indikator pada setiap domain dikaji, analisis komposit belum bisa dilakukan.

Nikijuluw (2001) menyatakan bahwa sumber daya ikan pada umumnya bersifat open access (akses 
terbuka) bagi siapa saja. Setiap orang dimana saja bisa berpartisipasi memanfaatkan sumber daya 
tersebut tanpa harus memilikinya atau hak kepemilikan umum (common property resources). 
Faktor ini kemudian mengakibatkan terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan yang kemudian 
menyebabkan menurunnya stok sumber daya ikan. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan sumber daya 
ikan diperlukan upaya pengelolaan perikanan yang berprinsip pada keberlanjutan pemanfaatannya.

Tujuan dari pengelolaan perikanan adalah untuk memastikan hasil tangkapan dari stok ikan secara 
ekologi berkelanjutan dalam waktu yang lama dan memberikan manfaat yang maksimal untuk 
nelayan dan masyarakat pesisir. Hal tersebut karena di banyak belahan dunia, makanan laut (seafood) 
merupakan sumber protein hewani dan manfaat dari pengelolaan perikanan lebih diperuntukkan 
untuk ketahanan pangan dibandingkan untuk memperoleh keuntungan (King, 2007).

Di Kabupaten MBD, sebesar 54,1% desa contoh menyatakan terjadi perubahan jumlah hasil tangkapan 
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dimana sebagian besar menyatakan perubahan yang terjadi 
berupa penurunan hasil tangkapan. Selain itu, 30% menyatakan terjadi perubahan ukuran hasil 
tangkapan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dimana perubahan yang terjadi adalah penurunan 
ukuran hasil tangkapan ikan. Terkait lokasi penangkapan, 86,7% desa contoh menyatakan tidak ada 
perubahan lokasi penangkapan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hanya Desa Kaiwatu dan Desa 
Elo-Gerwali yang menyatakan terjadi penambahan lokasi penangkapan oleh masyarakat setempat.

Kemudian, sebesar 40,9% desa contoh menyatakan terjadi perubahan dalam hal komposisi hasil 
tangkapan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dimana sebagian besar menyatakan terjadi 
penurunan komposisi hasil tangkapan. Terkait dengan budidaya rumput laut, produksi budidaya 
meningkat sejak pertama kali usaha budidaya rumput laut dimulai tahun 2009, namun akhir-akhir 
ini pembudidaya, terutama di Pulau Luang, merasakan produksi menurun dikarenakan menurunnya 
kualitas perairan sekitar pulau.

6.4  DISKUSI
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Dalam pengkajian stok ikan, penurunan jumlah hasil tangkapan, yang kemudian direpresentasikan 
dengan hasil tangkapan per upaya tangkap (catch per unit effort), menjadi salah satu indikator 
penurunan stok ikan di alam. Selain itu, indikator lainnya adalah penurunan ukuran hasil tangkapan 
atau semakin mengecilnya ukuran sumber daya laut yang tertangkap. Perubahan daerah penangkapan 
ikan yang semakin jauh serta penurunan komposisi hasil tangkapan juga dapat dikatakan sebagai 
indikator penurunan stok ikan. Meskipun keempat indikator tersebut tidak semuanya terjadi di 
Kabupaten MBD, namun perlu ada upaya pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh pemangku 
kepentingan setempat.

Untuk dapat menentukan upaya pengelolaan perikanan yang sesuai diterapkan di Kabupaten MBD, 
terlebih dahulu perlu dipahami skala perikanan yang berlaku di sana, karena besar–kecilnya skala 
perikanan akan mempengaruhi pengelolaan perikanan yang dijalankan. Berdasarkan skalanya, usaha 
perikanan sendiri dibagi menjadi tiga: subsisten, artisanal, dan industrial. 

Perikanan subsisten merupakan salah satu mayoritas penangkapan perikanan yang dilakukan oleh 
nelayan dan keluarganya untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Perikanan artisanal 
merupakan perikanan skala kecil, yang rendah biaya, padat tenaga kerja, dimana hasil tangkapan 
digunakan untuk dijual dan konsumsi lokal, sedangkan perikanan industri merupakan perikanan 
skala besar, menggunakan kapal besar, dan mempunyai pasar sendiri diseluruh dunia (King 2007).

Panayotou (1982) menyatakan perbandingan antara perikanan skala besar dan perikanan skala kecil 
dapat dilakukan dengan melihat teknologi penangkapan yang digunakan, tingkat modal, tenaga 
kerja yang digunakan dan kepemilikan. Perikanan skala kecil (small scale fisheries) biasanya rendah 
teknologi, labor-intensive, dengan rendah modal, kapal kecil dan biasanya pemiliknya adalah yang 
mengoperasikan kapal itu sendiri, dan bahan bakar intensif dibandingkan dengan metode perikanan 
industrialisasi modern. Serta kebanyakan perikanan skala kecil juga tidak harus menggunakan kapal, 
atau konsumsi energi yang berlebihan dan dapat dioperasikan dari pantai. 

Industri perikanan skala kecil, baik di negara maju dan berkembang, memiliki karakteristik jumlah 
kapal skala kecil dan nelayan melebihi orang-orang di industri skala besar. Hal ini menyebabkan 
banyak perikanan skala kecil mengalami masalah tindakan kolektif, kekuasaan, dan konflik. Selain 
itu, perikanan skala kecil sering berbasis di masyarakat pesisir kecil yang bergantung pada sumber 
daya lokal yang dapat terkena dampaknya, baik positif atau negatif dari kegiatan ekonomi sekitarnya 
(Clanahan and Castilla 2007).

Perikanan skala besar pada umumnya dikelola secara profesional, terkadang dengan keterlibatan 
tingkatan industri dan instansi pemerintah. Dalam perikanan skala besar pengelolaan dilakukan 
dengan pembatasan jumlah nelayan atau jumlah ikan yang ditangkap. Kontrol seperti itu tidak 
sesuai untuk perikanan skala kecil, terutama untuk perikanan subsisten dimana sebagian besar 
menangkap untuk kebutuhan makan. Alternatif kontrol pengelolaan lain terutama penutupan area 
dan musim untuk penangkapan lebih sesuai bagi banyak komunitas nelayan (King 2007). Upaya 
ini kemungkinan yang bisa dilakukan pada perikanan di Kabupaten MBD, yang memang tergolong 
perikanan subsisten dan skala kecil.

Sistem sumber daya perikanan merupakan sistem yang kompleks, sehingga perannya menjadi 
sangat penting sebagai penyedia kebutuhan manusia. Akibatnya adalah dibutuhkan pemahaman 
yang baik dalam menerapkan strategi pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat yang 
berkesinambungan. Oleh karenanya, pemanfaatan sumber daya perikanan tidak dapat dianggap 
sebagai upaya
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menghasilkan komoditas semata. Pandangan yang terjadi selama ini telah menempatkan kegiatan 
perikanan sebagai kegiatan ekonomi sektor primer yang menghasilkan komoditas semata (Adrianto, 
Matsuda and Sakuma 2005). Padahal diketahui bahwa kegiatan pemanfaatan maupun pengembangan 
sumber daya perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung terhadap 
faktor-faktor penyusun sumber daya tersebut, seperti sistem lingkungannya, sistem pemanfaatannya/
sistem ekonomi dan sistem kelembagaan dan sosial yang memanfaatkan sumber daya tersebut. 
Dengan kata lain, sistem produksi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan sangat 
dipengaruhi oleh berbagai elemen lain yang mempengaruhi sistem tersebut.

FAO (1995) menyatakan ada beberapa mekanisme yang tersedia untuk mempertahankan biomassa dan 
produktivitas suatu sumber daya pada suatu tingkat yang diinginkan adalah dengan mengendalikan 
mortalitas penangkapan dengan cara mengatur banyaknya ikan yang ditangkap, kapan ikan 
ditangkap, serta umur dan ukuran saat ditangkap. Dalam mengatur mortalitas penangkapan ada 
sejumlah pendekatan yang dapat digunakan, dan masing-masing mempunyai implikasi dan efisiensi 
yang berbeda. Langkah-langkah tersebut, diantaranya:

• Kontrol input (upaya): seperti peraturan ukuran kapal, kapasitas kapal, upaya 
tangkap (intensitas dan waktu), wilayah tangkap.

• Kontrol output (hasil tangkapan): seperti menentukan total tangkapan yang 
diperbolehkan (TAC), kuota individu, kuota komunitas (masyarakat).

• Ukuran teknis (peraturan teknologi): seperti batasan alat tangkap, penutupan 
area (daerah asuhan), penutupan musim (musim pemijahan).

• Pengelolaan berbasis ekologi (ecologically based management): seperti kebijakan 
daerah perlindungan laut, pendekatan multi-spesies.

• Instrumen ekonomi: seperti pajak dari tangkapan atau dari upaya tangkap.

Kategori-kategori tersebut tidak saling independen, kemungkinan ada beberapa yang tumpang 
tindih. Sebagai contoh kontrol terhadap input/upaya dan output/hasil dapat dengan menggabungkan 
langkah-langkah teknis dan pendekatan biologi, yang tentunya akan berdampak juga atau berimplikasi 
terhadap ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dalam skema aturan pengendalian penangkapan (harvest 
control rules).

Upaya pengelolaan yang mungkin juga bisa dilakukan melalui pendekatan EAFM. EAFM merupakan 
salah satu pendekatan multi-atribut dengan pendekatan kepada gejala atau performa indikasi kondisi 
ekosistem perairan secara umum (Kementerian Kelautan dan Perikanan, World Wide Foundation, 
Pusat Kajian Sumber daya Laut dan Pesisir-Institut Pertanian Bogor 2012). FAO (2005) menyatakan 
terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi EAFM, yaitu: (1) Perikanan 
harus dikelola pada batas yang memberikan dampak yang dapat ditoleransi oleh ekosistem; (2) 
Interaksi ekologis antar sumber daya ikan dan ekosistemnya harus dijaga; (3) Perangkat pengelolaan 
sebaiknya compatible untuk semua distribusi sumber daya ikan; (4) Tindakan pencegahan dalam 
pengambilan keputusan diperlukan karena pengetahuan terhadap ekosistem tidak lengkap/terbatas; 
(5) Tata kelola perikanan mencakup kepentingan sistem ekologi dan sistem manusia.

Pada perikanan budidaya, upaya pengelolaan juga perlu dilakukan untuk dapat menjamin 
keberlangsungan pemanfaatannya. Di Kabupaten MBD, perikanan budidaya sejauh ini terfokus pada 
budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut, dengan segala keunggulannya, bukan berarti dapat 
berjalan tanpa hambatan. Dari sisi tempat, lokasi budidaya sering tumpang-tindih dengan para 
penggunaan
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lahan yang lain, seperti para nelayan, operator wisata, dan masyarakat setempat yang memanfaatkan 
lokasi budidaya sebagai jalur transportasi.

Secara teknis, budidaya rumput laut dapat dengan mudah dilakukan hanya dengan mengamati 
pembudidaya lain. Namun, jika budidaya dilakukan tanpa pendampingan teknis yang baik dapat 
menimbulkan akibat yang buruk pada alam. Misalnya saja pemilihan lokasi budidaya atau jarak 
tanam rumput laut. Hal-hal seperti ini dapat terjadi jika pembudidaya tidak mendapat pendampingan, 
baik dari dinas setempat, penyuluh, maupun kelompok pembudidaya lokal. Oleh karena itu, sebagai 
bagian dari praktik budidaya, para pembudidaya disarankan untuk bekerja sama dan membentuk 
kelompok.

Posisi tawar yang lebih tinggi dan pemecahan masalah yang lebih mudah adalah beberapa keuntungan 
jika seorang pembudidaya bergabung dalam sebuah kelompok. Meskipun pada  kenyataannya, 
kebanyakan pembudidaya di Kabupaten MBD masih bekerja secara individu. Dalam kelompok 
pembudidaya, aktivitas diarahkan pada budidaya rumput laut yang ramah lingkungan, antara lain 
dengan pemilihan lokasi sesuai dengan peruntukan lokasi/lahan budidaya perikanan yang tertuang 
dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan atau Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk daratan di tingkat kabupaten kota/kabupaten atau provinsi. 
Kesesuaian lokasi budidaya dengan peruntukannya dimaksudkan untuk menghindari konflik dengan 
pemanfaatan lain seperti kawasan pemukiman, konservasi, penangkapan ikan, wisata, industri, 
pelayaran, dan lain-lain.
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Provinsi Maluku merupakan wilayah yang dikenal memiliki potensi sumber daya laut (SDL) yang 
besar dan menjadi modal utama bagi perkembangan di sektor perikanan. Berdasarkan Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan 
di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa potensi perikanan 
tangkap di keempat WPP-RI yang berada di perairan Maluku (WPP-RI 714, WPP-RI 715, WPP-RI 717, 
dan WPP-RI 718) mencapai 30% dari potensi perikanan tangkap nasional (TribunMaluku.com 2013). 
Tingginya potensi perikanan Provinsi Maluku menjadi dasar ditetapkannya program Lumbung Ikan 
Nasional (LIN) di provinsi ini oleh pemerintah Indonesia (Bawole and Apituley 2011).

Program LIN adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pengelolaan perikanan, yaitu untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, memperluas 
kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta 
menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang. Pada tahun 2010, 
Gubernur Maluku memaparkan bahwa membangun Maluku sebagai LIN dapat diartikan Maluku 
sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi ikan 
nasional dan menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia, dan Maluku juga diharapkan 
akan mampu mencapai tujuan pengelolaan perikanan Indonesia secara maksimal (Bawole and 
Apituley 2011).

Informasi mengenai keindahan alam kawasan ini telah banyak didengar, terutama dengan semakin 
maraknya kegiatan wisata alam yang disebarluaskan melalui berbagai media (Trans TV 2015, 
Satumaluku.com 2015). Sebaliknya informasi tentang kondisi ekologi dan interaksi masyarakat 
dengan SDL masih sangat minim, meskipun sebenarnya kehidupan masyarakat di bagian timur 
Indonesia sangat dekat dengan tatanan adat istiadat atau yang lebih dikenal dengan kearifan lokal. 
Masyarakat lokal memiliki pandangan yang bersifat bijaksana, arif dan bernilai baik. Pandangan ini 
tertanam dalam masyarakat dan diikuti oleh masyarakat tanpa paksaan (Sartini 2004). 

Studi tentang kearifan lokal masyarakat pesisir di Maluku banyak dilakukan baik oleh peneliti asing 
maupun peneliti Indonesia, namun sebagian besar dilakukan di Maluku Tengah (Haruku, Saparua dan 
Nusa Laut), Maluku Tenggara (Kepulauan Kei) dan Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar). 
Sementara penelitian terhadap bagaimana interaksi masyarakat khususnya di Pesisir Maluku Barat 
Daya (MBD) terhadap SDL yang mereka miliki belum banyak ditemukan (Wisesa 2013).

Menurut beberapa penelitian di wilayah lain di Maluku, umumnya di kawasan pesisir, kearifan lokal 
banyak tertanam dalam model pemanfaatan perlindungan sumber daya laut, seperti bentuk larangan 
pemanfaatan di lokasi tertentu (pamali/keramat) maupun larangan pemanfaatan biota tertentu pada 
waktu tertentu (sasi3) (Harkes 1999, Kusapy, Lay and Kaho 2005, Satria and Adhuri 2010, Pannell 
1997). Terlihat bahwa masyarakat lokal sebenarnya telah memiliki sistem tersendiri untuk melindungi 
sumber daya alamnya, meskipun nilai-nilai ini sudah mulai luntur atau bergeser. Oleh karena itu, 

BAB 7 TATA KELOLA SUMBER DAYA LAUT
Nara Wisesa, Hellen Nanlohy, Christian N. Handayani, Imaniar Pratiwi & Ignatia 
Dyahapsari

7.1  PENDAHULUAN
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studi ini perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi secara utuh mengenai pola tata kelola SDL di 
Kabupaten MBD, yang erat kaitannya dengan tekanan terhadap ketersediaan SDL.

Kabupaten MBD tergolong kabupaten baru di Provinsi Maluku, terbentuk sebagai hasil pemekaran 
dari Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan UU No. 31 Tahun 2008. Sebagai kabupaten baru, 
pemerintah daerah sedang menata wilayahnya agar pembangunan dapat menyentuh seluruh 
komponen masyarakat. Kegiatan survei cepat ini dapat membantu pemerintah daerah untuk 
mendapatkan data dan informasi ilmiah yang dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan di 
Kabupaten MBD, khususnya terkait pengelolaan SDL.

Pengambilan data tata kelola SDL di desa-desa contoh bertujuan untuk mendapatkan data dan 
informasi mengenai pola tata kelola SDL di Kabupaten MBD. Dengan informasi tersebut diharapkan 
dapat memberikan rekomendasi pengelolaan kawasan laut kabupaten MBD sesuai dengan pola yang 
sudah dianut masyarakat lokal. Bab ini saling terkait dengan Bab 6 yang membahas pola pemanfaatan 
SDL di Kabupaten MBD.

7.2  METODE
7.2.1  Pengumpulan Data dan Parameter yang Diamati
Pengumpulan data primer dilakukan pada tanggal 3-14 November 2015 di 14 desa contoh di Kabupaten 
MBD (lihat Gambar 3.1).

Parameter yang diamati untuk mendapatkan gambaran umum tata kelola Sumber daya laut di 
MBD adalah peraturan, kelompok masyarakat, pengambilan keputusan, konflik, pengawasan dan 
penegakan hukum, serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDL. Selain itu, studi ini juga 
mengidentifikasi sejumlah tantangan dan persepsi masyarakat mengenai pengelolaan SDL. 

Pengumpulan data sekunder yang meliputi Studi Pustaka berkaitan dengan Kabupaten MBD 
dilakukan sebelum survei cepat berlangsung guna mendapatkan informasi secara umum mengenai 
lokasi survei. Studi Pustaka antara lain berasal dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten MBD, 
Universitas Pattimura serta publikasi lainnya. Bagian penting lainnya yang kerap ditemui di kawasan 
Maluku adalah sasi. Studi literatur yang lebih mendalam mengenai sasi juga dilakukan guna 
memahami keterkaitan adat dengan tata kelola masyarakat setempat. Literatur yang membahas 
mengenai sasi khususnya di wilayah MBD masih sangat minim, maka penelaahan informasi tentang 
sasi juga dilakukan menggunakan referensi dari wilayah Maluku lainnya sebagai pengetahuan awal 
yang dapat dijadikan acuan untuk kawasan MBD.

7.2.2  Analisis Data
Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif dan analisa konten. Analisa deskriptif 
mengembangkan paparan teks deskriptif sementara analisa konten menganalisa hasil setiap desa 
dengan kesimpulan angka kuantitatif. Informasi lebih lengkap mengenai metode pengambilan dan 
analisa data lapangan dapat dilihat di Bab 3.
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7.3  HASIL
7.3.1  Peraturan tentang Pengelolaan SDL

Pada umumnya, peraturan formal terkait dengan pengelolaan SDL yang berlaku di desa-desa contoh 
adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa (Pemdes). Mekanisme penyusunan peraturan ini 
adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan diputuskan oleh aparat 
Pemdes melalui rapat bersama, yang hasilnya kemudian disampaikan kepada masyarakat desa. 
Peraturan-peraturan formal ini hanya ditemukan di beberapa desa contoh saja. Peraturan-peraturan 
ini membahas peraturan pengelolaan SDL dan retribusi yang ditetapkan dalam pemasaran komoditas 
SDL, khususnya yang di-sasi. Di beberapa desa contoh, peraturan-peraturan tersebut masih dalam 
bentuk rancangan secara tertulis, meski begitu masyarakat telah mengetahui dan menjalankannya.

Dari keseluruhan desa contoh, sebanyak 8 desa telah mempunyai peraturan secara tertulis dan sisanya 
tidak ada atau tidak diketahui oleh masyarakat (Gambar 7.1). Ada 1 desa yang sudah menuangkan 
peraturan tradisional terkait sasi ke dalam bentuk tertulis, dan sudah ada 4 desa yang memiliki 
Peraturan Desa (Perdes) tertulis mengenai pengelolaan SDL yang dihasilkan dari proses Musrembang 
desa, 2 di antaranya mencantumkan peraturan mengenai retribusi yang harus dibayarkan untuk 
membeli komoditas sasi beserta harga komoditas tersebut di dalam Perdes. Peraturan tertulis yang 
masih dalam bentuk draft sudah tersedia di 3 desa. Peraturan-peraturan formal ini dianggap penting 
oleh aparat desa dan masyarakat, dan seluruh desa contoh menginginkan adanya peraturan yang 
bersifat formal dalam pengelolaan SDL.

a. Peraturan Formal

Gambar 7.1. Peraturan formal terkait pengelolaan SDL di desa contoh.
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Peraturan-peraturan informal yang berlaku di Kabupaten MBD tentang pengelolaan SDL adalah 
peraturan-peraturan yang sudah ada sejak dahulu kala dan sudah dilaksanakan secara turun temurun. 
Peraturan-peraturan ini pada umumnya bersifat tidak tertulis dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. 
Apabila ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi secara adat 
atau dari gereja.

Secara umum peraturan informal yang ditemukan di desa-desa contoh di Kabupaten MBD bisa dibagi 
dua, yaitu sasi dan non-sasi. Perlu diketahui juga bahwa di semua lokasi, ikan tidak masuk dalam 
komoditas yang diatur pemanfaatannya/pengelolaannya secara adat. Penangkapan ikan dilakukan 
secara bebas baik jenis, jumlah, maupun lokasinya untuk seluruh masyarakat.

b. Peraturan Informal

Sasi merupakan peraturan informal terkait pengelolaan SDL yang paling dominan, menyebar dan 
telah berlangsung secara turun temurun di Kabupaten MBD. Meski dalam prakteknya terdapat 
keberagaman implementasi sasi di tiap desa terutama mengenai pihak tertinggi yang mengatur sasi, 
periode buka-tutup, jenis komoditas, dll.

Peraturan informal ini berjalan efektif karena masyarakat terlibat dan menjalankannya dengan 
patuh, hal ini dapat terlihat dari kondisi ekosistem di Kabupaten MBD yang masih relatif baik meski 
pemanfaatan SDL telah berlangsung lama (lihat Bab 4 untuk informasi lebih lanjut). Masyarakat 
menginginkan peraturan-peraturan informal ini dapat ditingkatkan menjadi peraturan secara tertulis 
melalui Musrembang desa karena sangat bermanfaat dalam pengelolaan SDL.

Secara umum, periode tutup dan buka sasi di desa-desa contoh di Kabupaten MBD berkisar antara 
6 bulan hingga 4 tahun, walaupun di kebanyakan desa berkisar antara 1-2 tahun. Ketika dibuka, 
periode buka sasi berkisar antara 1-2 minggu. Hampir seluruh lokasi laut yang sasi berada di depan 
atau bersebelahan dengan kampung dimana masyarakat tinggal. Namun, ada satu hal yang menarik 
ditemukan di perairan di sekitar Atol Meatimiarang, yang merupakan wilayah sasi khusus untuk 
masyarakat Luang Barat yang letaknya di pulau yang berbeda dan dipisahkan oleh laut dalam. Sasi di 
kawasan ini biasa dibuka 5 tahun sekali.

Sistem tata kelola dalam bentuk sasi ditemui hampir di semua desa contoh. Sasi masih ditemui di 
13 dari 14 desa contoh (Gambar 7.2), dalam bentuk sasi gereja (proses buka-tutup sasi dipimpin 
oleh pendeta) di 8 desa, dan dalam bentuk sasi adat di 5 desa (proses buka-tutup sasi dipimpin oleh 
ketua adat). Di antara 5 desa yang memberlakukan sasi adat, ada 1 desa (Latalola Besar) yang sasinya 
diatur pada tingkat masing-masing petuanan yang ada di desa tersebut (bukan pada tingkat desa).

 Peraturan informal : Sasi
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Gambar 7.2. Sistem sasi yang berlaku di desa contoh.

Dari 14 desa contoh, 6 desa memberlakukan sasi terhadap 1 hingga 2 jenis komoditas, sementara 7 
desa memberlakukan sasi terhadap 3 jenis komoditas atau lebih (Gambar 7.3). Bila dijabarkan dari 
jenis komoditas yang di-sasi, 5 desa contoh memberlakukan sasi terhadap 3 komoditas yaitu lola 
(Trochus sp.), teripang, dan batulaga (Turbo sp.), 4 desa terhadap 2 komoditas yaitu teripang dan 
lola, 1 desa terhadap 5 komoditas (teripang, lola, kima, batulaga, dan mata tujuh/abalon), 1 desa 
terhadap 4 komoditas (lola, batulaga, teripang, dan lobster), 1 desa terhadap 2 komoditas (lola dan 
batulaga), dan 1 desa terhadap 1 komoditas (hanya lola).

Gambar 7.3. Jumlah komoditas yang di-sasi per desa.

Sementara bila didetilkan dari masing-masing komoditas, Lola di-sasi oleh 12 desa contoh, sementara 
teripang oleh 10 desa, batulaga oleh 8 desa, kima oleh 1 desa, mata tujuh oleh 1 desa, dan lobster oleh 
1 desa (Gambar 7.4). Dari informasi ini terlihat bahwa Lola adalah komoditas yang paling umum di-
sasi.
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Gambar 7.4. Jumlah desa yang memberlakukan sasi per komoditas.

Selain sasi, beberapa peraturan informal non-sasi juga ditemukan berlaku di beberapa desa contoh 
di Kabupaten MBD.
1. Dusun Kour Yatuna: Sistem penyewaan lahan di pesisir dan laut oleh Pemdes Jerusu kepada 

nelayan andon (nelayan yang berasal dari luar daerah) untuk menangkap udang. Sayangnya 
dalam prakteknya, sistem ini disalahgunakan oleh para penyewa karena mereka turut 
mengambil hasil laut lainnya seperti kepiting, ikan, dan biota yang di-sasi seperti teripang.

2. Dusun Yawuru: Peraturan adat mengenai hak penggunaan sumber daya dalam batas 
kepemilikan masing-masing petuanan di desa tersebut, tetapi tidak dalam bentuk sasi. 
Masing-masing keluarga/marga yang dikelompokkan dalam satu petuanan mempunyai hak 
atas petuanan tersebut. Apabila ada petuanan lain yang masuk dan mengambil hasil SDL 
maka terlebih dahulu meminta ijin kepada petuanan yang memiliki SDL tersebut.

3. Di Pulau Luang: Peraturan Hak Makan Bersama dimana SDL di sekitar Pulau Luang 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berasal dari kedua desa yaitu Luang Barat dan 
Luang Timur, masyarakat dusun-dusun lain yang berada di gugusan Pulau Luang, dan oleh 
pendatang yang sudah menetap selama minimal 6 bulan.

4. Desa Elo di Pulau Sermata: Hak untuk menangkap ikan sampai ke Pulau Kelapa (bagian dari 
gugusan Pulau Luang). Untuk mendapatkan haknya, masyarakat Desa Elo harus meminta 
ijin terlebih dahulu ke Pemdes Luang. Masyarakat Desa Elo dan Pulau Luang mempunyai 
hubungan kekerabatan yang erat, oleh karena itu masyarakat Elo diperbolehkan dan sering 
menangkap ikan di perairan Luang.

5. Desa Latalola besar: Peraturan terkait pengelolaan SDL di masing-masing soa/petuanan 
yang ada di desa tersebut. Sayangnya informasi detail mengenai masing-masing peraturan 
tersebut tidak didapatkan dari masyarakat. 

6. Desa Wetang: Perijinan untuk pemanfaatan teripang. Di desa ini, teripang tidak disasi, 
namun untuk pengambilannya masyarakat harus minta ijin terlebih dahulu kepada Kades. 
Hasil yang didapat dari menjual teripang tersebut akan dibagi dengan desa. Selain itu Desa 
Wetang juga secara tidak tertulis melarang masyarakatnya menggunakan bore (racun ikan 
yang dibuat dari akar tumbuhan bore/tuba (Derris sp.).

 Peraturan informal : Non-sasi

Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya | 116

7.3.2  Kelompok Masyarakat
Secara umum, kelompok masyarakat di Kabupaten MBD dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu 
kelompok pemanfaat SDL (pengumpul biota/ikan, nelayan tangkap, pembudidaya); kelompok 
masyarakat pengelola SDA; dan kelompok kekerabatan (marga/keluarga/soa4).

Kelompok nelayan dan pembudidaya terbentuk oleh masyarakat secara mandiri karena adanya 
insentif bagi kelompok nelayan untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. 
Beberapa kelompok ini menerima bantuan alat tangkap untuk melakukan aktifitas di laut atau 
peralatan budidaya, dan juga pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan modal. Alat tangkap yang 
diberikan kepada kelompok nelayan tangkap antara lain jaring bobo (semacam pukat cincin), rumpon, 
motor tempel, dan beberapa alat pancing. Sementara kelompok budidaya rumput laut menerima 
bantuan seperti tali dan bibit. Kelompok masyarakat seperti ini rata-rata terbentuk sejak tahun 2009 
dan beberapa kelompok masih aktif hingga saat ini. Jumlah anggota tiap kelompok berkisar antara 
2 sampai 10 orang. Informasi lebih lengkap mengenai kelompok nelayan dan pembudidaya dibahas 
dengan lebih detail di Bab 6.

Kelompok masyarakat yang bergerak dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) biasa disebut 
sebagai saniri desa. Organisasi ini dibentuk oleh pemerintah desa setempat dengan tujuan untuk 
menghimpun masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan di desa, termasuk dalam menjaga lingkungan 
hidup desa baik di darat, pesisir maupun di laut. Di desa-desa contoh, saniri telah terbentuk sejak 
lama dan masih berjalan sampai saat ini. Jumlah anggota dalam saniri berkisar antara 4-6 orang 
tergantung kebutuhan desa tersebut. Saniri berada pada tingkat desa dan di beberapa desa, kepala 
desa bertindak sebagai pimpinan kelompok.

Kelompok masyarakat lainnya adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan kekerabatan keluarga, 
marga, atau soa. Kelompok seperti ini lebih bersifat kekeluargaan, walaupun di beberapa desa 
ditemukan hierarki dalam kelompok ini, di mana satu keluarga memiliki peran atau tingkatan yang 
lebih tinggi dibandingkan keluarga lain dalam sebuah marga, atau di mana satu marga memiliki 
tingkatan yang lebih tinggi dalam sebuah soa atau di desa tersebut.

Fungsi kelompok kekerabatan ini adalah untuk lebih mempererat ikatan kekeluargaan dan dapat 
melakukan berbagai musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan, termasuk dalam 
pengelolaan SDL. Masalah-masalah yang sering dimusyawarahkan dalam organisasi/kelompok 
masyarakat ini adalah masalah-masalah tentang batas petuanan atau pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan oleh marga/kelompok lain. Kelompok kekerabatan sudah ditemukan di desa-desa contoh 
sejak zaman nenek moyang, dan masih berlaku sampai saat ini. Jumlah anggota organisasi ini tidak 
terbatas, tergantung banyaknya anggota keluarga, keluarga yang tergabung dalam satu marga, dan 
marga yang tergabung dalam satu soa.

Selain ketiga jenis kelompok tersebut, masyarakat di beberapa desa contoh juga menginginkan 
adanya pembentukan organisasi pengawas lingkungan (kewang). Organisasi ini akan memiliki peran 
dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan SDL sehingga kelestariannya dapat dipertahankan. 
Organisasi semacam ini belum ditemukan di desa-desa contoh, akan tetapi, Kelompok Masyarakat 

4 Soa adalah kelompok masyarakat yang terbentuk dari kumpulan beberapa marga yang memiliki kekerabatan dekat
dengan satu sama lain.
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Pengawas (POKMASWAS) yang dibentuk oleh DKP sudah ditemui di setidaknya 3 desa contoh, 
walaupun kelompok-kelompok tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya.

7.3.3  Pengambilan Keputusan Terkait Pengelolaan SDL
Proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDL pada umumnya melibatkan beberapa elemen 
masyarakat. Berdasarkan hasil studi pada 14 desa contoh, proses pembuatan keputusan dalam 
pengelolaan SDL di 5 desa melibatkan Kepala Desa (Kades) dan aparat desa, di 5 desa melibatkan 
pertemuan/rapat/musrembang/musyawarah besar seluruh masyarakat desa, di 3 desa melibatkan 
kepala adat/saniri desa, di 3 desa melibatkan gereja, di 2 desa melibatkan pemilik petuanan, di 2 desa 
melibatkan pemerintah Kabupaten, dan di 1 desa melibatkan soa (Gambar 7.6). Proses pengambilan 
keputusan terkait pengelolaan SDL di desa-desa contoh kebanyakan dilakukan pada tingkat desa, 
terutama bila terkait keputusan buka sasi.

Gambar 7.5. Pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan terkait pengelolaan SDL di desa contoh.

Proses pengambilan keputusan mengenai pembukaan sasi cukup beragam dari desa ke desa, 
dan dipengaruhi oleh harga komoditas dan permintaan dari pembeli. Akan tetapi secara umum, 
pengambilan keputusan terkait sasi di desa-desa contoh di MBD dapat dibagi menjadi tiga kategori, 
yaitu proses di desa-desa yang tidak memiliki soa (Gambar 7.6), desa-desa yang memiliki soa 
(Gambar 7.7), dan khusus untuk desa-desa di pulau Luang (Gambar 7.8). Pada zaman dahulu, buka 
sasi dilakukan dengan upacara adat (sirih pinang), namun sekarang hanya dibuka dengan doa di 
gereja, dan untuk di Pulau Luang ditandai dengan penurunan bendera tanda batas wilayah sasi.

Masyarakat pada umumnya mendukung dan mentaati sistem sasi yang sudah diterapkan sejak masa 
lalu dan berlanjut sampai saat ini. Masyarakat menganggap bahwa adanya sistem sasi mempengaruhi 
ketersediaan SDL, di mana komoditas yang di-sasi jumlahnya akan bertambah banyak dan ukurannya 
lebih besar. Masyarakat tetap berharap sistem sasi ini terus dijalankan sehingga masyarakat setempat 
dapat merasakan hasil panen yang turut membantu perekonomian masyarakat.

Proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDL selama ini berjalan dengan baik karena melalui 
proses yang cukup jelas dan di beberapa desa contoh melibatkan masyarakat melalui musyarawah. 
Peran kades, kepala adat, pendeta gereja, kepala soa, ataupun saniri desa, menjadi penting dalam 
menjaga proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDL.
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Gambar 7.6. Proses pengambilan keputusan buka sasi di desa yang tidak memiliki soa.

Gambar 7.7 Proses pengambilan keputusan buka sasi di desa yang memiliki soa.
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Gambar 7.8. Proses pengambilan keputusan buka sasi di Pulau Luang.

Hasil penelitian menunjukkan 7 desa contoh pernah mengalami konflik dalam pemanfaatan SDL, 
sedangkan 7 desa lainnya menyatakan tidak pernah ada konflik. Konflik pemanfaatan SDL yang 
terjadi bersifat internal (konflik antar warga) dan eksternal (konflik dengan pihak luar desa). Konflik 
internal berupa penambangan pasir di kawasan petuanan, tata batas hak pengelolaan di kawasan meti 
(daerah pasang-surut di sekitar pulau), pelanggaran sasi oleh warga dan konflik hak antar petuanan. 
Konflik eksternal yang terjadi antara lain pencurian komoditas sasi dan pemboman ikan oleh nelayan 
andon. Hal ini menurut mayoritas desa-desa contoh dianggap sebagai ancaman utama terhadap 
ketersediaan SDL (Gambar 7.9). Terdapat di sebuah desa bahwa masyarakat nelayan dari luar daerah 
datang dan menyewa wilayah pesisir dan laut untuk menangkap udang. Pada prakteknya mereka 
juga mengambil hasil laut lainnya. Demonstrasi masyarakat yang menentang adanya pembangunan 
tambang emas pernah terjadi di salah satu desa yang akan dibangun tambang emas.
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7.3.5 Pengawasan dan Penegakan Hukum
Pengawasan dan penegakan hukum telah dilaksanakan di desa contoh. Apabila masyarakat melanggar 
hukum, maka ada dikenakan sanksi. Terdapat tiga tipe sanksi yang berlaku di Kabupaten MBD, 
yaitu sanksi ekonomi, sanksi normatif (adat/dosa), dan sanksi hukum (Gambar 7.10). Tipe sanksi ini 
diberlakukan untuk kelompok target yang berbeda, yaitu untuk masyarakat setempat dan pendatang. 
Di antara ketiga sanksi tersebut, sanksi yang paling dominan diberlakukan adalah sanksi adat, karena 
peraturan yang paling kuat berlaku di tiap desa contoh adalah peraturan adat. Sanksi ekonomi dapat 
berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan antara masyarakat dan aparat desa.

Gambar 7.10. Tipe sanksi yang berlaku di desa contoh.

Khusus untuk warga desa setempat, ada dua tipe sanksi adat yang berlaku yaitu sanksi ekonomi 
dan sanksi normatif/adat. Sanksi ekonomi diberlakukan di 9 desa contoh berupa denda kerbau, 
emas, uang, sopi, beras, rokok, tembakau, babi, kambing, atau kain tenun tradisional/basta. Sanksi 
ekonomi yang berlaku nilainya cukup besar bila dibandingkan pendapatan masyarakat, dan terus 
melekat sampai pelanggar mampu melunasi sanksi ekonomi yang dikenakan. 
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7.3.4 Konflik Pemanfaatan SDL

Gambar 7.9. Ancaman terhadap ketersediaan SDL yang teridentifikasi di desa contoh.

Konflik tersebut diselesaikan dengan banyak cara di tiap desa contoh, yaitu melalui penyelesaian 
secara adat dengan melibatkan tokoh adat/soa (8 desa contoh), penyelesaian secara hukum agama 
melalui gereja (2 desa contoh), melalui jalur hukum yang berlaku di desa tersebut dengan melibatkan 
Pemdes dan Pemerintah Daerah (6 desa contoh), dan penyelesaian secara jalur hukum nasional 
melalui pihak berwajib (TNI AL, kepolisian) (2 desa contoh). 

Secara umum, penyelesaian konflik tentang pengelolaan SDL di desa-desa contoh hanya ditangani 
sampai ke tingkat Pemdes, namun apabila konflik tidak dapat diselesaikan maka konflik tersebut 
diteruskan ke tingkat kepolisian. Resolusi konflik yang melibatkan Pemdes, tokoh adat, dan gereja 
terutama berlaku terhadap konflik internal antar warga desa, sementara pihak berwajib dan Pemda 
dilibatkan ketika terjadi konflik dengan pihak eksternal. Meski konflik-konflik yang terjadi pada 
umumnya dapat diselesaikan dengan baik, namun sampai saat ini pelanggaran masih terjadi, 
terutama oleh pendatang dari luar daerah/kabupaten. Konflik terkait pengelolaan SDL berpotensi 
menimbulkan friksi di antara masyarakat dan dapat berdampak negatif terhadap proses tata kelola 
SDL yang telah berjalan.



7.3.6  Peran Masyarakat dalam Pengelolaan SDL
Masyarakat yang berada di desa-desa contoh mempunyai peranan penting dalam pengelolaan 
SDL, yaitu sebagai pemanfaat, pelindung sekaligus pengelola. Meski hampir seluruh masyarakat 
memanfaatkan SDL melalui beberapa cara, namun mereka turut serta dalam menjaga kelestarian 
SDL dengan menjaga tradisi adat sasi dan mentaati berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh 
Pemdes maupun gereja.

Peran masyarakat dalam pengelolaan SDL paling terlihat pada implementasi sasi, dimana masyarakat 
ikut serta/terlibat dalam penentuan tutup dan buka sasi bersama dengan kepala adat/gereja, ikut 
serta dalam memanfaatkan SDL tertentu pada saat sasi dibuka, dan tidak mengambil komoditas yang 
di-sasi pada saat tutup sasi dilaksanakan. Masyarakat di desa-desa contoh menganggap sasi sebagai 
upaya perlindungan dan pelestarian terhadap komoditas dan merupakan tradisi turun-temurun yang 
sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Peran masyarakat lainnya dalam pengelolaan SDL adalah tidak melakukan penambangan pasir di 
sekitar pantai. Masyarakat juga tidak menggunakan benda-benda tajam dan masih menggunakan 
alat tangkap tradisional dalam pengambilan atau penangkapan komoditas pesisir atau laut. Mereka 
juga juga turut serta bersama Pemdes dalam mengawasi kawasan pesisir di sekitarnya dan mengusir 
para pendatang dari luar atau nelayan andon yang merusak lingkungan laut dan atau mencuri biota 
yang di-sasi.

7.3.7  Tantangan dalam Pengelolaan SDL
Berdasarkan hasil studi, teridentifikasi setidaknya 8 tantangan terkait pengelolaan SDL secara 
langsung di Kabupaten MBD (Gambar 7.11), yaitu ketersediaan bahan bakar yang tidak memadai 
(9 desa contoh), kondisi alam dan musim yang selalu berubah-ubah dan tidak bersahabat (8 desa 
contoh), terbatasnya infrastruktur perikanan (TPI, cold storage) (4 desa contoh), penentuan harga 
komoditas yang tidak menguntungkan untuk masyarakat (4 desa contoh), terbatasnya pasar dan 
kesulitan dalam mengakses pasar (3 desa contoh), keterbatasan sarana dan prasarana/teknologi alat 
tangkap (3 desa contoh), gangguan nelayan andon (3 desa contoh), dan bantuan dari pemerintah 
yang tidak tepat sasaran (1 desa contoh).

Gambar 7.11. Tantangan terkat pengeloaan/pemanfaatan SDL dan tantangan umum yang dihadapi 
            masyarakat.
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Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi tantangan umum yang mempengaruhi pengelolaan SDL 
secara tidak langsung, yaitu kesulitan dalam biaya dan akses transportasi antar desa dan antar 
pulau (4 desa contoh), kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari (4 desa contoh), 
terbatasnya infrastruktur di desa seperti listrik, telekomunikasi, dll., (3 desa contoh) dan kurangnya 
perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat (1 desa contoh).

Berbagai tantangan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan SDL yang dialami oleh masyarakat 
ini sudah terjadi sejak lama dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, hal ini perlu 
menjadi perhatian Pemdes dan pemerintah Kabupaten agar Kabupaten MBD dapat memaksimalkan 
pemanfaatan SDL namun tetap menjaga kelestariannya.

7.3.8  Persepsi Masyarakat dalam Pengelolaan, Konservasi Habitat, dan SDL
Berdasarkan hasil studi dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat di Kabupaten MBD mempunyai 
persepsi yang baik mengenai pengelolaan dan konservasi SDL. Dari 14 desa contoh, seluruh responden 
menyatakan bahwa mereka terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan SDL 
dan lingkungan laut.

Terkait dengan pertanyaan harapan masyakat terhadap pengelolaan SDL, masyarakat di 13 desa 
contoh menyatakan bahwa perlu adanya pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan 
SDL, pada 3 desa contoh menyatakan bahwa perlu adanya sosialisasi/penyuluhan/pelatihan, pada 2 
desa contoh mengharapkan ada bantuan infrastruktur perikanan, sedangkan 1 desa mengharapkan 
bantuan perahu/alat tangkap, dan 1 desa mengharapkan bantuan pemerintah untuk menjaga 
stabilitas harga komoditas.

Sementara, berdasarkan hasil identifikasi perangkat untuk menunjang pengelolaan SDL, tidak banyak 
desa yang memilikinya. Hanya 2 desa pernah menerima sosialisasi/penyuluhan dari pemerintah dan 
3 desa sudah memiliki POKMASWAS walaupun belum berfungsi di 2 desa, dan baru mulai aktif di 1 
desa.
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Denda yang bisa dikonsumsi seperti bahan makanan dan minuman akan disajikan dalam sebuah 
pesta besar kepada seluruh masyarakat desa untuk kemudian dinikmati bersama-sama, sementara 
denda barang berharga seperti uang dan emas akan masuk ke dalam kas desa. 

Sanksi normatif berupa sanksi dosa atau sanksi adat diberlakukan di 5 desa contoh, dan masih 
dianggap efektif untuk memberikan efek jera karena masyarakat masih menganut agama dengan kuat, 
sehingga mereka takut terhadap ancaman dosa. Diluar dari sanksi yang berlaku, masyarakat yang 
melakukan pelanggaran juga akan dinasihati oleh tetua adat, dan mendapat cap sebagai pelanggar.

Sementara, di 8 desa contoh memberlakukan sanksi khusus bagi pendatang yang melanggar aturan 
adat. Tiga desa contoh diantaranya menerapkan sanksi ekonomi dengan pembayaran denda berupa 
uang, emas, atau kerbau dan nilainya dua kali lipat dari yang biasa dibayarkan oleh warga setempat. 
Sementara, di 5 desa contoh lainnya, pelanggar yang berasal dari luar daerah mendapatkan sanksi 
hukum dan biasanya diserahkan ke pihak berwajib. Apabila para pelanggar melawan, maka pihak 
berwajib tidak segan menembak mati pelanggar dan menenggelamkan kapalnya.



Data dan informasi yang terkumpul menunjukkan bahwa peraturan terkait tata kelola SDL yang 
berbasis adat dan gereja masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di desa-desa contoh. Sasi adalah 
bentuk peraturan tata kelola SDL yang paling banyak ditemui di desa-desa contoh. Di Kabupaten 
MBD, sasi dapat ditemukan dalam dua kategori umum, yaitu Sasi Adat, dan Sasi Gereja, dan keduanya 
dibedakan berdasarkan pihak yang memimpin proses dibukanya sasi, yaitu ketua adat atau pendeta.

Akan tetapi di seluruh desa contoh, peran dari gereja dan lembaga adat dalam proses pembuatan 
keputusan terkait buka-tutup sasi itu sendiri sudah mulai memudar, dan kini lebih terbatas terkait 
prosesi buka-tutup. Bahkan hampir di semua desa contoh yang memberlakukan sasi, prosesi buka-
tutup sasi tidak lagi melibatkan upacara adat, dan hanya berupa pengumuman oleh Pemdes ataupun 
pada saat ibadah di gereja. Sementara proses untuk memutuskan kapan sasi dibuka dan ditutup lebih 
ditentukan langsung oleh Pemdes atau oleh masyarakat sendiri melalui rapat atau musyawarah desa. 
Keputusan untuk membuka sasipun, yang dulunya dilakukan hanya ketika jumlah komoditas sudah 
sangat banyak, sekarang semakin dipengaruhi oleh permintaan pasar terhadap komoditas sasi. 

Kadang sasi sudah dibuka walaupun jumlah komoditas belum terlalu banyak hanya karena ada 
pedagang yang datang mau membeli dan bersedia membayar dengan harga yang cocok. Maka dari 
aspek ini terlihat bahwa peran perangkat adat dan gereja dalam sistem tata kelola SDL yang berbentuk 
sasi di MBD mulai pudar, sementara peran aparat dan masyarakat desa sebagai respon terhadap 
permintaan pasar semakin kuat.

Di lain sisi, peraturan-peraturan resmi yang disusun oleh pemerintah, baik pada tingkat desa, 
daerah, maupun nasional belum memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat di desa-desa 
contoh. Hanya sedikit dari desa contoh yang telah memiliki peraturan desa terkait pengelolaan SDL 
dalam bentuk tertulis, beberapa di antaranyapun berupa penulisan aturan adat yang sudah ada 
dalam bentuk dokumen tertulis dan diresmikan oleh pemerintah desa. Selain itu di beberapa desa 
yang sudah memiliki dokumen peraturan tertulis, masih ada masyarakat yang belum paham atau 
mengetahui peraturan-peraturan tersebut. 

Masyarakat di beberapa desa juga sebenarnya sudah memahami bahwa terdapat beberapa SDL 
yang dilindungi oleh pemerintah, tetapi mereka masih memanfaatkan sumber daya tersebut karena 
sudah menjadi bagian dari adat atau tradisi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa norma-norma adat 
dan agama yang mengatur pemanfaatan SDL masih lebih dipatuhi dan dipahami oleh masyarakat 
yang tinggal di desa-desa contoh, bila dibandingkan dengan peraturan tertulis yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Maka bisa dikatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam sistem tata kelola yang 
berubah seiring perkembangan zaman belum diimbangi dengan penaungan peraturan-peraturan 
yang mengatur pengelolaan SDL dalam bentuk tertulis yang dapat dimengerti dan diakses oleh 
masyarakat.

Masih kuatnya norma-norma adat dan agama dalam peraturan mengelola sumber daya juga terlihat 
dari sanksi yang berlaku bagi para pelanggar peraturan, di mana sanksi-sanksi yang diatur oleh adat 
dan agama masih berlaku bagi masyarakat di desa-desa contoh. Akan tetapi, walaupun sanksi agama 
dan adat yang bersifat normatif berlaku secara umum terhadap semua orang yang berada di lokasi 
desa-desa contoh, hanya warga desa yang masih memiliki rasa takut terhadap sanksi-sanksi tersebut.

Sanksi yang masih sangat ditakuti oleh sebagian besar warga desa contoh adalah sanksi normatif 
(sanksi dosa). Bila ada warga yang tertangkap melanggar sasi gereja, maka warga tersebut akan 
dinyatakan berdosa di depan jemaah gereja pada saat warga desa beribadah, dan pelanggar pun akan 
menerima stigma masyarakat sebagai pendosa.
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Sama halnya juga dengan pelanggar sasi adat, selain menerima sanksi ekonomi yang ditetapkan 
oleh adat yang berlaku, pelaku juga akan menerima stigma sebagai pelanggar aturan adat atau 
pelanggar sasi oleh masyarakat desa. Stigma-stigma ini akan mempengaruhi hubungan antara pelaku 
pelanggaran dengan warga desa yang lain, di mana sang pelanggar tidak lagi dipercayai, atau bahkan 
dikucilkan oleh warga desa yang lain (Harkes 1999).

Selain itu, sanksi normatif juga memiliki aspek ekonomi, di mana pelanggar diwajibkan untuk 
membayar denda baik berupa uang ataupun makanan. Sehingga unsur pembuat jera dari sanksi-
sanksi ini berlipat ganda, karena selain stigma masyarakat, pelanggar juga dikenai denda yang tidak 
ringan dan wajib dibayar (Harkes 1999). Bahkan informasi didapatkan dari beberapa desa contoh, 
di mana pelanggar yang tidak mampu membayar langsung, dipaksa mencicil pembayaran denda 
tersebut seumur hidup.

Di beberapa desa contoh, denda ekonomi yang berupa makanan akan dikonsumsi oleh seluruh warga 
desa dalam sebuah pesta desa, di mana pelanggar akan diminta duduk di depan warga, di sebelah 
tetua adat, dan sepanjang acara pelanggar akan terus menerus menerima nasihat dan wejangan dari 
tetua adat. Hal ini juga memastikan bahwa seluruh warga mengetahui siapa yang telah melakukan 
pelanggaran tersebut. Akibat dari sanksi-sanksi ini, tingkat pelanggaran aturan adat yang dilakukan 
oleh warga desa-desa contoh menjadi sangat rendah, karena sanksi yang akan mereka tanggung 
sangat berat. Para warga desa pun turut mengawasi lingkungan dan sumber daya di sekitar desa 
mereka, dan akan melaporkan bila ada yang melanggar sasi atau peraturan yang berlaku (Harkes 
1999, Kusapy, Lay and Kaho 2005).

Sanksi-sanksi adat dan agama, terutama yang bersifat normatif, hanya efektif terhadap warga yang 
tinggal di desa (Pannell 1997, Kusapy, Lay and Kaho 2005). Sementara itu ada orang-orang luar 
seperti nelayan andon yang datang dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan tata kelola 
yang berlaku, dan orang-orang ini kerap tidak peduli terhadap dosa yang ditetapkan oleh gereja 
atau terhadap stigma adat. Sanksi ekonomi juga diberlakukan terhadap orang luar di beberapa desa 
contoh, dan ada desa yang memberlakukan sanksi lebih berat terhadap mereka, bahkan dua kali lipat 
dari yang dikenakan terhadap warga desa.

Belum tertuangnya peraturan beserta sanksi-sanksi yang berlaku dalam bentuk resmi tertulis yang 
diketahui secara umum di beberapa desa mungkin juga menjadi penyebab kurang efektifnya peraturan 
tersebut terhadap orang-orang dari luar desa. Hal ini disebabkan karena hanya warga desa yang 
mengetahui sanksi apa saja yang berlaku, sementara orang luar bisa berdalih bahwa mereka tidak 
mengetahui bahwa mereka telah melanggar sebuah peraturan. Oleh karena itu, dalam menghadapi 
pelanggar yang datang dari luar, seperti nelayan andon yang datang dari luar daerah dan mencuri 
komoditas atau menggunakan cara tangkap yang merusak (Amalo 2015), desa-desa contoh sering 
melibatkan pihak yang berwajib, antara lain kepolisian setempat, dan angkatan laut.

Warga desa akan melaporkan insiden pelanggaran terhadap peraturan daerah yang mereka ketahui 
kepada pihak berwajib, dan bila tertangkap, pelanggar akan diproses secara hukum yang berlaku. 
Tetapi hal ini hanya bisa dilakukan bila memang terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah atau 
nasional, dan aparat hukum tidak bisa berbuat banyak bila yang dilanggar adalah peraturan adat 
atau desa yang tidak tertulis (Pannell 1997). Akibatnya ada beberapa desa contoh yang kemudian 
menghakimi sendiri pelanggar dari luar yang tertangkap, di mana pelaku akan dipukuli oleh warga 
hingga babak belur, atau bahkan ada desa yang mengatakan bahwa pelaku yang tertangkap akan 
dibunuh. 
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7.4  DISKUSI



Akan tetapi, sangat jarang warga desa-desa contoh mampu menangkap pendatang yang melakukan 
pelanggaran di kawasan desa, karena para pendatang menggunakan kapal yang lebih modern dan 
sering membawa senjata, sehingga pada umumnya, warga hanya dapat menyaksikan perbuatan para 
nelayan andon tersebut dari jauh.

Dari informasi di atas dapat terlihat bahwa karena masih kuatnya pengaruh adat dan agama dalam 
mengatur dan menjaga pengelolaan SDL di kalangan warga dan masyarakat desa-desa contoh, konflik 
internal di desa-desa tersebut sangatlah rendah. Kalaupun ada konflik internal yang terjadi, biasanya 
diakibatkan kesalahpahaman atau perselisihan pendapat mengenai batas-batas pemanfaatan. 
Konflik-konflik yang terjadi pun dapat diatasi dengan baik secara adat atau kekeluargaan melalui 
aparat desa atau badan adat, tanpa melibatkan intervensi pihak berwajib.

Akan tetapi, konflik eksternal umumnya terjadi dengan pendatang, terutama para nelayan andon 
yang mencuri komoditas yang di-sasi maupun menggunakan bom ikan atau alat tangkap lainnya 
yang merusak lingkungan (Pannell 1997). Keberadaan konflik eksternal inilah yang memicu sebagian 
desa untuk mulai merumuskan peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam mereka ke dalam 
bentuk peraturan desa tertulis. Peraturan resmi ini diharapkan menjadi dasar hukum yang bisa 
menjadi acuan untuk mengusir dan menghentikan tindakan yang dilakukan para nelayan andon. 
Konflik dengan pihak eksternal ini pun menyebabkan masyarakat pesisir di desa-desa contoh cepat 
curiga bila ada kapal yang tidak mereka kenal berlayar dekat dengan desa. Selain itu, masyarakat 
desa-desa contoh juga mengaku terbuka kepada ide untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah 
maupun nasional dalam mengelola dan melindungi keberadaan sumber daya alam di masing-masing 
desa, dengan anggapan dan harapan bahwa dengan adanya dukungan pemerintah, konflik yang 
terjadi dengan para nelayan andon bisa semakin ditekan.

Bila dilihat dari pola-pola tata kelola SDL yang sudah ada di desa-desa contoh di Kabupaten MBD, 
keterlibatan masyarakat beserta unsur adat dan agama dalam mengelola SDL masih cukup kuat, 
walaupun pengaruh pasar dan kondisi ekonomi terhadap tata kelola yang ada juga semakin kuat. 
Maka dari itu, sistem pengelolaan SDL yang berbasis tata kelola yang sudah ada, dan digerakkan oleh 
masyarakat setempat, dengan dukungan pemantauan kondisi, sosialisasi, dan penegakkan hukum 
dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya cukup tepat untuk diterapkan di kawasan 
perairan dan pesisir MBD. 

Adopsi peraturan dan tata kelola yang sudah ada ke dalam sebuah bentuk yang dijadikan sebuah 
pranata peraturan dan pengelolaan resmi dari pemerintah dan disesuaikan dengan lokasi-lokasi 
setempat juga bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-
peraturan tersebut (Davidson and Knight 2007, Moore, Townsend and Oldroyd 2007). Selain itu 
banyak desa contoh yang telah memiliki kelompok-kelompok dan perangkat yang dapat membantu 
pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan  SDL, meski jumlahnya masih terbatas dan 
belum berjalan efektif. Seperti contohnya POKMASWAS dan kelompok-kelompok masyarakat. 
Kelompok-kelompok ini berpotensi untuk ditingkatkan perannya dan diformalkan untuk mendukung 
pengelolaan SDL.

Keberadaan sistem tata kelola pemanfaatan SDL oleh masyarakat setempat juga penting ketika dilihat 
dalam konteks tata kelola SDL, khususnya perikanan, yang didorongkan oleh pemerintah. Saat ini 
konsep pengelolaan perikanan berdasarkan pendekatan ekosistem (EAFM/Ecosystem Approach 
to Fisheries Management) diadopsi oleh pemerintah, di mana konsep pengelolaan ini mencakup 
indikator sosial yang mengangkat isu keterlibatan masyarakat, konflik, pengetahuan lokal terkait 
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Maka bila di masa depan, desa-desa contoh di Kabupaten MBD akan didorongkan ke dalam sebuah 
bentuk kawasan konservasi, penting untuk memastikan bahwa sistem tata kelola  yang sudah 
dilakukan oleh masyarakat terus berjalan dan bahkan terintegrasi dengan tata kelola yang dijalankan 
oleh pemerintah. Selain itu, sistem tata kelola berbasis sasi yang diterapkan oleh masyarakat di 
beberapa desa contoh di Kabupaten MBD juga selaras dengan konsep TURF (Territorial Use Rights 
in Fisheries/Hak Pemanfaatan Kawasan terkait Perikanan) yang dikembangkan oleh FAO, di mana 
masyarakat sebuah desa memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di dalam 
kawasan sekitar desa tempat mereka tinggal (Panayotou, Territorial Use Rights in Fisheries 1984, 
Afflerbach, et al. 2014).
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pengelolaan perikanan (NWG EAFM 2014). Seperti yang sudah dijelaskan di atas, sistem tata kelola 
yang ditemui di desa-desa contoh di Kabupaten MBD berkontribusi kepada isu-isu tersebut, di mana 
masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan SDL, pentingnya tradisi dan adat dalam pengelolaan 
SDL, dan  perannya dalam memitigasi potensi konflik terkait pengelolaan SDL. Keberadaan sistem 
tata kelola SDL yang dilakukan oleh masyarakat setempat juga menjadi salah satu poin pertimbangan 
penting dalam penilaian sebuah kawasan dalam proses perencanaan dan pencadangan Kawasan 
Konservasi Perairan, di mana keberadaannya akan membantu meningkatkan peluang sebuah 
kawasan untuk dicadangkan menjadi kawasan konservasi (Direktorat Konservasi Kawasan dan 
Jenis Ikan 2014). Maka ada potensi bagi sistem tata kelola yang sudah ada di sebuah kawasan untuk 
diadopsi ke dalam rencana pengelolaan
yang disusun untuk kawasan tersebut.

Dalam skema penilaian/evaluasi EKKP3K (Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) pun, aspek keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDL yang 
mengakomodasi keberadaan adat, budaya dan/atau kearifan lokal menjadi indikator bahwa sebuah 
kawasan konservasi telah dikelola secara optimal (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan 
2012).
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Sebagai penghuni sebuah kabupaten kepulauan, masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) telah hidup 
berdampingan dengan dan bergantung pada laut dan sumber dayanya sejak zaman dahulu. Mereka 
memanfaatkan sumber daya laut (SDL) sebagai sumber pendapatan, pemenuhan protein harian, 
pemeliharaan nilai budaya, proteksi pantai, dan transportasi antar pulau. Pemanfaatan SDL yang 
paling utama adalah perikanan tangkap dan budidaya, meski sebagian besar masyarakat melakukan 
kegiatan ini hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Hanya sebagian kecil masyarakat yang 
menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama, meski dalam skala kecil.

Saat ini, produksi perikanan di Kabupaten MBD masih tergolong kecil apabila dibandingkan dengan 
potensi perikanan yang dimiliki kawasan tersebut, oleh karena itu, masih terbuka kesempatan lebar 
dimana pemerintah dapat meningkatkan produksi perikanan untuk meningkatkan perekonomian 
Kabupaten MBD dan Provinsi Maluku. Kondisi ini akan menambah geliat pemanfaatan SDL di 
Kabupaten MBD yang telah menunjukkan perubahan pola pemanfaatan dalam beberapa dekade 
belakangan, terutama karena semakin terbukanya akses menuju MBD dan semakin lengkapnya 
infrastruktur yang mendukung (Dharapos 2015), serta semakin tingginya permintaan pasar terhadap 
makanan laut. 

Pemanfaatan SDL tidak dapat dihindari karena adanya kebutuhan untuk pemenuhan hidup, 
sehingga selalu ada tantangan untuk mengurangi dampak manusia terhadap ekosistem pesisir dan 
laut. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan dan sumber daya laut menjadi krusial untuk mengontrol 
pemanfaatan SDL secara lestari sekaligus melindungi keanekaragaman hayati dan kawasan bernilai 
ekologis tinggi. 

Bab ini menjabarkan serangkaian bentuk pengelolaan yang berpotensi untuk diterapkan di Kabupaten 
MBD dan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, berdasarkan hasil sintesis dari Bab 4 hingga 
Bab 7 dan ditambah dengan beberapa analisa lanjutan. Sintesis ini juga telah melalui proses verifikasi 
dengan para ahli dan mitra yang terlibat pada forum diskusi yang diadakan pada bulan Maret 2016. 

BAB 8 PENGELOLAAN DAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT :
SEBUAH SINTESIS

Estradivari, Christian Novia Handayani, Adrian Damora, Bambang Sumiono, Adrys 
Calvin Kiklily, Nara Wisesa, Amkieltiela, Dirga Daniel dan Ignatia Dyahapsari

8.1  PENDAHULUAN

8.2  PERMASALAHAN LINGKUNGAN LAUT DI KABUPATEN MBD: DALAM HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT
Sebuah kerangka model DPSIR (Drivers-Pressures-State-Impacts-Responses/Penggerak-Tekanan-
Status-Dampak-Respons) digunakan untuk menterjemahkan berbagai isu dan masalah lingkungan 
yang kompleks di Kabupaten MBD dalam bentuk hubungan sebab akibat (Gambar 8.1 dan Tabel 8.1). 
DPSIR menggambarkan penggerak sosial dan ekonomi yang dapat menimbulkan tekanan terhadap 
lingkungan laut, dan mengakibatkan perubahan status ekosistem pesisir. Akibatnya, berbagai 
perubahan ini menimbulkan dampak pada masyarakat sehingga diperlukan respons politik terhadap 
penggerak, tekanan, status dan dampak (Gabrielsen dan Bosch 2003, Giupponi 2002, Smeets dan 
Weterings 1999).
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Model DPSIR dibangun bersama oleh 18 ahli dan mitra pada lokakarya pemaparan hasil survei cepat 
di Kabupaten MBD, Maret 2016, berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan pada survei 
cepat dan pendapat ahli. Respons dibahas terpisah pada Tabel 8.2. 

Kondisi ekosistem pesisir dan pemanfaatan SDL sangat dipengaruhi oleh faktor antropogenik dan 
alam. Diantara keduanya, faktor antropogenik yang paling mendominasi dan mempunyai dampak 
paling besar baik langsung maupun tidak langsung terhadap ekosistem. Di Kabupaten MBD, 
tekanan manusia terhadap lingkungan belum terjadi secara intensif namun sudah menunjukkan tren 
peningkatan terutama setelah ditetapkan sebagai Kabupaten baru. Sementara, laju tekanan manusia 
terhadap ekosistem laut berjalan lebih cepat ketimbang laju masyarakat menyesuaikan diri dengan 
perubahan karena adanya faktor pembatas, sehingga menempatkan masyarakat dalam posisi yang 
rentan.

Tabel 8.1. Penjelasan lengkap mengenai penggerak, tekanan, status ekologi dan dampak sosial yang 
      teridentifikasi pada saat survei cepat.

Parameter Isu

Penggerak

Pengembangan wilayah pesisir yang mulai intensif, termasuk pembangunan 
sarana dan prasarana setelah MBD ditetapkan sebagai Kabupaten baru. 
Peningkatan permintaan global, nasional dan lokal akan produk laut 
seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia. Faktor musim yang 
mengakibatkan cuaca buruk dan gelombang tinggi, sehingga masyarakat tidak 
dapat melaut.

Tekanan

Konflik lahan: konflik tata batas hak pengelolaan di kawasan meti (daerah 
pasang-surut di sekitar pulau) dan hak antar petuanan. Konflik ini masih relatif 
jarang terjadi dan bisa diatasi di tingkat Pemerintah Desa. 
Penambangan: batu karang dan pasir laut untuk pembangunan rumah dan 
infrastruktur. 
Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing: penggunaan bom ikan 
oleh nelayan andon dan akar tuba oleh masyarakat lokal, pencurian biota yang 
di-sasi oleh nelayan andon, dan perdagangan langsung ikan hidup dari nelayan 
langsung ke kapal asing. 
Diversifikasi pemanfaatan SDL: Masyarakat banyak yang mencoba usaha 
budidaya rumput laut tahun 2009, namun sebagian besar mengalami kegagalan 
karena kurangnya pemahaman mengenai cara budidaya. Semakin beragamnya 
alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat, namun beberapa masuk kategori 
tidak ramah lingkungan. Ketergantungan dengan pembeli dari luar kawasan 
karena terbatasnya akses dan transportasi serta pemasaran hasil tangkapan.

Status Ekologi Degradasi ekosistem telah terjadi selama 10 tahun belakangan Penurunan 
jumlah dan ukuran spesies target dalam 10 tahun terakhir 

Dampak sosial

Penurunan pendapatan ekonomi yang bisa mempengaruhi kesejahteraan 
masyarakat.
Penurunan ketahanan pangan laut karena berkurangnya SDL yang bisa
diakses oleh masyarakat.
Meningkatnya konflik sosial melalui konflik antar warga Kabupaten dan
dengan masyarakat di luar Kabupaten.
Hilangnya fungsi perlindungan pantai yang mengancam kerusakan
bangunan-bangunan di pesisir pantai.
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Gambar 8.1. Model DPSIR (Drivers-Pressures-State-Impacts-Responses/Pengerak-Tekanan-
          Status-Dampak-Respons) yang  menggambarkan hubungan sebab-akibat dari perubahan 
         lingkungan laut di Kabupaten MBD.
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8.3  PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT
Sebelum terjadi kerusakan ekosistem serta menimbulkan dampak sosial dan ekologi, pemerintah, 
mitra dan masyarakat harus bekerja sama untuk menghindari hal ini terjadi. Beberapa opsi pengelolaan 
untuk mengatasi tantangan dan permasalahan lingkungan laut yang sesuai untuk Kabupaten MBD 
diidentifikasikan secara bersama melalui lokakarya dengan para ahli dan mitra pada Bulan Maret 
2016. Opsi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu respons spesifik dan operasional (Gambar 8.2 dan Tabel 
8.2) dimana masing-masing respons yang teridentifikasi memiliki perbedaan tingkat keefektifan, tipe 
respons dan aktor yang terlibat. Sub-bab ini hanya akan membahas tiga respons spesifik utama yaitu 
pembentukan Kawasan Konservasi Perairan dan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, serta 
alternatif mata pencaharian.

Gambar 8.2. Diagram respons/intervensi pengelolaan untuk mengurangi/ menghindari penyebab,
            perubahan status ekosistem dan dampak sosial.
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Tabel 8.2. Tipe respons dan aktor yang terlibat dalam implementasi respons terkait pengelolaan laut
      di Kabupaten MBD.

Respons/ intervensi pengelolaan laut Tipe 
respons*

Aktor yang 
terlibat**

Respons spesifik
Pengelolaan dan perencanaan pesisir secara terpadu I, S, M P, L, A, K
Kawasan Konservasi Perairan I, S, M P, L, A, K
Pengelolaan perikanan tangkap I, T, M, S P, K, B
Pengelolaan perikanan budidaya I, T, M, S P, L, K, B
Perlindungan pantai I, T, M P, L, K, B
Intervensi ekonomi: penyediaan instrumen berbasis pasar E, I, T, M P, B, K
Respons operasional
Pelibatan masyarakat adat dan mitra dalam pengambilan 
keputusan I, S P, L, A, K, B

Peningkatan kapasitas I, S, M P, L, K, A, B
Komunikasi, pendidikan dan penyadartahuan I, S P, L, K
Mencari alternatif kegiatan yang menghasilkan pendapatan E, S, T P, L, K, B
Pengawasan dan pemantauan I, T, M, S P, L, A, K, B

*Tipe respons:
I: Institusional dan hukum, E: Ekonomi dan insentif, S: Sosial dan tingkah laku, T: Teknologi, M: 
Ilmu pengetahuan
** Aktor yang terlibat: 
P: Pemerintah (nasional, provinsi atau Kabupaten), L: LSM, A: Akademisi, K: Kelompok mas-
yarakat, B: Bisnis/industri

8.3.1 Perlindungan Habitat Kritis melalui Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan 
Sebagai respon terhadap meningkatnya tekanan terhadap ekosistem pesisir di banyak tempat di dun-
ia, para ahli dan pengelola menginisiasi terbentuknya Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sebagai 
salah satu langkah solutif untuk melindungi keanekaragaman hayati laut. Di Indonesia, pembentu-
kan KKP telah dilandasi oleh perundangan hukum formal berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Indonesia menargetkan pembentukan KKP seluas 20 juta hektar di tahun 2020, dan hingga 2015, 
telah mencapai 86,5% dari luasan target dengan jumlah 154 KKP (Konservasi Kawasan dan Jenis 
Ikan 2016).

Kabupaten MBD perlu menyisihkan sebagian wilayah lautnya sebagai kawasan lindung untuk men-
jaga keseimbangan ekosistem. Pembentukan KKP secara formal di MBD membuka peluang lebih be-
sar untuk menjaga dan melindungi lingkungan laut serta mengoptimalkan pemanfaatan SDL secara 
lestari untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Inisiasi pembentukan KKP di MBD juga sejalan 
dengan rencana pemerintah provinsi untuk membangun Kawasan Konservasi Perairan seluas 1 juta 
hektar di Provinsi Maluku dan mendukung program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). 
Berdasarkan hasil survei, masyarakat MBD terbuka dengan adanya mekanisme perlindungan
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kawasan formal dan diatur oleh hukum negara (lihat bab 7), terutama untuk mencegah kegiatan-
kegiatan tidak ramah lingkungan yang semakin meningkat.

Pembentukan KKP di Kabupaten MBD perlu memiliki prinsip untuk menjamin daya kelanjutan 
lingkungan dari setiap lokasi terpilih melalui mekanisme konektivitas antar habitat, biota dan kondisi 
ekologisnya. Desain KKP yang dibangun harus mampu memenuhi tiga pilar utama KKP (IUCN-
WCPA 2008), yaitu:

• Keterwakilan
Keterwakilan habitat dan spesies penting dalam KKP harus mencapai minimal sebesar 20-
30% dari keseluruhan habitat penting yang ada (Fernandes, et al. 2005, Green, Lokani, et al. 
2007). Keterwakilan habitat dan spesies penting merupakan faktor penting dalam memastikan 
ekosistem mampu bertahan menghadapi perubahan iklim dalam berbagai gangguan lainnya 
termasuk tekanan perikanan baik di dalam KKP maupun disekitarnya (Green, White dan 
Kilarski, Designing Marine Protected Area Networks to Achieve Fisheries, Biodiversity, and 
Climate Change Objecives in Tropical Ecosystems: A practitioner guide 2013).

• Keterulangan
Keterulangan suatu habitat ataupun spesies penting di dalam KKP dapat mengurangi resiko-
resiko konservasi seperti kerusakan habitat dan kepunahan spesies secara lokal jika terjadi 
gangguan. Jika salah satu atau sebagian habitat atau spesies penting mengalami gangguan, 
habitat atau spesies penting lain yang bertahan dapat membantu memulihkan habitat yang 
rusak melalui penyediaan sumber larva (Green, White dan Kilarski, Designing Marine 
Protected Area Networks to Achieve Fisheries, Biodiversity, and Climate Change Objecives 
in Tropical Ecosystems: A practitioner guide 2013).

• Keterkaitan
Keterkaitan jarak antar KKP dapat mempengaruhi penyebaran larva, migrasi spesies dan 
pencampuran nutrien-nutrien dan massa air oleh bantuan mekanisme arus dan juga proses-
proses fisika laut lainnya seperti upwellings, pasang surut dan angin (UNEP-WCMC 2008). 
Keterkaitan jarak antara 10 - 100 km direkomendasikan untuk penambahan larva ikan serta 
pola pergerakan ikan karang dan ikan pelagis pesisir (Green et al. 2013; Mora et al. 2006; 
Shanks et al. 2003).

Mengacu kepada PerMen 02/2009 tentang Tata Cara Penetapan KKP, sebelum KKP dicadangkan 
maka harus ditentukan jenis kawasan konservasinya. Ada beberapa rujukan perundangan yang 
digunakan sebagai dasar menentukan Jenis KKP, termasuk UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU 31/2004 tentang Perikanan, PerMenKP No. 17/MEN/2008 tentang 
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Penentuan kategori dan jenis KKP, 
khususnya untuk kategori Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (KKP3K) (lihat Gambar 8.3) dilakukan melalui pembobotan terhadap 17 kriteria terkait 
kondisi ekologis, sosial-ekonomi, budaya dan politik.

Melalui perhitungan pembobotan yang dilakukan bersama dengan para ahli dan mitra pada lokakarya 
yang diadakan pada bulan Maret 2016, dan berdasarkan data dan informasi yang didapat dari survei 
cepat dan berbagai sumber lain, maka jenis KKP yang paling sesuai untuk diterapkan di MBD

a. Jenis Kawasan Konservasi Perairan
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adalah Suaka Pulau Kecil (SPK) dalam urutan pertama, diikuti oleh Taman Pulau Kecil (TPK) (Tabel 
8.2). SPK lebih menekankan kepada perlindungan dan pelestarian suatu jenis atau beberapa sumber 
daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, termasuk biota-biota 
migrasi tertentu. Sementara TPK lebih menekankan kepada kelestarian potensi sumber daya alam 
hayati, formasi geologi dan/atau gejala alam untuk upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi 
(Tabel 8.3 dan Lampiran 1).

Gambar 8.3. Matriks penentuan kawasan konservasi di Kabupaten MBD berdasarkan data survei
           cepat dan diskusi panel.
Selain kedua jenis KKP tersebut, para ahli dan mitra juga menilai bahwa Daerah Perlindungan 
Adat Maritim (DPAM) dibawah kategori Kawasan Konservasi Maritim juga menjadi jenis KKP 
yang sesuai untuk didorongkan di MBD. DPAM menjadi potensial untuk dilaksanakan di MBD karena 
masih adanya kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku serta adanya 
peraturan lokal setempat yang diberlakukan untuk pelestarian lingkungan.
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Tabel 8.3 Kriteria Suaka Pulau Kecil, Taman Pulau Kecil dan Daerah Perlindungan Adat Maritim
      (Lubis, et al. 2014).

Tipe Kawasan Konservasi 
Perairan Kriteria

Suaka Pulau Kecil

Merupakan pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan 
berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa SDA 
hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, 
dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota 
migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya 
perlindungan, dan/atau pelestarian.
Mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di 
pulau kecil yang masih asli dan/atau alami.
Mempunyai luas wilayah pulau kecil yang cukup untuk menjamin 
kelangsungan habitat jenis SDI yang perlu dilakukan upaya 
konservasi dan dapat dikelola secara efektif.
Mempunyai kondisi fiskik wilayah pulau kecil yang rentan 
terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak 
bencana.

Taman Pulau Kecil

Merupakan pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya 
alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat 
dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan 
ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan 
kesadaran konservasi SDA, wisata bahari dan rekreasi, dll. 
Untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta 
pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan. Kondisi lingkungan 
di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari 
dan rekreasi.

Daerah Perlindungan Adat 
Maritim

Memiliki kesatuan masyarakat hukum adat, hak tradisional. dan 
lembaga adat yang masih berlaku. 
Mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat.
Sistem pemanfaatan SDL secara adat lebih kuat dan diakui oleh 
masyarakat.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi para pengelola adalah menentukan dimana lokasi KKP 
yang tepat dan berapa luasannya sehingga KKP yang terbentuk bisa memberikan manfaat secara 
maksimal dan efektif. Pertimbangan ekologi menjadi kunci utama dalam penentuan lokasi karena 
terkait dengan keanekaragaman hayati, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah 
pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan. Sementara faktor ekonomi serta sosial budaya juga masuk 
sebagai pertimbangan penentuan lokasi sebagai aspek pendukung.

Untuk mendapatkan lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi di MBD, analisis spasial 
menggunakan perangkat lunak Marxan5 dan Zonae Cogito6 dilakukan. Tujuan analisis ini adalah 
untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi di MBD yang memiliki nilai konservasi tinggi, dengan kata 
lain  memiliki keanekaragaman hayati tinggi namun juga merupakan sumber larva untuk kawasan 
disekitarnya. Lokasi terpilih memiliki kemampuan dalam memberikan perlindungan kepada 
keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan jumlah ikan untuk perikanan.

b. Lokasi Potensial untuk Kawasan Konservasi Perairan
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Analisis spasial dalam penentuan kawasan dengan nilai konservasi tinggi dilakukan dengan 
menggunakan data survei cepat dan dari sumber lainnya (Lampiran 2) dan melalui dua skenario, 
yaitu:

1. Mendapatkan 30% kawasan bernilai konservasi tinggi di seluruh MBD
2. Mendapatkan 30% kawasan bernilai konservasi tinggi di setiap gugus pulau di MBD

Pembagian skenario ini dilakukan untuk memberikan alternatif dalam pengelolaan kawasan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan lokasi terpilih dalam melakukan pengelolaan. Skenario 
pertama dibangun dengan melihat Kabupaten sebagai satu kesatuan kondisi ekologis. Keunggulan 
skenario ini adalah lokasi yang terpilih memang memiliki nilai konservasi paling tinggi di seluruh 
MBD. Sementara kekurangan skenario ini adalah adanya kemungkinan lokasi yang terpilih terletak 
jauh dari pusat pemerintahan dan/ atau sulit diakses, sehingga pengawasan dan penegakan hukum 
akan sulit dilakukan, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Skenario 
kedua dilakukan dengan membagi Kabupaten MBD berdasarkan gugus pulau sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten MBD tahun 2012. Skenario ini akan memilih perwakilan 
lokasi dengan nilai konservasi tinggi di setiap gugus pulau, sehingga akan memudahkan dalam 
pengelolaannya. Namun, dalam skenario ini, lokasi terpilih merupakan lokasi yang memiliki nilai 
tertinggi di tiap gugus pulau, dan belum tentu menjadi lokasi dengan nilai konservasi paling tinggi di 
Kabupaten MBD.

Berdasarkan hasil analisa spasial, lokasi dengan nilai konservasi tinggi ditemukan cukup menyebar di 
Kabupaten MBD (Gambar 8.4). Total luasan lokasi dengan nilai konservasi tinggi sebesar 777.691 Ha 
untuk skenario 1, serta 236.302 Ha (gugus pulau 1), 43.606 Ha (gugus pulau 2) dan 114.941 Ha (gugus 
pulau tiga) untuk skenario 2. Dari kedua skenario, terdapat beberapa lokasi yang selalu muncul yaitu 
P. Wetar bagian Selatan, P. Romang, P. Damar bagian Selatan, Atol Meatimiarang & P. Luang, dan 
perairan di antara P. Babar dengan P. Masela. Lokasi tersebut merupakan lokasi paling potensial 
secara ekologi untuk dibangun KKP.

5 Marxan adalah sebuah program komputer yang membantu pengguna untuk menentukan bagaimana mengatur dengan 
baik pemanfaatan ruang baik di darat maupun di laut. Perangkat lunak ini dirancang untuk mengolah data yang terlalu 
besar dan kompleks jika diolah menggunakan operasi GIS sederhana. Prinsip kerja Marxan adalah membantu memilih 
kawasan lindung yang memiliki nilai konservasi tinggi dengan biaya pengelolaan rendah (Watts, et al. 2013).

6 Zonae Cogito merupakan perangkat lunak pelengkap Marxan. Perangkat lunak ini digunakan untuk memodifikasi skenario 
yang telah dijalankan menggunakan Marxan.
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(a) Skenario 1: Analisa spatial menggunakan batasan administratif Kabupaten.

Gambar 8.4. Lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi di Kabupaten MBD, berdasarkan (a) batasan 
           kabupaten dan (b) batasan gugus pulau.

(b) Skenario 2: analisa spatial menggunakan batasan gugus pulau.
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8.3.2  Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
Pengelolaan sumber daya ikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan KKP 
secara keseluruhan. Namun, mengelola perikanan selalu menjadi tantangan di Indonesia karena 
sumber daya ikan memiliki akses terbuka (open access), dimana siapa saja dapat berpartisipasi 
memanfaatkan sumber daya tersebut tanpa harus memilikinya (Nikijuluw 2001), atau biasa disebut 
sebagai hak kepemilikan umum (common property resources). Kondisi ini mengakibatkan terjadinya 
penangkapan ikan yang tidak terkendali di banyak tempat yang mengakibatkan rusaknya habitat 
pesisir dan turunnya stok sumber daya ikan.

Karakteristik yang harus mendapat perhatian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di kawasan 
pesisir dan laut adalah fakta bahwa ekosistem-ekosistem yang ada dalam sistem wilayah tersebut saling 
terkait satu sama lain. Artinya, perubahan atau kerusakan yang menimpa suatu ekosistem pesisir, 
maka pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap ekosistem pesisir lainnya. Permasalahnnya 
adalah bahwa dampak tersebut pada umumnya tidak terjadi seketika, tetapi memerlukan waktu 
(time lag). Kenyataan ekologis inilah yang seringkali terabaikan dalam pemanfaatan sumber daya 
perikanan di kawasan pesisir dan laut yang terlalu berorientasi pada keuntungan jangka pendek.

Meski perusakan lingkungan dan IUU fishing belum terjadi secara masif di Kabupaten MBD, namun 
saat ini sudah terdapat indikasi telah terjadinya penurunan stok ikan di beberapa wilayahnya, dimana 
sekitar setengah desa contoh menyatakan telah terjadi penurunan hasil tangkapan dan penurunan 
komposisi hasil tangkapan dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan 
perikanan yang berprinsip pada keberlanjutan pemanfaatan.

Sistem sumber daya perikanan merupakan sistem yang kompleks, sehingga perannya menjadi sangat 
penting sebagai penyedia kebutuhan manusia. Akibatnya dibutuhkan pemahaman yang baik dalam 
menerapkan strategi pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Oleh 
karena itu, pemanfaatan sumber daya perikanan tidak dapat dianggap sebagai upaya menghasilkan 
komoditas semata. Pandangan yang terjadi selama ini telah menempatkan kegiatan perikanan 
sebagai kegiatan ekonomi sektor primer yang menghasilkan komoditas semata (Adrianto, Matsuda 
and Sakuma 2005). Padahal diketahui bahwa kegiatan pemanfaatan maupun pengembangan sumber 
daya perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung terhadap faktor-
faktor penyusun sumber daya tersebut seperti sistem lingkungannya, sistem pemanfaatannya 
(ekonomi), dan sistem kelembagaan dan sosial dari pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya 
tersebut. Dengan kata lain, sistem produksi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan sangat 
dipengaruhi oleh berbagai elemen-elemen lainnya yang mempengaruhi sistem tersebut.

Kebijakan pembangunan perikanan selama ini cenderung lebih mengarah kepada kebijakan 
“produktivitas”, di mana kebijakan ini lebih memaksimalkan hasil eksploitasi sumber daya laut tanpa 
ada kebijakan memadai yang mengendalikannya. Akibat dari kebijakan tersebut telah mengakibatkan 
beberapa kecenderungan yang tidak menguntungkan dalam aspek kehidupan, antara lain aspek 
ekologi, sosial-ekonomi dan dan sosial-kultural masyarakat.

Setiap kelompok masyarakat seharusnya mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan 
kelompok, usaha dan aktivitas ekonomi yang dilakukan. Di Kabupaten MBD sendiri, penanganan 
terhadap nelayan perikanan subsisten dengan nelayan perikanan skala kecil tentunya akan berbeda. 
Nelayan perikanan subsisten hanya membutuhkan sarana dan kepastian wilayah tangkap, karena

a. Pengendalian perikanan tangkap dan penutupan kawasan penting
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hanya untuk sekadar menjamin mereka dapat memenuhi kebutuhan gizi yang bersumber dari 
pangan laut. Sedangkan nelayan perikanan skala kecil, tidak hanya sekadar membutuhkan sarana 
tetapi juga prasarana. Dukungan prasarana dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas atau mutu ikan 
hasil tangkapan yang tentunya akan meningkatkan nilai ekonominya dan sebagai dampaknya akan 
meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten MBD. Kebutuhan akan prasarana ini sangat 
didukung dengan komoditas ikan hasil tangkapan di Kabupaten MBD banyak yang merupakan 
komoditas ekspor dan ekonomis tinggi.

Namun, dukungan sarana dan prasarana tetap perlu dikendalikan agar pemanfaatan sumber daya 
ikan tidak sampai pada status pemanfaatan berlebih. Strategi penangkapan yang memuat skema 
aturan pengendalian penangkapan (harvest control rules) dapat diterapkan untuk menjamin 
pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Aturan pengendalian penangkapan juga 
dapat diintegrasikan ke dalam pengelolaan kawasan konservasi sampai pada tahapan tertentu. 

Untuk dapat mewujudkan strategi penangkapan yang baik, berikut ini beberapa upaya yang bisa 
dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan dinamika perikanan di Kabupaten MBD:

1. Perlunya memastikan kondisi stok ikan yang ada berdasarkan data-data yang lebih akurat 
dan lengkap sehingga status sumber daya ikan dapat diestimasi lebih tepat. Hasil estimasi 
ini nantinya diperlukan dalam upaya pengendalian penangkapan terutama perkembangan 
jumlah operasional penangkapan ikan.

2. Upaya diversifikasi usaha nelayan skala kecil yang lebih mengarah pada usaha pengolahan 
produk perikanan sebagai mata pencaharian alternatif, sehingga tekanan terhadap sumber 
daya ikan dan perangkap kemiskinan di sektor perikanan di Kabupaten MBD dapat dikurangi.

3. Dalam hal biaya produksi terutama biaya BBM bagi nelayan lokal, perlu ditekan sekecil 
mungkin untuk meningkatkan resiliensi mereka. Subsidi perikanan yang diberikan harus 
dapat mencapai skala kelayakan ekonomi usaha yang optimal dan berkelanjutan. 

4. Peningkatan efektivitas dan selektivitas alat tangkap melalui penerapan teknologi. Hal ini 
perlu dilakukan untuk mengurangi biaya produksi dan mengatasi tekanan terhadap sumber 
daya ikan.

5. Upaya pendampingan dan pembinaan nelayan lebih ditingkatkan dalam rangka memperkuat 
kapasitas sumber daya manusia dan pelaku usaha perikanan di lapangan. 

6. Perbaikan dan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terutama untuk memberantas 
IUU fishing.

7. Melindungi lokasi pemijahan ikan dari segala bentuk pemanfaatan. Berdasarkan penuturan 
responden, diindikasikan bahwa Kabupaten MBD memiliki lokasi pemijahan ikan (Spawning 
Aggregation Sites/SPAGs) kerapu yang cukup besar di areal sekitar Atol Meatimiarang. 
Hal ini perlu dikonfirmasikan dengan melakukan pengamatan SPAGs pada waktu-waktu 
tertentu. Daerah pemijahan ikan merupakan daerah yang sangat penting untuk dilindungi 
untuk menjaga stok sumber daya ikan di sekitar Kabupaten MBD.

b. Pengembangan budidaya rumput laut

Karena perairan Kabupaten MBD memiliki kualitas air laut yang masih baik serta masih terbatasnya 
akses pasar dan teknologi alat tangkap, budidaya rumput laut menjadi andalan bagi sebagian besar 
masyarakat khususnya di Pulau Luang. Rumput laut memiliki keunggulan dibandingkan komoditas 
lain karena dapat dipanen sepanjang tahun dan bisa disimpan dalam keadaan kering.
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Budidaya rumput laut sangat potensial untuk dikembangkan lebih luas di Kabupaten MBD. Terdapat 
beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam upaya pengembangan budidaya rumput laut berkelanju-
tan. Pertama, peningkatan produksi di lokasi yang sudah ada kegiatan rumput laut. Produksi rumput 
laut di Kabupaten MBD masih terbilang rendah, dikarenakan kurangnya penerapan teknologi sesuai 
standar, termasuk jarak tanam dan ketepatan umur panen, padahal bibit rumput laut yang ada di Ka-
bupaten MBD tergolong bibit dengan kualitas yang baik. Peningkatan produksi juga bisa dilakukan 
dengan menyediakan lokasi untuk kebun bibit rumput laut di wilayah perairan yang sesuai, khususn-
ya di Pulau Luang yang merupakan sentral budidaya rumput laut. Distribusi bibit ini pun perlu diatur 
polanya, disesuaikan dengan kalender produksi, periode atau siklus budidaya. Praktek-praktek pen-
gelolaan terbaik untuk budidaya rumput laut perlu dikembangkan dalam bentuk panduan yang bisa 
diadopsi oleh nelayan budidaya lainnya. 

Kedua, pemenuhan jaminan ketersediaan modal, pasar dan kestabilan harga rumput laut. Langkah 
teknis yang bisa dilakukan antara lain penyediaan informasi pasar bagi pembudidaya. Adanya keter-
sediaan dan jaminan akses pasar akan menjadi penyelesaian permasalahan terkait pemasaran hasil 
yang selama ini dihadapi pembudidaya. Perubahan nilai ekonomi komoditas pada rantai tataniaga 
yang menyebabkan penurunan pembagian nilai keuntungan lebih dibebankan kepada pembudidaya. 
Hal ini menjadi semakin parah dengan tingginya tingkat fluktuasi harga komoditas rumput laut pada 
tingkat lokal. Upaya untuk memberikan jaminan ketersediaan pasar dan kestabilan harga rumput 
laut dilakukan dengan membangun sinergisitas antara pihak industri, para punggawa (pedagang 
perantara) dan pembudidaya dalam bentuk kelembagaan serta adanya industri pengolahan seperti 
pabrik pengolahan rumput laut sebagai langkah dalam menjaga kestabilan harga.

Ketiga, pembentukan dan penguatan kelembagaan pembudidaya rumput laut. Salah satu kelemahan 
usaha budidaya rumput laut di Kabupaten MBD adalah kelembagaan pembudidaya rumput laut be-
rupa kelompok pembudidaya yang ada tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Pusat maupun daerah 
perlu mengaktifkan kembali kelompok-kelompok budidaya dan terus melakukan pembinaan agar 
timbul motivasi dan inisiatif untuk terus berkembang mendukung industri dalam hal penyediaan 
bahan baku ataupun olahan. Dengan memperkuat kelembagaan kelompok usaha secara terintegrasi 
maka pengembangan usaha budidaya rumput laut dapat terwujud.

Keempat, penerapan teknologi budidaya rumput laut sesuai standar. Upaya-upaya teknis yang dapat 
dilakukan, antara lain: menyediakan sarana pengeringan rumput laut, menyediakan sarana penyim-
panan rumput laut (gudang) dan mengembangkan industri pengolahan rumput laut. Ketiga upaya ini 
akan meningkatkan daya saing bagi pembudidaya dalam hal menghasilkan produk dari hasil panen 
rumput laut. Pembudidaya rumput laut yang ada di Kabupaten MBD selama ini hanya menghasilkan 
rumput laut kering yang selanjutnya hasil tersebut langsung dijual ke para pengumpul yang ada di 
wilayah tersebut.

c. Hak eksklusif dalam pemanfaatan sumber daya laut untuk masyarakat lokal

Selain aturan formal pengendalian perikanan, melihat tipikal usaha perikanan tangkap di Kabupaten 
MBD yang masuk ke kategori subsisten7 dan artisanal8, maka akan menjadi potensial apabila 
pengelolaan perikanan juga memasukkan unsur hak penggunaan eksklusif untuk masyarakat lokal 
(Territorial Use Rights for Fishing/TURF), dikombinasikan dengan pelibatan masyarakat dalam 
pengelolaan perikanan dan perlindungan habitat (co-management). Salah satu contoh pemberian hak 
penggunaan eksklusif adalah sasi dan petuanan laut yang sudah dijalankan secara turun-temurun di 
MBD hingga saat ini. Kedua sistem tersebut memiliki elemen penting dalam pengelolaan perikanan 
yang dapat dipraktekkan di jaman modern, melalui pengaturan batasan untuk mengelola SDL dan 

143 | Laporan Ekspedisi Maluku Barat Daya



kombinasi dari kontrol masuk dan keluar seperti musim bukatutup, pengaturan alat tangkap dan 
pengaturan ukuran tangkap (Tabel 8.4).

Tabel 8.4. Karakteristik dasar petuanan laut dan sasi di Maluku (Satria and Adhuri 2010)

Tipe Peraturan Sanksi Catatan

Petuanan 
laut

Definisi batasan Pemanfaatan 
eksklusif di dalam batasan untuk 
kelompok yang mempunyai hak

Diusir Denda 
ekonomi dan/atau 
denda barang

Petuanan merupakan bagian 
terintegrasi dari masyarakat. 
Batasan petuanan biasa 
menjadi isu yang menjadi 
konflik.

Sasi
Musim buka-tutup Pengaturan 
alat tangkap Pengaturan ukuran 
untuk Trochus  niloticus

Denda ekonomi
Durasi buka tutup semakin 
singkat antara 1 sampai 3 
tahun Transfer kontrol dari

7 Perikanan subsisten merupakan salah satu mayoritas penangkapan perikanan yang dilakukan oleh nelayan dan keluargan-
ya untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya (King 2007).

8 Perikanan artisanal merupakan perikanan skala kecil, yang rendah biaya, padat tenaga kerja, dimana hasil tangkapan 
digunakan untuk dijual dan konsumsi lokal (King 2007).

Dengan memberikan hak eksklusif kepada nelayan-nelayan skala kecil di MBD, masyarakat lokal bisa 
mendapatkan beberapa keuntungan, seperti semakin baiknya pendapatan ekonomi dan nilai budaya 
masyarakat, semakin berkurangnya konflik sosial, dan yang terpenting adalah masyarakat terlindungi 
haknya akan sumber daya yang ada di daerahnya. Akan tetapi, integrasi sistem ke dalam rencana 
pengelolaan perikanan membutuhkan beberapa penyesuaian, seperti diantaranya periode buka-
tutup sasi harus disesuaikan dengan waktu minimal untuk biota target mencapai usia reproduksi 
(matang gonad), penutupan area secara adat yang memiliki nilai ekologis tinggi (seperti daerah 
pemijahan ikan, pantai peneluran penyu, dll.) dari segala aktivitas pemanfaatan, pembatasan ukuran 
dan jumlah tangkap berdasarkan pertimbangan ekologi dan biologi, serta tidak memanfaatkan jenis 
biota tertentu (seperti penyu, kima, dll.) yang dilindungi oleh negara untuk tujuan komersial.

8.3.3 Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif: Pariwisata Bertanggung Jawab 
Kawasan MBD sesungguhnya telah dikenal baik oleh turis mancanegara dengan sebutan “forgotten 
islands” – dimana nama ini diadopsi dari buku karya Nico de Jonge dan Toos van Dijk berjudul 
“Forgotten Islands of Indonesia:The Art and Culture of the Southeast Moluccas” terbitan tahun 1995. 
Para turis mancanegara ini secara reguler memasuki kawasan MBD tiap tahun menggunakan kapal 
wisata liveaboard untuk tujuan menyelam. Akses ke Kabupaten MBD yang sangat terbatas, membuat 
pariwisata bahari belum berkembang, dan tidak ada satupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan 
pariwisata. Padahal, dengan kekayaan alam yang dimiliki MBD, ditambah dengan beberapa budaya 
lokal yang masih terus berjalan hingga saat ini, kawasan ini memiliki banyak ragam objek yang bisa 
dikembangkan untuk sektor pariwisata bahari dan budaya. Beberapa kegiatan pariwisata yang bisa 
dikembangkan termasuk diantaranya snorkeling, menyelam, memancing, mengamati mamalia laut, 
dan terlibat dalam kegiatan buka sasi. Pengembangan pariwisata ini juga dapat menyediakan mata 
pencaharian alternatif buat sebagian besar masyarakat dan mendatangkan keuntungan ekonomi 
untuk masyarakat dan Kabupaten.
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Masih sangat terbuka lebar kesempatan untuk mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab 
atau ramah lingkungan di kawasan MBD untuk memastikan kegiatan pariwisata tidak berdampak 
negatif kepada lingkungan. Berrow (2003) merumuskan beberapa langkah yang perlu diperhatikan 
dalam mengembangkan wisata paus yang ramah lingkungan, yang dapat diadopsi untuk pariwisata 
ramah lingkungan secara umum:

• Diperlukan peraturan dan rencana pengembangan wisata yang terpadu, yang turut 
memperhitungkan aspek lingkungan.

• Mengintegrasikan pengelolaan pariwisata ke dalam pengelolaan KKP. Zona inti dalam 
KKP dapat melindungi habitat kritis dan biota penting yang ada di dalam zona maupun di 
sekitarnya, sehingga pemanfaatan keduanya bisa dikontrol.

• Membuat panduan yang berisikan praktek bijak atau kode perilaku (code of conduct) untuk 
melaksanakan pariwisata ramah lingkungan.

• Melakukan pemantauan ekologi secara berkala, untuk memastikan bahwa pariwisata yang 
dijalankan tidak memiliki dampak negatif baik ke habitat pesisir maupun biota laut. 

• Menghitung daya dukung (carrying capacity) pariwisata untuk melihat berapa jumlah 
maksimal kapal/wisatawan, waktu berhenti di suatu lokasi dan jarak antar kapal.

• Menyiapkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas sebagai pelaku wisata, melalui 
skema peningkatan kapasitas.

• Melibatkan mitra terkait, termasuk diantaranya pemerintah, kelompok masyarakat dan 
masyarakat, pihak swasta dan LSM.

• Menyiapkan dana jangka panjang untuk implementasi pariwisata bahari ramah lingkungan

8.4.1  Kawasan Strategis Nasional dan Pusat Ekonomi Perbatasan
Melalui Perpres Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, kawasan 
perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar memiliki prioritas untuk dilindungi. Perlindungan 
kelestarian lingkungan di kawasan perbatasan telah dimulai pada tahun 1990-an dimana tiga taman 
nasional untuk perlindungan hutan yang terletak di perbatasan Indonesia dan Malaysia diresmikan, 
yaitu Taman Nasional Betung Kerihun (1993), Taman Nasional Danau Sentarum (1999), dan 
Taman Nasional Kayan Mentarang (1996). Semenjak tahun 2000-an, setelah pemerintah Indonesia 
berkomitmen untuk pembangunan KKP sebesar 20 juta hektar sampai dengan tahun 2020, perairan 
di pulau-pulau terluar menjadi fokus pemerintah juga dalam mempertahankan kedaulatan negara. 
Pengembangan KKP di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar memberikan banyak 
manfaat, termasuk diantaranya dapat memperkuat integrasi yang mengokohkan wawasan nusantara 
dan mengurangi ancaman degradasi lingkungan laut melalui pengurangan terjadinya pelanggaran 
hukum, termasuk penangkapan ikan ilegal, serta eksploitasi SDL secara berlebih (Suraji 2012, Hadi 
2009).

Kabupaten MBD merupakan salah satu kabupaten terdepan dan pulau-pulau kecil terluar Indonesia 
yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Hal ini mengakibatkan Kabupaten MBD 
sebagai koridor penting dan strategis bila ditinjau dari aspek kerjasama ekonomi dan perdagangan 
serta sosial, termasuk diantaranya aspek geografis, budaya, politik, dan keamanan serta pertahanan 
negara. Sebagai kabupaten baru, MBD belum mencapai pembangunan wilayah yang optimal, 
sehingga masih terlihat kesenjangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi apabila dibandingkan 
dengan kabupaten lain di Provinsi Maluku yang bukan di daerah perbatasan. Keterbatasan dalam 
infrastruktur, akses transportasi dan pasar ikan di Kabupaten MBD selama ini telah mengakibatkan

8.4  TANTANGAN DAN KESEMPATAN
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banyak kegiatan perdagangan antar negara yang tidak terkendali, seperti misalnya masyarakat P. 
Liran yang menjual hasil tangkapannya langsung ke Timor Leste atau masyarakat P. Luang yang 
menjual ikan kerapu hidup secara langsung kepada kapal-kapal asing yang merapat, sehingga menjadi 
rawan disintegrasi. Apabila pembangunan wilayah berjalan lambat di Kabupaten MBD, hal ini dapat 
menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan keamanan yang cukup kompleks.

Pembangunan KKP di Kabupaten MBD menjadi krusial, tidak hanya untuk melindungi 
keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, namun juga untuk menjaga kedaulatan dan keamanan 
negara serta pengawasan terhadap SDL. Namun hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah 
adalah bagaimana mengelola wilayah lautnya tidak hanya sekedar sebagai beranda negara, namun 
juga sebagai wilayah konservasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, 
diperlukan komitmen bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya serta mitra lainnya untuk mempercepat pembangunan 
KKP dan sebagai katalis dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah sehingga menjadikan 
Kabupaten MBD sebagai pusat ekonomi baru untuk berbagai investasi ekonomi. Melihat urgensinya, 
maka KKP yang akan dibangun lebih baik dikelola di tingkat nasional.

8.4.2 Sinergitas antara Pengelolaan Formal dan Informal (SASI)
Terlepas dari banyaknya perdebatan apakah bentuk pengelolaan tradisional bisa melindungi SDL 
dan ekosistem pesisir (Satria and Adhuri 2010, Persoon, de Iongh and Wenno 1996, Cinner 2005, 
Pannell 1997), seluruh ahli dan mitra sepakat bahwa sistem tradisional ini perlu diintegrasikan ke 
dalam pengelolaan ‘modern’. Pengembangan KKP dan percepatan ekonomi di Kabupaten MBD harus 
dilakukan secara seimbang dengan mensinergikan aspek hukum adat berupa sasi dan petuanan laut 
yang telah dijalankan oleh masyarakat secara turun temurun. Masyarakat mengelola lingkungan laut 
melalui hukum adat tidak hanya untuk diri sendiri, namun untuk kepentingan masyarakat. Oleh 
karena itu, pembangunan KKP dan pengelolaan perikanan tidak hanya sekedar untuk melindungi 
kawasan penting dan sumber daya ikan di Kabupaten MBD saja, namun juga berkaitan erat dengan 
keberlanjutan kehidupan lokal masyarakat yang mendiaminya. Apabila unsur kearifan lokal tidak 
diintegrasi pada pengelolaan ’modern’, maka baik KKP dan pengelolaan perikanan yang akan 
dikembangkan di Kabupaten MBD akan sulit mencapai tujuannya karena masyarakat lebih mematuhi 
peraturan adat.

Integrasi pengelolaan tradisional ke dalam pengelolaan modern harus melewati banyak penyesuaian 
agar keduanya bisa berjalan harmonis. Hal ini akan melibatkan beberapa pengorbanan  yang harus 
disepakati bersama antara masyarakat dengan pemerintah, misalnya mengenai lokasi yang akan 
dilindungi, periode buka-tutup sasi, jenis, ukuran dan jumlah tangkapan, serta alat tangkap yang 
dapat digunakan. Oleh karena itu, masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan 
dan pengambilan keputusan. Pengelolaan yang akan diusung juga harus berbasis masyarakat (co-
management), dimana masyarakat memiliki banyak peran dalam pengelolaan, termasuk sebagai 
pelindung, pengawas dan sekaligus memiliki akses untuk pemanfaatan SDL dan ekosistem pesisir. 
Peran LSM dan akademisi menjadi penting sebagai fasilitator dalam proses ini. Selain itu, pihak swasta 
dan pelaku bisnis juga perlu dilibatkan karena berperan penting dalam menciptakan diversifikasi 
mata pencaharian, membuka akses pasar dan mendorong peningkatan produksi perikanan yang 
berkelanjutan.
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Kabupaten MBD memiliki potensi alam laut yang sangat besar yang masih dapat dikembangkan 
khususnya untuk sektor perikanan, perdagangan dan pariwisata. Namun, pengembangan sektor ini 
perlu diimbangi dengan konservasi lingkungan dan perlindungan nilai budaya, agar pemanfaatan 
SDL bisa tetap terkontrol. Serangkaian rekomendasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya 
laut yang dijabarkan dalam laporan ini dapat berguna untuk memberi masukan kepada pemerintah 
dalam menentukan kebijakan strategis untuk pengembangan Kabupaten MBD. Rekomendasi dari 
hasil kajian ini akan lebih efektif apabila dijalankan secara berkesinambungan, dengan melibatkan 
seluruh mitra terkait.

Rekomendasi dalam kajian ini didapatkan melalui analisa data terbaik yang tersedia dan telah melalui 
proses verifikasi dengan peneliti dan mitra yang terlibat. Masih diperlukan proses konsultasi publik 
dan sosialisasi serta pemantauan lebih lanjut untuk mendapatkan desain pengelolaan dan konservasi 
kawasan yang paling tepat dan sesuai.

8.5  PENUTUP
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. 
Daftar jenis mangrove dan vegetasi pantai yang ditemukan di Kabupaten Maluku Barat Daya 
berdasarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya (2010). Simbol “+” 
menandakan jenis tersebut dijumpai di lokasi pengamatan. Simbol “*” menandakan jenis yang 
memiliki kerapatan (ind/ha) tertinggi.
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1 Acanthus ilicifolius  + +
2 Acrostikum aureum +
3 Aegiceras corniculatum + + + +
4 Avicennia alba + +
5 Avicennia marina +
6 Barringtonia asiatica + + + +
7 Bruguiera gymnorrhiza + + + +
8 Bruguiera parviflora + +
9 Ceriops tagal + + + +

10 Comptostemon schultzi +
11 Exoecaria agallocha + + +
12 Hibiscus tiliaceus + + + +
13 Heritiera litoralis +
14 Lumnitzera litorea +*
15 Lumnitzera risomosa +
16 Osbornia octodonta +
17 Pandanus sp. + + +
18 Pandanus tectorius +
19 Pemphis acidula + + +
20 Rhizophora apiculata + + +* + +* +
21 Rhizophora mucronata + + + +
22 Rhizophora stylosa + +*
23 Sonneratia alba +* + + +* + +* + +*
24 Sonneratia caseolaris +
25 Xylocarpus moluccensis + + +
26 Xylocarpus sp. +

Jumlah 14 10 5 10 11 3 7 2 6
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Lampiran 2. 
Daftar jenis lamun yang ditemukan di Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya (2010). Simbol “+” menandakan jenis tersebut 
dijumpai di lokasi pengamatan. Simbol “*” menandakan jenis yang memiliki kerapatan (tegakan/
m2) tertinggi.
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1
Cymodocea 
rotundata + + + + + + + + + +

2 Cymodocea serrulata + + + + +
3 Enhalus acoroides +* + +*
4 Halodule pinifolia + + + + +
5 Halodule uninervis + +
6 Halophila ovalis + +
7 Halophila ovata + +* + + + +

8
Syringodium 
isoetifolium + + + +* + +

9 Thalassia hemprichii +* + +* + + +* +*

10
Thalassodendrom 
ciliatum + +* +*

Jumlah 6 4 6 6 4 6 5 2 5 5
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Lampiran 3. 
Jenis-jenis gangguan pada karang keras yang ditemukan pada survei cepat.

White syndromes White syndromes

Compromised health: 
Competition with sponges

Flatworms investation

Compromised health: 
Competition with sponges

Predation: Fish bites

Drupella predation Copyright foto: Beginer Subhan/WWF-Indonesia
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